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ABSTRAK

Nama : Siti Setia Annisa
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di

Ikatan Notaris Indonesia Dan Diluar Ikatan Notaris Indonesia

Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan antara lain
pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur
mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris didalam menjalankan
jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Pasal 83 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur bahwa Organisasi
Notaris bertugas untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Pasal 82
UUJN mengatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Notaris. Ikatan Notaris
Indonesia (INI) adalah satu-satunya Organisasi Profesi Notaris yang diakui Pemerintah
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PR.08.10
tahun 2004. Sampai saat ini belum terwujud satu wadah Organisasi Notaris, karena
masih ada beberapa Organisasi Notaris diluar INL. Hal tersebut menjadi hambatan bagi
INI untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris
diluar INI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jika ada
pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi diluar INL Tulisan ini menggunakan
metode penelitian kepustakaan, dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen
dan metode penelitian lapangan, dengan alat pengumpul datanya adalah melalui
wawancara terstruktur dengan para narasumber yang memberikan informasi yang
diperlukan. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan
bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di INI tidak
menemukan hambatan karena berjalan sesuai dengan ketentuan UUIJN. Tetapi
penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI mempunyai
hambatan, karena INI tidak punya kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran
Kode Etik Notaris diluar INI. Jalan keluar untuk hambatan tersebut dapat dilakukan
dengan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) atas
saran dan pendapat dari INI. MPP dapat menerapkan pasal 17 huruf i UUJN terhadap
kasus yang menyangkut perilaku Notaris yang bertentangan dengan Norma Agama,
Kesusilaan atau Kepatutan.

Kata Kunci:
Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia
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ABSTRACT

Behavior of good Notary can be obtained base with Code of Ethic Notary. Thereby, hence
Ethic Code of Notary arrange to regarding things which must adhere by a Notary in
running its occupation as well as outside running its occupation. Section 83 Law Number
30 Year 2004 about Code Of Notary have arranged that Notary Organization undertake to
specify and uphold Ethic Code of Notary. Section 82 Code Of Notary arrange that Notary
congregate in one Notary Organization. Indonesian Notary Bond (INI) is the single
Organization Profession of Notary that Legalize by Government, pursuant to Regulation of
Law and Human Right Minister Number M.02-Pr.08.10 year 2004. Now The Organization
profession of Notary are not in one place of Organization yet, because there is still some
Organization of Notary beside INI. The other Organization of Notary beside INI become a
resistance to INI to enforcer law to collision of Ethic Code of Notary outside INI. The
purpose of this research is to know how to enforce law to collision of Ethic Code of Notary
that happened outside INI. This article use bibliography method research, by means of
gathering data by document study and field method research, by means of gathering data
through interview with all guest speaker who give the information. Research have taken
steps and analysis hence writer conclude that enforce law to collision of Ethic Code of
Notary in INI do not find a resistance because it is walking pursuant to Coe of Notary. But
enforce law to collision of Ethic Code of Notary outside INI have a resistance, because INI
have no authority to handle case of collision of Ethic Code of Notary outside INI. Way out
for the resistance can be conducted by enforcer of law that done by Central Supervisor
Court (MPP) at the instance and opinion from INI. MPP can apply section 17 letter i of
Code of Notary to case which concerning behavior of Notary which oppose against norm
religion, ethics or making proper.
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BABI . = ¢ -

PENDAHULUAN

A.. LATAR BELAKANG . -

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di
bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris' merupakan salah satu profesi
yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Peranan dan kewenangan
Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat.

- Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan
oleh undang-undang dan masyarakat dan oleh karena jabatan Notaris merupakan
jabatan' kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.
Perilaku Notaris yang baik. dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik
Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang
harus ditaati oleh seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya dan juga di luar
menjalankan jabatannya. F 1 .

Kode Etik bagi para Notaris telah diatur baik dalam staatblad 1860 Nomor 3
maupun dalam Pasal 89. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris,” dan juga oleh organisasi notaris melalui. Kongresnya, seperti 'Organisasi
» Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang Kode:Etiknya disahkan melalui

Kongres INI di Bandung, tanggal 27 Januari 2005. , . .. - .- .
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Ruang lingkup Kode Etik Notaris adalah mencakup seluruh anggota
perkumpulan maupun orang lain diluar anggota perkumpulan yang memangku dan
menjalankan jabatan Notaris baik dalam-pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan
sehari-hari. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 Kode Etik Notaris.

Dalam Kode Etik Notaris pengertian sanksi adalah suatu hukuman yang

dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota

. . perkumpulan-maupun - orang lain.yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris.

- ' Dalam-menegakkan Kode Etik Notaris dan disiplin organisasi INI, dan sanksinya diatur
. dalam Pasal 6 ayat-1 Kode Etik Notaris yaitu:
! % Y, . o O Ee
B _SPeTinoatan-; - AR .. ..o e
©+ 2 ¢ Schorsing. -(pemecatan sementara) -dari: keanggotaan: Ikatan Notaris
.-7wi .. « .Indonesia; .
+d: - Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia;
. .' ’e.. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris
.. Indonesia. . .- . -7 -

.« Dalam .Pasal -83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris diatur bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan. Kode Etik
‘Notaris. Ikatan Notaris. Indonesia, menurut. Keputusan Menteri Kehakiman Republik

.+ Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.0106, yang telah diumumkan

.+ dalam.Berita Negara-Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1995 No.28 Tambahan

*:Nomor 1/P/-1995, adalah merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan

setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di
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. Indonesia. INT memiliki Dewan Kehormatan sebagai alat perlengkapan Perkumpulan

_sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam

" perkumpulan yang salah satu tugasnya adalah- untuk -melakukan pembinaan,

.-, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik

o Notaris. .-t~ .0 v . L L T e e R TP

-, . Pada kenyataannya, walaupun INI merupakan satu-satunya organisasi profesi

-, Notaris yang diakui oleh Pemerintah Indonesia, tidak semua Notaris di Indonesia

merupakan anggota dari INI, masih ada Organisasi Notaris selain INI yaitu Persatuan
Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI),
untuk selanjutnya PERNORI dan HNI, disebut -juga organisasi Notaris diluar 'INI.
Organisasi-organisasi Notaris diluar. INI tersebut masing-masing memiliki kode etiknya
sendiri. Dengan diakuinya INI sebagai organisasi. profesi: Notaris satu-satunya di
Indonesia maka timbul permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris
diluar organisasi INI tersebut. . N Ve

.- INI diakui keberadaannya oleh pemerintah sebagai organisasi profesi jaba@n
notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
karena berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum (berdasarkan Gouverment
Besluit tanggal 5 September 1908 nomor 9), sedangkan organisasi atau perkumpulan
yang dibentuk para notaris diluar INI diakui keberadaannya oleh pemerintah sebagai
Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang tentang Organisasi
Kemasyarakatan nomor 8 tahun 1985 dan memenuhi Pasal 13 Undang-Undang nomor

8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
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Keabsahan tentang keberadaan satu organisasi profesi notaris, berdasarkan
. Undang-Undang nomor-30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dilihat dari tugas
dan wewenang Notaris itu sendiri dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
. Berdasarkan :pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan berkumpul
(seperti membentuk suatu organisasi), dapat diatur dan dibatasi oleh ketentuan undang-

. undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

.~ atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai. dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.
- Keberadaan satu organisasi Notaris diperlukan dalam rangka untuk menjaga
- ketertiban umum. dan ‘hak-hak setiap -orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan
- kepastian hukum yang adil serta perlakuan.yang. sama di depan hukum karena Notaris
. adalah pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh Negara dalam
‘rangka melayani kepentingan hukum masyarakat atau publik.
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti
. tentang bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik
-+ Notaris yang dilakukan oleh Notaris yang berada di INI maupun'yang.diluar Organisasi
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B. - POKOK PERMASALAHAN -

- -Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah

sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penegakkan  hukum terhadap pelanggaran Kode
Etik Notaris di Ikatan Notaris Indonesia dan diluar Ikatan Notari§
Indonesia?
2. Bagaimanakah jalan keluar .dari hambatan penegakkan hukum

terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris: di Tkatan . Notaris

- Indonesia dan di luar Ikatan Notaris Indonesia? -

C. METODE PENELITIAN. - . .

;- .. Penulisan tesis 'ini. sebagai. salah. satu bentuk karya tulis ilmiah yang
membutuhkan- data’ yang mempunyai ‘nilai kebenaran yang dipercaya. Untuk
memperoleh data tersebut maka dilakukan suatu metode penelitian hukum. Fungsi dari
metode tersebut adalah ‘menemukan,: merumuskan, -menganalisis" dan memecahkan
masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran dimana secara umum
penelitian -ini ‘dibagi - menjadi dua yaitu ‘metode penelitian -lapangan darn metode
penelitian kepustakaan.

;- .. Metode penelitian lapangan (field research)-adalah metode untuk memperoleh
data secara langsung-dari anggota ‘organisasi profesi Notaris Ikatan:Notaris Indonesia
dan -selain - Ikatan . Notaris -Indonesia. 'vAlat pengumpulan .data -yang diperoleh dari

penggunaan metode ini disebut data primer atau data dasar (primary data/basic data).
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Selanjutnya, data primer juga diperoleh langsung .dari lapangan melalui
‘wawancara secara terstruktur dengan para informan. Informan di sini adalah orang
yang memberikan informasi berupa keterangan-keterangan yang diperlukan. Dalam hal
ini yang akan menjadi pihak informan tersebut terdiri dari:

- a. Anggota Ikatan Notaris Indonesia; - . . »°

b. Anggota Persatuan Reformasi Notaris Indonesia;

+ ¢. Anggota Himpunan Notaris Indonesia, dan;. - ™
*d.- Majelis Pengawas Pusat.

Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis bahan-
bahan tertulis. Penulisan tesis ini hanya menggunakan data yang berupa data primer
dan data sekunder. Bahan hukum primer yang diperoleh ialah berupa:

a.  Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

b. - Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar. Biasa,

+  Bandung, 27 Januari 2005;
c. .- - Keputusan Menteri. Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari
1995 Nomor C2-1022.HT.0106.

Bahan hukum sekunder yang-diperoleh ialah berupa kasus pelanggaran Kode
Etik Notaris yang diperoleh dari Majelis Pengawas Pusat. : . e

Tindakan . selanjutnya adalah pengolahan kedua *data, yaitu dengan
menggunakan metode kualitatif. Semua data yang telah dikumpulkan disusun kembali
secara sistematis dan. disajikan dalam bentuk tesis yang kemudian diambil suatu

kesimpulan.
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D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah terdiri dari 3 bab dengan rincian

sebagai berikut:

BAB1: PENDAHULUAN
BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok

permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN
Dalam BAB I disajikan mengenai teori-teori hukum yang memiliki hubungan
dengan penelitian seperti pengertian, asas, konsep-konsep yang terkait dengan

penerapan Kode Etik Notaris serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian.
BAB Il : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang mungkin dapat

bermanfaat bagi perkembangan Kode Etik Notaris.
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BAB I
_ Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Ikatan Notaris

Indoncsia Dan Diluar Ikatan Notaris Indonesia -

A. TINJAUAN TEORI

1. Sejarah Notaris
~Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 1 dan Pasal 15
- Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004, Notaris -adalah pejabat umum yang
. berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,
dan penetapan yang diharuskan: oleh suatu peraturan peruﬁdang-undangan dan
/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu
. akta. otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan: akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan, dan kutipannya. Semuanya sepanjang pembuatan
- akta itu tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang

. ditetapkan oleh Undang-Undang.

.. . Sejarah Lembaga Notariat dimulai pada abad ke 11 atau ke 12 di daerah
.. pusat perdagangan Italia. Pada abad ke 13. lembaga Notaris mencapai puncak
.. perkembangannya, setelah itupada abad ke 14 terjadilah- kemerosotan di bidang
- Notariat hal ini disebabkan tindakan dari penguasa pada waktu itu yang seolah-

- olah menjual jabatan-jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan
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apakah orang tersebut memiliki keahlian atau tidak, sehingga menimbulkan
banyak keluhan dari masyarakat.

Pada permulaan abad ke 19 lembaga notariat ini meluas ke negara-
negara sekitarnya -bahkan ke negara-negara lainnya. Pada saat puncak
perkembangannya dan setelah terjadinya’ pelembagaan Notariat lembaga ini
dibawa ke Belanda dengan dua buah Dekrit Kaisar yaitu pada tanggal 8
Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan berlaku di seluruh
Negeri Belanda.

Perundang-undangan Notariat Perancis yang diberlakukan di Negeri
‘Belanda tidak segera hilang walaupun negara itu telah lepas dari kekuasaan
- Perancis, setelah berulang kali adanya desakan dari rakyat Belanda untuk
membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi
rakyat di bidang Notariat maka pada tanggal 9 juli tahun 1842 dikeluarkan
Undang-Undang tentang jabatan Notaris, yaitu Nederland Staatblad Nomor 20.
perkembangan sejarah Notariat di negeri Belanda sangat penting artinya bagi
Notariat di Indonesia. Notariat di zaman Republik der- verenigde nederlanden
mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17. pada tahun 1860
peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia disesuaikan dengan
- Undang-Undang yang berlaku di Negara Belanda dengan diundangkannya
staatblad Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 Januari
1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, dengan diundangkannya
* “Notaris Reglemen” ini maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan

Notariat di Indonesia.
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Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap suatu pelayanan

;- - publik yang baik dan profesional, baik terhadap kewenangan maupun tanggung

. jawab dari jabatan Notaris = semakin tinggi, maka untuk memenuhinya

diperlukan suatu Undang-Undang yang dapat mengaspirasikan kebutuhan

-Notaris dan masyarakat yang dilayaninya maka pada tanggal 6 Oktober tahun

- 2004 diundangkan dan' disahkan Undang-Undang Nomor ‘30 Tahun 2004

tentang ‘Jabatan Notaris yang disebut juga Undang-Undang Jabatan Notaris

(UUIN). . -

Dengan kehadiran UUJN tersebut merupakan satu-satunya Undang-

Undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi

hukum dalam bidang pengaturan notaris. Sehingga UUJN dapat disebut sebagai

penutup (pengaturan) masa lalu dunia notaris Indonesia dan pembuka

(pengaturan) dunia notaris Indonesia masa datang. Sekarang UUJN saja yang
merupakan “rule of law” untuk dunia notaris Indonesia."

. ' Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada para Notaris

.untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan Pasal 82

-ayat 1 UUJN yang berbunyi sebagai berikut ; “Notaris berhimpun dalam satu .

wadah organisasi Notaris,”.

2. Tinjavan Umum Tentang Organisasi Notaris

Dengan semakin penting dan strategisnya tugas dan fungsi Notaris
sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang
semua perbuatan hukum di bidang keperdataan sepanjang Undang-Undang

tentang kewenangan pembuatannya itu tidak menetapkan orang lain atau

! Habib adjie, “Undang—Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris,”
Renvoi 28 (September 2005) :38.
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‘pejabat lain (vide pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Juncto

Pasal -1 dan Pasal.15 Undang-Undang Jabatan Notaris.dahulu staatblad 1860

-. ‘nomor.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris), disebabkan salah satunya karena

... meningkatnya- kuantitas - dan . kualitas. transaksi domestik' maupun transaksi

bisnis internasional; yang kesemuanya itu membutuhkan peran dan jasa Notaris

sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sebagai bukti

+ yang.terkuat dan-terpenuh, disamping itu juga notaris adalah aparatur hukum,

oleh karenanya mutlak harus memenuhi dua persyaratan pokok-yaitu:
~-Profes1onal dan - . |
-Integntas moral yang tldak boleh dxragukan

Untuk menjaga kadar profes1onal dan mtegrltas moral ini maka para

Notaris harus dan perlu belajar secara terus menerus hal-hal yang berkaitan

© . dengan profesionalisme. dan yang berkaitan..dengan intégritas moralnya.

Demikian juga sebagai aparatur hukum maka setiap gerak dan langkah Notaris,

.- lebih-lebih disaat pelaksandan tugas jabatannya haruslah disiplin menerapkan

dan melandasi geraknya dengan landasan hukum positif, terutama terhadap
Undang-Undang Jabatan Notaris (dahulu staarblad 1860 nomor 3 tentang

Jabatan Notaris), guna senantiasa menjunjung. tinggi. keluhuran martabat

~ Notaris berdasarkan Kode' Etik Profesi Notaris. Jika hal tersebut dapat

. diterapkan -secara:. maksimal' .maka dapat . mewujudkan - pelayanan dan

L

perlindungan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.:- -
Untuk dapat menerapkan hal tersebut tugas “dan .peranan organisasi

Notaris dalam hal ini sangat dibutuhkan, terutama terwujudnya keberadaan

11
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organisasi Notaris yang solid, yang mampu membawa dan menjaga para
énggotanya bersifat profesional dalam menjalankan jabatannya. Maka oleh
sebab itu, dalam bagian ini penulis akan membahas tentang pengertian

organisasi Notaris, tugas dan peranan organisasi Notaris.

2.1 Penéerﬁan Organiéasi No‘téris
Péngertian organi;asi N(;taris secara implisit telah dirumuskan pada
Pasal 1 angka 5 UUJN yaitu: “Organisasi Nofaris adalah organisasi profesi
jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.”
Dari penger:tian di atas dapat diuraikaﬁ sebagai berikut:
2.1.1 Orgéﬁisasi profeSi jabatan notaris
Dari 'per'kataan tersebut, dapét diartikan bahwa organisasi
Notaris merl-lpakah organisasi prbfési kafena organisasi Notaris
-d‘il‘)entuk atas daséf kesamaén profesi‘ jat;ataﬁ. Organisasi profesi
jabatan Notaris tidak dapat disamakan dehgan organisasi masyarakat
(ORMAS) berdasarkan pada Pasal I Unciang-undang Republik
Indonesia Nomor 8 ta}iu'n‘.198‘5. tentang Organisasi Kemasyarakatan,
yéné befbunyi: | '
“Organisasi Kemasyafakatan adélah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama, dan kepercayaan
- terhada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila,”

2 Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, LN No. 117
tahun 2004, Tambahan Lembar Negara No. 4432, ps. 82 ayat (1).

? Indonesia, Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985,
Lembar Negara No0.44 tahun 1985, Tambahan Lembar Negara No. 3298, ps.1.
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Karena orgamsasx masyarakat atas &asan kesamaan profesi
lyang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Orgamsa51 Kemasyarakatan t1dak mengharuskan bahwa organisasi
berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sedangkan organisasi
profesi Notaris berdasarkan UUJN, mengharuskan organisasi profesi
berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum yang akan dijelaskan
d1bawah ini. '
>2 1.2 Berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum

Perkumpulan dalam pengertlan yang umum lazimnya meliputi
semua bentuk perkumpulan ba1k perkumpulan dalam bidang hukum
perdata, hukum dagang, hukum tata pemerlntahan hukum adat dan
sebagalnya Tetap1 perkumpulan yang dimaksud dalam pengertian
orgamsas1 Notarls d1 atas ialah perkumpulan yang terdapat dalam
| bldang hukum perdata.

Selanjutnya mengena1 pengesahan. perkumpulan sebagai badan
hukum pengcsahan itu dllakukan dengan menerima baik anggaran
dasar, yang memuat maksud dan tujuan asas-asgs lapangan pekerjaan
idan aturan-aturan lam bag1 perkumpulan itu. Hal pengakuannya hanya
| akan dltolak, _]lka ada alasan yang bertentangan dengan kepentingan
umum. Jlka ada perubahan atau’ penggantian pada anggaran dasar
. yang tadinya telah diterima balk, dlharuskan pula ada pengesahan

baru. Anggaran dasar yang telah dlsahkan demlklan pula pengesahan
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perubahan_atau penggantian pada anggaran dasar diumumkan dalam
. Berita Negara (pasal 2-5 stb.1870-64).* . = . =~
Kalau sudah mendapat pengakuan sebagai badan hukum maka
. perkumpulan tersebut diperlakukan sebagai subjek dalam lalu lintas
. _hukum, sehingga. dapat memiliki. kekayaan - sendiri, melakukan
.. :perbuatan perdata, dapat menggugat dan. digugat di muka pengadilan,
---.. yang ..bertindak . keluar: adalah -pengurusnya . dan perkumpulan
.- bertanggung jawab-atas perbuatan organnya:> ¢ .
. Yang:.menjadi. latar:: belakang alasan organisasi Notaris
- diwajibkan- berbentuk. : perkumpulan. -yang- berbadan hukum,
berdasarkan kutipan keterangan dari pemerintah:yang diwakili oleh
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hamid
... Awluddin, S. H., (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni
. .-- 2005 bertindak -untuk- dan atas nama Presiden Republik Indonesia),
.. ..dalam Putusan.Mahkamah Konstitusi. Nomor 009-014/PUU-I11/2005
. -tentang -pengujian - Undang-Undang Nomor 30 -tahun 2004 tentang
jabatan Notaris terhadap . Undang-Undang Dasar:Republik Indonesia
tahun 1945, menerangkan bahwa profesi jabatan Notaris
berkedudukan. sebagai -: pejabat:: umum; - yaitu‘ pejabat yang
.- melaksanakan sebagian-tugas: pemerintah” khususnya dalam bidang
- hukum perdata (vide Putusan-Mahkamah Konstitusi atas perkara

Nomor - 066/PUUL/2004,:- - tentang- pengijian .--Undang-Undang

4 Ali Rido, S. H., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, koperasr, Yayasan, v
Wakaf, (Bandung ALUMNI 1986), hal. 101- 1()2 . : -
5 Ali, S. H., op. cit., hal. 123, S
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-Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1987
tentang kamar dagang dan industri), oleh sebab itu profesi jabatan
Notaris memiliki sifat-sifat yang spesifik dan berbeda dengan
organisasi profesi atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Oleh
karena itu jika organisasi yang lain sebagai organisasi kemasyarakatan
dapat mendasarkan ijin pendirian dan operasionalnya dari instansi
terkait lainnya saja (antara lain departemen perdagangan dan
perindustrian) tanpa mendapat pengesahan sebagai perkumpulan yang
berbadan hukum, maka untuk organisasi profesi jabatan Notaris
mewajibkan adanya organisasi yang berbentuk perkumpulan badan
~ hukum.®
Dengan demikian bedasarkan keterangan tersebut, bahwa
Notaris adalah suatu profesi dan sekaligus pejabat umum yang
melaksanakan sebagian tugas pemerintah, sebagaimana diatur dalam
-Bab III UUJN yang meliputi kewenangan, kewajiban dan larangan
bagi notaris, dipersyaratkannya organisasi Notaris sebagai badan

- hukum merupakan hal yang sudah semestinya.

3. . Keberadaan Organisasi Notaris Di Indonesia
Dalam sejarahnya; Notaris Indonesia punya pengalaman cukup panjang
dengan organisasi yang bersifat tunggal, yaitu pada masa Ikatan Notaris

Indonesia sejak tahun 1908 sampai dengan 1998, kurang lebih 90 tahun

% Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, Putusan no. 009-014/PUU-111/2005, hal. 87.
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lamanya. Tetapi sekarang ini organisasi Notaris di Indonesia terdapat 3
" organisasi Notatis yang jumlah anggotanya terhitung paling banyak diantara

organisasi Notaris yang lain, yang selanjutnya akan dijelaskan dibawah ini.

3.1 . - Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia
Ikatan Notaris- Indonesia (selanjutnya disebut INI) adalah organisasi
Notaris tertua di Indonesia, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908 (menurut
~.~anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958
-nomor J. A. 5/117/6) dengan nama “de nederlansch-indisce notarieele
vereeniging”. Setelah Indonesia merdeka, -para notaris Indonesia yang
tergabung dalam perkumpulan gaya lama tersebut, dengan diwakili oleh
ketuanya yaitu Notaris Eliza Pondaag, telah mengajukan permohonan
- kepada Pemerintah c.q Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
. suratnya tertanggal 17 Nopember 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar
- perkumpulan itu, dan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4
Desember 1958 nomor J.a.5/117/6, perubahan Anggaran Dasar
perkumpulan tersebut dinyatakan sah, dan sejak hari pengumumannya
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959
nomor 19, nama “de nederlansch-indische notarieele vereeniging” diubah

menjadi “Ikatan Notaris Indonesia”, berkedudukan di Jakarta.’
Anggaran Dasar lkatan Notaris Indonesia tersebut dan Anggaran

Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia sampai dengan sekarang telah

7 Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang, (Bandung: ALUMNI, 1983), hal.3.
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mengalami beberapa kali perubahan. .Anggaran Dasar yang terakhir

.adalah Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa

- Ikatan Notaris Indonesia -di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005

sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia yang

terakhir.:adalah. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia hasil

.. rapat pleno -pengurus pusat yang diperluas Ikatan: Notaris Indonesia di

' Medan, pada tanggal 29 Maret 2007. - . - . . =

. Jkatan - Notaris Indonesia- .diakui sebagai -badan hukum

* (rechtspersoon) .. pertama + kali- berdasarkan ~Gouverment Besluuit
-+ (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 nomor 9, dan terakhir

- berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal

23 " Januari 1995 nomor C2.1022.HT.01.06.tahun-:1995 yg telah

. diumumkan .dalam Berita. Negara: Republik . Indonésia-tanggal 7 April
--:1995 -nomor 28 - Tambahan .no. 1/8-1995.. Persetujuan - pengesahan

+ perkumpulan INI sebagai badan hukum yang diberikan oleh Departemen

Kehakiman. (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia),
karena INI telah- memenuhi kriteria sebagai .organisasi.profesi jabatan
Notaris. Kemudian INI mempunyai anggota yang meliputi 90% (sembilan
puluh persen) lebih dari jumlah Notaris yang ada diseluruh Indonesia; INI
juga mempunyai struktur Kepengurusan di tingkat pusat, tingkat Propinsi
maupun tingkat Kabupaten atau Kotamadya -di ‘seluruh Indonesia atau

setidak-tidaknya pada sebagian besar -wilayah Republik Indonesia.

8 Ibid
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Disamping itu INI secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan untuk
-meningkatkan kualitas kemampuan anggotanya. - Pengakuan tersebut

diatas lebih dikukuhkan lagi dengan adanya -Surat Edaran Menteri

L -Kehakiman dan . Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia nomor

C.T.W.01.10.02 tanggal .29 Juni 2002 bahwa tentang surat rekomendasi
untuk pindah wilayah kerja Notaris :dan hasil ujian Kode Etik Notaris

hanya dari organisasi INI, juga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan

" +., . Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor

M-01.HT.03.01 tahun..~ 2003 . tentang. Kenotarisan, kemudian
. .. diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi .Mé.nusia Nomor M.02-PR.08.10 tahun 2004
tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan
organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
(merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 81 UUJN).

Struktur organisasi, INI berdasarkan-Pasal 10 Anggaran Dasar INI
yang terbaru tersebut di atas, terdiri dari rapat anggota (berupa kongres
dan koferensi wilayah dan daerah), pengurus (yang terdiri dari pengurus
pusat, wilayah dan daerah), dan Dewan Kehormatan (terdiri dari dewan
kehormatan pusat, wilayah dan daerah). Dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab organisasi, maka jajaran organisasi INI tersebut yaitu
pengurus pusat INT .. . 0

o - ( PP-INI), majelis kehormatan pusat (MKP) yang berkedudukan di ibu

kota , 19 pengurus daerah dan majelis kehormatan daerah (MKD) yang
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berkedudukan di Propinsi; serta 134 pengurus cabang yang berkedudukan

di Kabupaten/Kotamadya, selalu menampung dan menyalurkan aspirasi

" anggotanya.

INI mempunyai tujuan berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar INI

.yang terbaru. tersebut diatas, yaitu :  menjunjung tinggi kebenaran dan
- keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum; memajukan
dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya.dan ilmu serta

. pengetahuan dalam bidang notariat pada khususnya; ménjaga keluhuran

- martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam

- - rangka pengabdiannya pada Tuhan Yang Maha.Esa, bangsa dan Negara ;

memupuk dan mempererat hubungan silahturahmi dan rasa persaudaraan

-serta rasa. kekeluargaan antara sesama anggota untuk menunjukkan

- persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya®

3.2

Organisasi Notaris Diluar Tkatan Notaris Indonesia
 (dalam hal ini penulis hanya membahas dua organisasi notaris
diluar INI, tidak termasuk Asosiasi Notaris Indonesia (ANI))
3.2.1. Himpunan Notaris Indonesia (HNI)
Himpunan Notaris Indonesia - (selanjutnya’ disebut HNI)
"dibentuk pada tanggal 3 Juni 1998 (dalam suatu notulen rapat dibuat
dibawah tangan), berkedudukan di Jakarta yang mempunyai

Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Notaris dihadapan Teddy

® Ikatan Nofaris Indonesia, Anggarén Dasar Ikétan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa INI Bandung,
27 Januari 2005, ps. 7.
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Anwar S. H., pada tanggal 11 Desember 1998, nomor 48, berupa
- Pernyataan Keputusan Rapat yang telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia, tanggal 26 Oktober 1999, nomor 86,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1999,
dan telah mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai berupa:
1. Surat Keterangan Nomor 35 tahun 1998, tanggal 12 Juli
1998 dari Departemen Dalam Negeri Cq. Dirjen Sosial,
Politik, Direktur Pembinaan Masyarakat sebagai organisasi
‘kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi yang pada
- prinsipnya’ telah sesuai dengan Undang-Undang tentang
.Organisasi Kemasyarakatan nomor 8 tahun 1985;
~.2. Surat Keterangan No. C-HT. 03.10-02, tanggal 23 Mei 2000
“dari Departemen ~'Hukum' dan - Perundang-undangan
‘Republik Indonesia; - + *
3. Klarifikasi Organisasi Profesi Notaris, No.C-UM.02.02.219,
tanggal 13 September 2000, dari ‘Menteri kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Organisasi HNI terbentuk, dengan alasan bahwa setelah era
reformasi ini; sudah saatnya organisasi Notaris-tidak ditampung lagi
- dalam suatu wadah tunggal organisasi,:seperti halnya keberadaan
Partai Politik di Negara kita ini setelah reformasi ditemukan lebih
“dari 10 partai politik yang terbentuk. Sudah saatnya para Notaris

dapat menyuarakan aspirasi dan pandangan mereka yang beragam
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tersebut ( dalam arti beragam tapi tetap satu), melihat jumlah Notaris

yang . selalu meningkat tiap tahunnya, HNI mengharapkan dapat

. membuat suatu perubahan kearah yang lebih baik dari organisasi
. yang telah ada, terutama menghilangkan. tradisi perkumpulan yang

. . cenderung di dalamnya terdapat suatu power dari kelompok-
;- kelompok elite yang ingin lebih menonjol dari para Notaris lainnya,

_ dengan kata’ lain -kedudukan Notaris yang satu dan yang lainnya

- tidak seimbang dalam organisasi. Kegiatan yang pernah dilakukan

HNI selama ini adalah memberikan ujian kode etik pada kandidat

- . - Notaris, - membuat kede etik Notaris sendiri, melakukan kegiatan
- diskusi atau . pertemuan -antar.- anggota untuk membahas
- permasalahan yang dihadapi anggota juga saling bertukar pikiran

- untuk-para Notaris lebih bisa melaksanakan tugas sebagai pejabat

umum menjadi lebih baik. .= ...

" .. .- Berlakunya -UUJN, otomatis menggangu keberadaan HNI

untuk melakukan aktifitas organisasi, sampai dengan sekarang

banyak sekali anggota HNI secara terpaksa meninggalkan HNI
. (terutama Notaris. yang berada: di daerah) karena takut dikucilkan
- . dari teman-teman seprofesi lainnya, dan takut menghambat karir
- mereka dalam mengemban sebagai pejabat- umum untuk membuat
- akta otentik'®. Menurut pendapat bapak H. Teddy Anwar, S. H.,

.sebagai Ketua Umum Organisasi- HNI, beliau setuju dengan

10 Berdasarkan wawancara dengan bpk..H. Teddy Anwar, SH (Ketua Umum-HNI), di kantor notaris H.
Teddy Anwar, SH., Tanggal 17 Juni 2008
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diundangkannya UUJN terutama tentang ketentuan Pasal 1 ayat (5)

‘dan Pasal 82 ayat (1). Berkumpul dalam satu wadah itu bagus, tetapi

tolong pengertian - “wadah tunggal” tersebut jangan diartikan

organisasi yang tunggal. Seperti halnya tentang advokat mengatur

‘juga .tentang .“wadah tunggal” tersebut tetapi tidak langsung

menunjuk salah satu organisasi advokat yang ada menjadi satu-

'satunya dan mematikan organisasi ‘advokat yang lainnya. Tetapi
‘Undanig-Undang Advokat membentuk KKAI (Komite Kerja
.- Advokat Indonesia) yang didalamnya terdapat 8 organisasi advokat
- untuk menjadi fasilitator .yang netral bagi pembentukan lembaga

- perwakilan. advokat. Beliau lebih memilih jalan keluar kenapa tidak

membentuk forum komunikasi atau federasi sebagai satu wadah

~ tunggal INI."!

Organisasi Himpunan: Notaris Indonesia untuk menjalankan

Kode Etiknya mempunyai perangkat Dewan Kehormatan di dalam

- Organisasinya, Sesuai dengan Anggaran Dasarnya Pasal 15 ayat 1

- yang berbunyi: ' -

-“Himpunan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat

Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat daerah, masing-masing

disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah”

" Ibid
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Kode Etik HNI. yang berlaku- adalah Kode Etik yang
- ditetapkan - dan . diputuskan ‘'pada Rapat: Pengurus Pusat HNI di

Jakarta, pada tanggal 3 Juni 1998.. -

3.2.2 Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI)

Persatuan Notaris reformasi indonesia (selanjutnya disebut

"~ PERNORI) dibentuk pada. tanggal 14:April 2001, berkedudukan di

*Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar PERNORI yang telah diakui

... keberadaannya - sebagai’ organisasi- kemasyarakatan atas dasar

- kesamaan profesi oleh Departemen Dalam® Negeri dan Otonomi
- :Daerah- sebagaimana ternyata dari surat. Direktur Hubungan antar
Lembaga, Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa, Departemen
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 8 Mei 2001, sesuai
- dengan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan nomor

- 8 tahun.1985..
‘Organisasi PERNORI . didirikan para  anggotanya, dengan
alasan bahwa sampai dengan tahun 1998 para Notaris, para mantan
.- Notaris, dan para kandidat Notaris di tampung dalam suatu wadah
_tunggal, warisan dari suatu rezim dan sistem yang telah usang, dan
- karena reformasi :serta tidak adanya lagi- kewajiban profesi untuk
tunduk pada wadah tunggal, maka sejak tahun 1998 muncullah satu
lagi organisasi Notaris yang semula diharapkan dapat menampung

aspirasi para Notaris yang sudah tidak kerasan bernaung diwadah
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tunggal, tétapi harapan tinggal harapan, sebagaimana juga reformasi
yang sebagian besar belum terlaksana, maka keberadaan wadah
kedua dari para Notaris ternyata belum bisa juga menampung
aspirasi sebagian para Notaris. Karena itulah mereka menganggap
perlunya dibentuk lagi suatu wadah Notaris yang mereka beri nama
PERNORIL.

" Struktur organisasi PERNORI berdasarkan Pasal 7 Jjuncto bab
IX (lain-lain) Anggaran Dasar PERNORI, yang baru terbentuk
adalah pengurus pusat dan anggota pengurus pusat sedangkan dewan
kehormatan pusat, para pengurus wilayah dan dewan kehormatan
wilayah, para pengurus cabang dan dewan kehormatan cabang
PERNORI akan dibentuk kemudian, pada saat di mungkinkan.

Tujuan utama dari organisasi PERNORI adalah untuk
mengadakan pemerataan pekerjaan diantara para Notaris dengan
mengadakan pembatasan jurhlah akta yang dapat dibuat Notaris

~ setiap bulannya, pembatasan honorarium Notaris untuk kepentingan

negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya
minimal 35% (tiga puluh lima persen) dimiliki negara, persaudaraan
dan saling pengertian diantara para Notaris termasuk yang bukan
menjadi anggota persatuan dan para abdi hukum lainnya.'

Organisasi PERNORI memiliki peréﬁgkat Dewan Kehormatan

di dalam organisasinya yang berfungsi untuk membimbing dan

'2 PERNORI, Anggaran Dasar Persatuan Notaris Reformasi Indonesia yang disingkat PERNORI, bag.
Memperhatikan., : '
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mengawasi pelaksanaan Kode Etik, berdasarkan Pasal 15 ayat 1 dan
- 2 Anggaran Dasar PERNORI yang berbunyi sebagai berikut:
1) . Persatuan mempunyai Dewan Kehormatan pada
tingkat Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat
Wilayah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan
Pusat dan Dewan Kehormatan Wilayah;
2) -Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan
- Persatuan yang berdiri sendiri, dalam arti tidak ada
dibawah tetapi juga tidak diatas Pengurus Pusat dan
- yang mempunyai tugas untuk membimbing dan
mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris dan lain-

lainnya.

4. Landasan,Teori Kode Etik Notaris
~ 4.1 Pengertian Etika Dan Etika Profesi
~ Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan
. yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam
me_njalankan Jabatannya.

5 Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang

- membedakan yang baik dari yang buruk.'*
Kata “etika” yang secara etimologis berasal dari kata Yunani “ethos”.

Di dalam pengertian harafiah “etika” dimaknai sebagai “adat kebiasaan”,
“watak”, atau “kelakuan manusia”. Tentu saja sebagai suatu istilah yang

" Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islanii (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal.3.
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voted

cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari, kata “etika” tersebut
memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etlmohgls harafiah." -

i

Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga
arti kata “etika”, yaitu: pertama, sebagai “sistem nilai”. Berarti nilai-nilai
dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia, kedua,
etika adalah “kode etik”, maksudnya, kumpulan norma dan nilai moral yang
wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, ketiga, etika adalah ilmu

yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam

arti ini sama dengan filsafat moral."”> -~

Dalam Ensiklopedia Indonesia, terbitan ikhtisar baru, tahun 1984,

i

dijelaskan bahwa etika berasal dari Bahasa Inggris ethic& yang berarti ilmu

tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup

dalam masyarakat.

Berdasarkan bengertian etika yang telah dirumuskan dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu:
1.. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah
s lakunya.~ I .
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral
3. Etika ll)lsa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang
buruk.

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggungjawab sebagai

LA

makhluk'sosial yang tidak hanya mengutamakah kepentingan pribadi tapi

‘

juga menjunjung tmgg1 mlax-nllal dan penghargaan terhadap pihak lain.

‘Sistem nilai merupakan bagian yang pentmg dalam kehldupan manusia

karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi

¥ Bambang Widjojanto, “Etika Profesi Suatu Kajian Dan Beberapa Masalah Pokok”, (makalah disampaikan
?ada pendidikan khusus profesi advokat angkatan 1, Depok, April-Juni 2005), hal.1.

% Ibid

1S E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Sosw-rehgxus, (Jakarta:Storia Grafika, 2001),

hal.12
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dalam ber51kap dan bertmgkah laku, selanjutnya nilai dan norma berkaitan

erat dengan moral dan etika.

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan. kebebasan dan tanggung

: Jawab yang hanya membebanmya ‘dengan . kewajlban moral schingga

penerapannya tldak dapat dlpaksakan oleh karena itu organisasi atau
perkumpulan profem menerapkan sank31 bag1 pelanggatan etika atau kode

etik profesi agar setiap profesional senantiasa menjunjung tinggi kode etik

v p;ofesi délam menjalankanjabatannyav

Seorang profesmnal yang mencintai profesmya sebaga1 Jabatan mulia
senantlasa menjalankan Jabatannya dengan penuh tanggung]awab dan

pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar pada penghormatan

terhadap martabat'kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi

¥

S sehmgga ia dlpercaya dan dlhormatl bukan karena kemampuan

mtelektualnya semata tapi Juga karena mem111k1 integritas diri dan

" komitmen moral atas jabatan yang dlsandangnya.

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai
kalangan profesional. “Profesi”, secara umum, dimaknai sebagai bentuk
dari suatu pekerjaan atau keseluruhan kelompok di dalam suatu pekerjaan

~ tertentu. Profesi bisa juga dimaknai pekerjaan-tetap untuk melaksanakan

fungsi kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri
dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. Di dalam
profesi itu juga terdapat semangat pengabdian terhadap kemanusiaan dan
demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan terhadap
martabat kemanus1aan

Profes1 adalah sebutan atas jabatan bag1 orang yang memiliki

pengetahuaﬁ khusus yang dengan pehgetahuannya terSebut', da_pat

17 fhid
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membimbing . atau . memberi -saran - atau juga melayani orang lain,
| dianiaraﬁya adélah pfofési .-I.\;Ivotaris yéng dengaﬁ p;engetaﬁﬁan hukum yang
dimilikinya dapat memberikan pelayanan hokum kepada masyarakat.
‘Namun dalam menjalankan profesmya seorang profesmnal harus
- memperhatlkan etlka profes1 |
Etika profe51 adalah baglan dar1 etlka sosial, yaltu ﬁlsafat atau
-pemikiran kritis rasmnal tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia
sebagai umat manusia.’
Setiap profesi yang dijalankan dengan landasan' moral baik dan
. senantiasa menjunjung tinggi etika profesi akan menciptakan penghargaan
-dan kepercayaan terhadap penyandang profesi tersebut‘dari masyarakat

-+ -yangdilayaninya. . -~ .~

4.2 Kode Etik Profesi Jabatan Notaris -
> Dengan adanya kode etik- kepercayaan  masyarakat akan suatu

-profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa
‘kepentingannya akan terjamin. Kode- etik profesi juga penting sebagai
sarana control social.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib
diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.'®

Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka
paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu

harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif, kalau
diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain,

18 Magnis Suseno, et al., Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta:APTIK Gramedia, 1991), hal.9.
1 K. Bertens, Etika, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal.113.
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karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam
kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik
adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.?’

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu

organ Negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan

Negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab

", dalam raﬁgka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang

keperdataan.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang

- diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang

Notaris bertanggungjawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan
kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta
keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang

Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

* Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah
... .+ moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya

-tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik

merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

- . ' Oleh karena. itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya

menurut kode etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres INI yang telah

mengatur ‘mengenai kewajiban .dan larangan yang harus dipatuhi oleh

Notariél dalam menegakkan kode etik Notaris dan- mématuhi Undang-

20 Ibid., hal.282-283
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.- Undang - yang. mengatur - tentang . jabatan . Notaris ' yaitu Undang-Undang
.- nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. .

Kode etik adalah seluruh kaidah- moral yang ditentukan oleh

perkumpulan INI yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar

.- <> . keputusan kongres perkumpulan dan/atau. yang ditentukan oleh dan diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan

yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota

perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai

notaris, termasuk di dalamnya para yejabat sementara notaris, notaris

pengganti dan notaris pengganti khusus.”’

t.... .~ Organisasi profesi mempunyai peranan yang:besar dalam mengarahkan
perilaku. anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis oleh karena itu kongres
*.. luar biasa INI-di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan
kode etik INT mengenai kewajiban, larangan' dan pengecualian bagi Notaris
dalam bab IIT yang berbunyi sebagai berikut:
- a:KEWAJIBAN .: -
. "Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur 'mengenai kewajiban Notaris.
Seorang Notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:
. 1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
Seorang Notari$ harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian
yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di
bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan

terhormat.

2! Kode Etik Notaris INI bab I, pasal 1, hal.1
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2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
a. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri.dapat mempengaruhi

» © jabatan yang diembannya.

.- - b. Harkat dan ma;'tabat merupakan ‘bagian yang tidak.dapat dipisahkan

dari jabatan. -

3. Menjaga dan membela kehormatan perkur:npul;an.
+ a. Sebagai -anggota ‘yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka
- seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan.
b.. Kehormatan merupakan bagian ‘yang tidak terpisahkan dari
perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab
- berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
a. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
b. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak
- bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa
. pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
c. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu
pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
d. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat
mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya

dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya,
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5. Meningkatkan ilmu pengetahuan. yang telah dimiliki tidak terbatas pada
ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. -
- . a..Menyadari Ilmu selalu berkembang. ~ - -
b. Hukum tumbuh dan ‘berkembang. bersama ‘dengan perkembangan
masyarakat. . -
6. Mengutamakan pengabdian kepada - kepentingan masyarakat dan
Negara.
Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan
Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu

mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk
masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

«:- - Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial)

~ Notaris- terhadap ‘lingkungannya dan-merupakan bentuk pengabdian

. . Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

8. Menetapkan satu-kantor. di' tempat kedudukan dan kantor tersebut

- merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam
melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. " - |

a. Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus

benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
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* b. Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.

9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya

dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau
71« . 200 cm x 80 cm, yang memuat:

a. Nama lengkap dan gelar yang sah;

b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
-+ ¢. Tempat Kedudukan; o . <

d. Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.

¢. Papan nama bagi kantor Notaris adalah Papan Jabatan yang dapat

. menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada
Kantor Notaris, bukan tempat promosi.
f. Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih

- .+ dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang
- . diselenggarakan oleh perkumpulan;; menghormati, mematuhi,
melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
a.  Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat
. menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi.
b. Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah
keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan

kemauan untuk bersatu dan bersama.
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11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
> . Memenuhi. kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan
. -untuk .menanggung biaya. organisasi secara bersama dan tidak

.membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.

12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang
.. ... meninggal dunia.. i, et s 0 TE
Meringankan .beban ahli- waris rekan seprofesi merupakan wujud

kepedulian dan rasa kasih antar rekan. - .-

13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang
.-ditetapkan perkumpulan.

Hal tersebut adalah-untuk menghindari persaingan tidak sehat,

.. -menciptakan peludng yang sama dah mengupayakan kesejahteraan

.bagi seluruh Notaris.

14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan
. dan' penandatanganan ' akta“ dilakukan di kantornya, kecuali karena
- alasan-alasan yang ‘sah.
a. Akta dibuat dan diselesaikan di Kantor Notaris, diluar kantor pada
dasarnya merupakan pengecualian.
b. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Notaris

hanya boleh mempunyai satu kantor.
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- SRRV

* 15. Menciptakan 'suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam

melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling

. memperlakukan rekan sejawat secara. baik, saling menghormati,

saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin
komunikasi dan tali silaturahim. .. .

a. Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap

| .dan perilaku yang baik - dengan saling menghormati dan

menghargai atas dasar saling bantu membantu.

b. Tidak boleh saling menjelekkan apalagi dihadapan klien.

16. Memperlakukan setiap klien yang datang - dengan baik, tidak

. . = membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja Notaris
bersikap baik tetapi juga tidak membuat pembedaar; atas dasar suku,
ras, agama serta status sosial dan keuangan.

.17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai
kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak
terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUIN, Penjelasan
Pasal 19 ayat (2) UUIN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar

-, dan Rumah tangga INIL : PR
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‘' b.LARANGAN. . . ~.ns o

"+ -Pasal 4 Kode Etik Notaris-mengatur mengenai larangan. Larangan tersebut
-. meliputi hal-hal sebagai berikut: = . - e
1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor
perwakilan. . o oo o0
- a.-Larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal
.ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN.

b. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT

2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor
- Notaris” di luar lingkungan kantor.

Larangan ini berkaitan dengan kewajiban 'yang terdapat dalam

Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap

sebagai pelanggaran atas kewajibannya.

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara
bersama-sama  dengan mencantumkan nama ‘dan jabatannya,
menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk
iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima Kasih,
kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial,

keagamaan maupun olah raga.
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larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan
Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor
Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya
bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

. . Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan
pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau
keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai
-perantara  pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam
pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan

* -, fungsi Notaris. L -

5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan
oleh pihak lain.

-+ * - Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak schingga

- pembuatan minuta yang-telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak

. memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode

Btk Notaris.
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“ : i+ 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

.~ Penandatanganan -akta Notaris merupakan bagian dari keharusan
agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut,

Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.

i

- 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah

. dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada

- klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan
diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung

~maupun tidak langsung mengambil klien rekan.. - .

. * .'8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-

. "+dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis

dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
-Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa
adanya paksaan dari siapapun termasuk - dari ~ Notaris. Kebebasan

‘membuat akta merupakan hak dari klien itu: e, *

b oa

. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun- tidak langsung yang

-menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama

rekan Notaris. . -
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. Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode

. = Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara‘langsung maupun tidak

t ' ... langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah
. - lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
o .. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan
persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.

- 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan
kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang
bersangkutan.

- - Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak

terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris.

12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang
dibuat olehnya.

Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu

akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat

- kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka

Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang

bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak

bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal
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- - yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan

sejawat tersebut. © .

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat .yang bersifat eksklusif

.-dengan tujuan untuk meélayani kepentingan suatu instansi atau

" lembaga, apalagi menmutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk
berpartisipasi. o

Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga

- seprofesi, sehingga diantara sesama rekan Notaris harus saling

- menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin

‘komunikasi dan tali silaturahim. -.

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana,

sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang

dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.

15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai
pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak
terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJIN; Isi Sumpah Jabatan

Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggarari Dasar, Anggaran
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e, . ‘Rumah -Tangga dan/atau. keputusan-keputusan. lain yang sudah

ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.

-+, ¢. PENGECUALJAN ‘ R PLYd
‘. 1 +Pasal 5 .-Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang
1 * merupakan - pengecualian, - sehingga tidak -termasuk pelanggaran. Hal

tersebut meliputi:

4+ - 1. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan
+~ kartu ucapan, ‘surat, . karangan bunga ataupun media lainnya
dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
a. Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan.
i .. - b.Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan

kepedulian social dalam pergaulan.

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon,
fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau
instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.

Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih

bersifat pemberitahuan.

3, Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi

20 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa

412A

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH Ul, 2008



‘mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum
100 meter dari Kantor Notaris. Dipergunakan  sebagai papan petunjuk,

*bukanpapan.promosi. i+ . 1

ANALISA HUKUM
- 1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris.

Kéde etil‘(' pr‘ofesiv ‘m.erupa.katll hai‘;ryang pentmg bagi Notaris untuk
menjalankan jabatannya. Kode etik-profesi tersebut bértujuan untuk menjaga
kehormatan jabatan notaris, karena Notaris adalah pejabaj umum satu-satunya
yang ﬁiendapat kehonnataxllvdengan mémpérole_h mandat sc;cara langsung dari
Negara. Kehormatan terséi)ut harus dijéga. dengan 'menjaga perilaku Notaris
| dalam ﬁienjaiankan jabaianﬁyal maupuﬁ perilaku‘ dalax'n késehariannya. Notaris
dalam menjalé.nkan jabélannya harus sesuai dengan Uﬁdang—Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), sedangkan perilaku

keéehariannya harus sesuai dengan kode etik profesi Notaris.
1.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran kode etik Notaris di INI.

INI mempunyai perangkat dalam organisasinya untuk menegakkan

‘kode etik yaitu Dewan Kehormatan INI. Pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris
 INI menyatakan bahwa Dewan Kehormatan INI adalah lembaga yang
mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas

untuk:
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- a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan
anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; :

b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran
ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak
mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara
langsung; | |

+-:c) Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas

dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

- . - .-« Déewan Kehormatan INI terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: -

-

1)'. Dewan kehormatan Pusat ;dalah DeWan Kehor;natah pécia tingkat
| r;asionél dan yang bertugas untuk:
a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan
.anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; :
_ b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran
ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat
internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan
masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat

final;

c) Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas

dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.
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# u6i .- . 2))-Dewan Kehormatan';Wilayah adalah. Dewan Kehormatan tingkat

. ~wilayah yaitupada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu,
" . yang bertugas untuk :
.a). Melakukan bembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan

-anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;.

-~ & .. b). Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan- pelanggaran

ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat
internal atau yang tidak mempunya: kaitan dengan kepentingan
| masyamkat secara langsung, pada tmgkat bandmg dan dalam

keadaan tertentu pada tmgkat pertama

c) Memberlkan saran dan pendapat pada Majehs Pengawas wilayah
i
dan/atau Majehs Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran

kodc etlk atau }abatan Notarxs :

3). Dewan _‘Ke{hormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat
ﬂaerah, yaitu da tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas

untuk: =

a). Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, éembenahan
anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
b}. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran

ketentuan kode etik dan/atan disiplin organisasi yang bersifat

P
e L
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, internal atau yang tidak mempunyai. kaitan dengan kepentingan
masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama;
c¢). Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas Daerah

atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

Tata cara penegakan Kode Etik Notaris INI diatur dalam Pasal 7 Kode
Etik Notaris INI, yaitu bahwa pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu

dilakukan dengan cara berikut:

a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris
Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;

b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris
Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;

c. Pada tingkat terakhir' oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris

Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan menurut Pasal 8 Kode Etik Notaris INI
merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan
pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi

kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masiing.

Putusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat akan
dilaksanakan oleh Pengurus Daerah, menurut Pasal 12 Kode Etik Notaris

INIL.
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Organisasi Profesi Notaris INI dalam menjalankan tugasnya untuk
menegakkan Kode Etik Notaris, mengalami hambatan karena belum
tercapamya satu wadah orgamsasn Notans sesua1 dengan yang dikehendaki
dalam Pasal 82 Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2004. Beberapa

.rn» - organisasi Notaris selain INI yaitu Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan
Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI). Kedua organisasi
i+ - -tersebut masing-masing memiliki Kode etik Notaris yang berlaku bagi
organisasinya masing-masing. Hal -tersebut- menjadi hambatan bagi

organisasi INI dalam menegakkan Kode Etik Notaris INL

Menurut Pasal 89 UUJN, pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris
tersebut berlaku, Kode Etik Notarls yang sudah ada tetap berlaku sampai
dltetapkan Kode Etlk Notarls yang baru berdasarkan Undang-Undang
tersebut, (iengan kata lain bahwa Kode Etik Notaris masing-masing
organisasi berlaku bagi anggotanya masing-masing. Organisasi INI tidak

mempunyai kewenangan untuk menegakkan Kode Etik Notarisnya terhadap

Notaris anggota organisasi selain organisasi INI*>.

o HEY

2 Berdasarkan wawancara dengan Bpk. H. Teddy Anwar, SH. (Ketua Umum HNI), di kantor Notaris H.
Teddy Anwar, Jakarta, tanggal 17 Juni 2008.
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1.2° Penegakan Hukum' Terhadap Pelanggaran :Kode Etik Notaris
- diluar INL- -
1.2.1 HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI)
Himpunan Notaris Indonesia memiliki Kode Etik Notarisnya
- .. sendiri. Kode Etik Notarisnya ditetapkan pada Kongrés di Jakarta,
tanggal 3" Juni 1998. Penegakan Kode Etik Notaris HNI. secara rinci
" juga diatur dalam-Anggaran Dasarnya.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris HNI
. diatur dalam Pasal § yang berbunyi sebagai berikut: |
1. Pengawasan atas pelaksanaan dan putusan dari Kode Etik

Notaris ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah.

2. Seorang Notaris yang telah ditetapkan dalam.putusan oleh
Dewan Kehormatan Dacrah sebagai telah melanggar kode
etik dapat mengajukan banding dan merupakan putusan yang

terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.

3. Segala sesuatu yang tidak diatur dan/atau belum cukup diatur
dalam Kode Etik Notaris ini akan ditetapkan oleh Pengurus
Pusat bersama dengan Dewan Kehormatan Pusat, yang

merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini.
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‘Menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris HNI, penegakan terhadap
pelanggaran Kode Etik Notaris HNI dan ketentuan dalam Peraturan
Jabatan Notaris serta sumpah Jabatan Notaris, dikenakan sanksi-sanksi
oleh Rapat Pengurus Pusat dengan meminta dan memperhatikan

masukan dari Rapat Dewan Kehormatan Notaris.

-Dalam Pasal 7 Kode- Etik Notaris HNI, sanksi-sanksi
terhadap pelanggaran tersebut dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris HNI
yaitu berupa:

a. Peringatan dan/atau teguran;
b. Pemberhentian sementara;

¢. Mengusulkan kepada Menteri Kehakiman Republik
Indonesia, untuk mencabut Surat Keputusan Pengangkatan

dari Notaris yang bersangkutan;

Kemudian dalam Pasal 9 Kode Etik Notaris HNI, ditegaskan
kembali bahwa semua anggota Himpunan Notaris Indonesia (HNI)

wajib mengetahui dan mematuhi Kode Etik Notaris ini.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar HNI, yaitu tentang

tata cara pemecafan anggota, berbunyi:
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--..1) . -Seorang ‘anggota dapat diberhentikan sementara dari
. v .. keanggotaannya oleh Péngurus Pusat karena melakukan

‘.. salah satu pelanggaran di bawah ini:

oy c .
.

a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan dalam Aggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Kode Etik dan keputusan-keputusan yang sah

. dari Pengurus Himpunan;

b. Melakukan perbuatan yang' mencemarkan, merugikan

atau merendahkan nama baik Himpunan;

c. Menyalahgunakan nama himpunan untuk kepentingan

pribadi.

Keputusan pemberhentian sementara yang dimaksud diatas
kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat 3, 4, 5 dan 6 Anggaran Dasar

HNI, yang berbunyi scbagai berikut:

o -3} Pemberhentian sementara itu oleh Pengurus diajukan pada
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5) Apabila pemberhentian .-sementara itu dikuatkan oleh
Kongres maka keanggotaan tersebut berakhir untuk

seterusnya;

6) Pengurus Pusat wajib melaporkan adanya
pemberhentian/pemecatan tersebut kepada instansi yang
berwenang yang ada hubungannya dengan jabatan Notaris,
termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri tempat
Notaris tersebut menjalankan jab’atannya, Pengadilan Tinggi

Notaris tersebut menjalankan jabatannya, Mahkamah Agung

dan Departemen Kehakiman.

Organisasi HNI memiliki alat perlengkapan dalam
menjalankan pengawasan Kode Etiknya, sesuai dengan Pasal 15 ayat

1 dan 2 Anggaran dasar, yang berbunyi:

1) Himpunan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat
Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat Daerah, masing-
masing disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan

Kehormatan Daerah

2) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Himpunan
yang berdiri sendiri, dalam arti tidak ada di bawah tetapi juga

tidak di atas Pengurus Pusat dan yang mempunyai tugas
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untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik

Notaris dan lain-lainnya.

Menurut Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar HNI, Dewan
Kehormatan merupakan badan yang bersifat otonom di dalam
mengambil keputusan-keputusan pada tingkat masing-masing, tetapi

dalam lain-lain hal harus bekeja sama dengan Pengurus Himpunan.

Kewenangan Dewan Kehormatan organisasi HNI diatur
dalam Pasal 15 ayat 13 huruf a, b, dan ¢ Anggaran dasar HNI,

berbunyi sebagai berikut:

“Dalam rangka menjalankan dan melaksanakan tugasnya, Dewan

Kehormatan Daerah berwenang untuk:

a) Memberikan dan menyampaikan usul-usul dan saran-saran
yang ada hubungannya dengan masalah Kode Etik Notaris
termasuk tentang masalah keluhuran martabat dan jabatan
Notaris, kepada Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Pusat,

baik diminta maupun tidak diminta;

b) Memberikan peringatan atau teguran, baik secara tertulis
atau dengan lisan kepada anggota Himpunan yang
melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang

tidak sesuai dengan Kode Etik;
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¢) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberhentikan
.sementara anggota Himpunan yang melakukan pelanggaran

terhadap Kode Etik sebagai anggota Himpunan.”

1.2.2 PERSATUAN NOTARIS REFORMASI INDONESIA

(PERNORI)

Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) Juga
merupakan Organisasi Notaris yang memiliki Kode Etiknya sendiri,

seperti Organisasi Notaris HNI.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Huruf a Anggaran Dasar PERNORI,
seorang anggota dapat diberhentikan sémentara dari keanggotaanya
oleh Pengurus Pusat karena melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,

Kode Etik dan keputusan-keputusan yang sah dari pengurus Persatuan.

Keputusan tersebut menurut Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar
PERNORI, oleh Pengurus Pusat akan diajukan pada kongres yang

berikut untuk diputuskan oleh kongres.

Menurut Pasal 4 ayat 4 dan 5 anggaran Dasar PERNORI,
apabila kongres membatalkan keputusan tersebut maka Pengurus Pusat

harus merehabilitir anggotanya dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu
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setelah berakhirnya kongres, tetapi apabila pemberhentian sementara
tersebut dikuatkan oleh Kongres maka keanggotaan tersebut berakhir

untuk seterusnya.

Dalam melaksanakan tugasnya menegakkan Kode Etik,
pengurus pusat dibantu oleh Dewan Kehormatan, sesuai dengan Pasal

15 éyat 1 dan 2 Anggaran Dasar PERNORI, yaitu:

1) Persatuan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat
dan sedapat-dapatnya pada tingkat Wilayah, masing-masing
disebut Dewan Kehormatan pusat dan Dewan Kehormatan

Wilayah;

2) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Persatuan yang
berdiri sendiri, dalam arti tidak ada dibawah tetapi juga tidak
di atas Pengurus Pusat dan yang mempunyai tugas untuk
membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris
dan lain-lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16

ayat 3 anggaran dasar.

Menurut Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar PERNORI, Dewan
Kehormatan merupakan badan yang bersifat otonom didalam
mengambil keputusan-keputusan pada tingkat masing-masing, tetapi

dalam lain-lain hal harus bekerjasama dengan Pengurus Pusat.

53

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH Ul, 2008



Kewenangan Dewan Kehormatan Wilayah diatur dalam Pasal

15 ayat 13 Anggaran Dasar PERNORY, yaitu:

Dalam rangka menjalankan tugasnya Dewan Kehormatan

Wilayah berwenang untuk:

a. Memberikan dan menyampaikan usﬁ]-us’ul dan saran-saran
yang ada hubungannya dengan masalah kode etik Notaris
termasuk tentang masalah dan Jabatan Notaris, kepada
Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus pusat, baik diminta

maupun tidak diminta; /

b. Memberikan peringatan atau teguran, baik secara tertulis atau
lisan kepada anggota Persatuan yang melakukan pelanggaran
atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik

Notaris;

c. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberhentikan
sementara anggota Persatuan yang melakukan pelanggaran

terhadap Kode Etik sebagai anggota Persatuan.
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2. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Notaris

2.1 Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Notaris di INI

Kode etik profesi Notaris ditetapkan oleh organisasi profesi notaris.
Dalam Pasal 82 UUJN, diatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah
Organisasi Notaris. Pasal 83 UUJN menyatakan bahwa organisasi Notaris
menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Dua pasal tersebut dapat

diartikan bahwa hanya ada satu Kode Etik Notaris yang berlaku bagi semua

Notaris, yaitu yang berasal dari satu wadah Organisasi Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M-02 PR-
08-10 tahun 2004 tentang tata cara pengéngkatan anggota, pemberhentian
anggota, susunan organisasi, tata kerja Majelis Pengawas, menyatakan
bahwa Organisasi profesi notaris satu-satunya yang diakui oleh pemerintah
sebagai satu wadah Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia

(INI).

Hambatan dalam menegakkan Kode Etik Notaris di INI tidak ada,
karena INI adalah Organisasi Profesi yang telah diakui oleh Pemerintah
sebagai Organisasi Profesi Notaris sesuai dengan Pasal 82 UUJN.

Penegakkan Hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris oleh INI
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dilakukan berdasarkan Kode Etik Notaris INI, sesuai dengan Pasal 83
UUJIN.

.
v

2.2 Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode

Etik Notaris diluar INI

Bagaimana jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI? Hal
tersebut merupakan Hambatan bagi INI dalam penegakkan Hukum terhadap
pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI, karena tidak sesuai dengan
UUJN yang rﬁenyebutkan .bahwa seharusnya hanya ada satu wadah
organisasi profesi Nofaris dan hanya berlaku satu Kode Etik Notaris yaitu
Kode Etik Notaris INI. Pada faktanya ada HNI dan PERNORI yang
merupakan tempat berkumpulnya para Notaris yang tidak diakui oleh
Pemerintah sebagai Organisasi Profesi Notaris sesuai dengan UUJN, tetapi
diakui oleh Pemerintah sebagai Organisasi Kemasyarakatan. HNI dan
PERNORI memiliki Kode Etik Notaris sendiri, Kode Etik Notaris INI tidak
berlaku bagi mereka. INl juga' tidak mempunyai kewenangan untuk

menegakkan Kode Etik Notaris INI terhadap mereka.

Menurut pendapat Sekretaris Majelis Péngawas Notaris, Apabila ada
pelapora_n tentang pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI ke Organisasi
INI, maka Organisasi INI dapat memberikan saran dan pendapat mengenai
pelanggaran tersebut ke Majelis Pengawas  Notaris, agar dapat

ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Notaris. Organisasi INI dapat

- “bekerjasama dengan Majelis Pengawas Notaris “untuk “mehindaklarijuti -
;\' .{:’ R o "'ar' "“"" et "" wan '.»v.“" N ¥ P

)
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pelanggaran Kode Etik tersebut, karena perilaku keseharian Notaris selain
diatur dalam Kode Etik Notaris INI juga diatur dalam UUIJN, yang
merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 17 huruf i
Undang-Undang Jabafan Notaris méngatur larangan bagi Notaris untuk

melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,

- kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan

martabat jabatan Notaris.

Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam pasal 20
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004, yaitu:

1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua Majelis
Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis
Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-
masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua)

orang anggota Majelis Pemeriksa.

2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat

berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.

3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu

- oleh 1 (satu) orang sekretaris.

 Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Batubara (Sekretaris Majelis Pengawas Notaris), di Departemen
Hukum dan Hak asasi Manusia, Jakarta, tanggal 27 Juni 2008 .
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4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakuan paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah laporan diterima.

5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan
perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping

sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.

6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana
dimaksud, pada ayat. (5), ketua Majelis Pengawas Notaris

menunjuk penggantinya.

Pengajuan laporan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris
diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004, yaitu sebagai

berikut:

1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris
atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada

Majelis Pengawas Daerah.
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4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis
Pengawas Wilayahmeneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah

yang berwenang.

6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis
Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah

yang berwenang.
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BAB III -

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakkan hﬁkum terhad.ap ;.)e]angga-ranA‘Kode Etik Notar%s di INI dilakukan
Oleh Dewan Kehormatan INI. Dewan Kehormatan INI adalah perangkat INI
berupa lembaga yang man;iiri dan bebas dari keberpihakan dalam
perkumpulan yang bertugas .untuk melakukém pembinaan,. bimbingan,
pengawasan Kode Etik Notalris‘ INI, dan memeriksa serta mengambil
keputusan atas dugaan pelanggaran ];etcnt}lan kode etik. _Pasal 82 UUJN
menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi
Notaris, yaitu INI. Pasal 83 UUJN menyatakan bahwa Organisasi Notaris
menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris._?enegakan hukum terhadap
pelanggaran Kode Etik Notaris di INI tidak mengalami hambatan, karena INI
menegakkan Kode Etik Notaris' sesuai dengan Pasal 82 dan 83 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

2. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI, tidak
dapat dilakukan oleh INI, yang berarti tidak dapat dilakukan sesuai dengan
Pasal 82 dan 83 UUJN. INI tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan

pengawasan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran
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ketentuan Kode Etik Notaris diluar INI. Organisasi Notaris diluar INI
memiliki Kode Etik Notaris sendiri. Hal tersebut yang menjadi hambatan bagi

INI untuk mengawasi dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran

Kode Etik Notaris diluar INL

3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI dapat
dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat dengan menggunakan Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), atas saran
dan pendapat dari INI. Pelanggaran Kode Etik Notaris dapat melanggar juga
Pasal 17 huruf i UUJN, yang mengatur tentang ]arangén prilaku Notaris yang
béftentangan dengan Norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang dapat
mempéngaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris. UUIN tersebut
berlaku untuk semua Notaris tanpa melihat Notaris tersebut anggota INI

maupun bukan anggota INI.

B. Saran

1. Notaris dalam menjalankan Jabatannya juga sekaligus menjalankan amanat dari
Negara, harus menjadi lebih solid dengan mewujudkan berkumpulnya Notaris
dalam satu wadah organisasi profesi Notaris. Satu wadah Organisasi Profesi
Notaris memudahkan untuk pengawasan juga pembinaan Kode Etik Notaris.
Pengawasan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban
hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, sedangkan pembinaan
bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Notaris dalam memberikan

pelayanan terhadap masyarakat.
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2. Sehubungan dengan itu sebaiknya INI secara berkala dan teratur mengadakan
pertemuan-pertemuan anggota guna mengkaji ulang (refreshing) Kode Etik
Notaris termasuk yang tersimpul dalam UUJN.

3. Hendaknya Anggota HNI dan PERNORI berbesar hati dan bergabung kembali

dengan INIL.
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PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI)

Rapa® Pengurus Pusat HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI)
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{ODE

!"7
T

LTI _HOTARL

o]

........ N e i Ces e S v et A An e vt oA A e e S e F) 858 1 l e e o A Aot Sam s it ot Ve AL S St S o At S e e e Aot

selaku Pejabat Umum wang diangkat oleh Megara
nenjalankan tugss dibidang hukum sebagsimana —-
skan menurut peraturan dan perundang-undangan ~
arlaku, antara lain Peratbturan Jabatan Notaris, -
Numwmh Jabatan dan Kode Etik Notaris, vang ———eeewe——
profesional dengan menjunjung tinggi keluhuran —-—-—--—
maitabat dan kKehormatan Jabatannva. —————wemmemvmmmn

e v i s o b A st rae s s S pas_«'a:l 1 :) v ere o Aot S b v e o Nt S e S < b e Mt ot e ot o

wutm is wajib nmrwegang teguh pada sumpati—
urngan penuh rase tanggung jawab dan -~
2rta tanpa tekanan dari pihak —---
gan mempsritahankan kKebebssan ——-——
3 s puwgdudlanuy kepada RKepentingan -

BB ARET ., e e o e e
. ris dalam menjalankan jabatannya wajib
fiany a mwlpunyai ””tu kKantor ditempat kedudukan ---
wilayah ] sasuail dengan Surat Keputusan —--
, & am melaksanakan Jjabatarnya -———-—

mexmipa 1 kan bf]mvandn dan peryulubhan hokum -—
» masyarakeat vang berkeitan dengan fugasnya.

" i ib memberikan jasa seca Cuima -
masyarakat wvang Kur&ng mdmpu -
& Peraturan Jabatan Notaris --
'.b Undang-Undang Hukum Acara -—--—-
rut pvndapatnyau.~W“w4~»w¥~~w*ww

IS e e s s e A et v e s S ine A i St e A s e pé“g’al :‘:S“ N At ans Sne o St s i S S S s A e et o e e
dota r)' =, (‘\]fﬂ{j ]' l::, B b e e o S S o o e o e . o S v . S 1 o s e

f
1. saling m@nj.ga dan membela kehormatan korps —-——-—--
Motaris I e e o o e o S S 8 i i e e
ama Motaris f”linc-berhubungan, menghar-
gal, menghormati, mempercaval dan selaliu w—e—wemm——
m‘mt"“ikan bantuan ateauw pendapat serta kiitik ~---
membangun,  baik diminta maupun tidak diminta, '
CEermasuk dalam hal Kepribadisan zeorang tHo
ilmu dan pengetshuan dibidang hukum dan e unds ng -
undangan, maupun apabilas ditemukan. svatu isi akta-
vang tidak memsnuhi persyaratan hukum, =oe——e——

. Antara

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH Ul, 2008



PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI)
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Rapat Dewan Kehormatan Motarig, —————r—mee e e

o s e+ T ] T e v e e o e s o

Sanksi-sanksi yang dimaksud Pasal & diatas, ===~
b er up a - et h St a2 e e S e e e et S i s e e e et e st e e o e «{4 s e s St s A s s i St
peringatan dan/atan teguran, =
pemberhentian semantara, ~————r—s e
mengusulkan Kepada Menteri Kehakiman Republik -
Indonesla untuk mencabut Suralt Kepubusan ——-—-—-
-Pengdngkutan daril Motaris yvang bnr&anghutmn5 -
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PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI)

2. Pencabutan atas pemberhentian sementara sebagai --
keanggotaan Notaris dilakukan oleh Rapat Pengurus-
P LIS L L o o o o o o e o o o o o
3. Segala sanksi-sanksi yang dikenakan oleh Motaris -
vang bersangkutan diberikan hak untuk membela diri
dihadapan rapalt Pengurus Pusat dalam wakty vang -
ditetapkan oleh Pengurus Pusat. - e e
4. Segala sesuatu mengenail ayat 1 dan 2 pasal ini ---
Pengurus Pusalt wajilb memberitahukan Kepada Menteri
ehakiman Republik Indonesia dengan tembusan —----

—— -
N

Mahkamah Agung Repubklik Indonesia, Pengadilan —~--

Tinggl setempat, Pengadilan Negerl setempast, —----

Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang. ——=e——eeeeo.
O R~ PP B - S

Pengurus Pusat dapat mengadakan segala perubshan ———-
Kode Etik Motaris ini =sesual dengan pasal 5 agyat 3 —-
diatas zebelunm diadakan KONGrSS., s s s e e

e v nne e mann e v con S . SN -, .. e o p":’sal 9_‘ Rdadiaadh oot g g

1. Semua anggota Himpunan Notaris Indonesis (HNI) ——-
wajib mengstahui dan mematuhi Kode Etik Motaris --
ini. T A . e o

Z. Kode EEik Motaris ini mulail berlaku pada tanggal -

0F JUNL LGDB ., oo oot o oo e e S o e e e

Ditetapvan di : Jakarta.
Padagfangsal gt 03LJUni 1298,

PEMNGLURUS PUSAT
HIMPUNAN NOTARTS STA (HNI)

Ket; Lhnum,

/

Sekretaris Umum;
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No.6

HIMPUNAN

Tambahan Berita-Negara R.I. Tanggal 26/10 - 1999 No. '86.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
(ANGGARAN DASAR HIMPUNAN
NOTARIS INDONESIA [HNI])
Nomor : 48. '

-Pada hari ini, Jum’at, tanggal scbelas Desember seribu sembilan ratus

sembilan puluh delapan (11-121998). ' o
Menghadap kepada saya, Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan

akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : ' '

— tuan Raden Mas Soediarto Soenarto, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,
Notaris di Jakarta, berkantor Jakarta Pusat, Pusat Perkantoran Roxy Mas,
Blok B, Nomor 18; , '

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kckuatan kuasa yang
diberikan padanya sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat yang akan
discbut di bawah ini. o : '
. - Penghadap saya, Notaris kenal. , o
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas mencrangkan terlebih

dahulu : o .

— bahwa pada tanggal tiga Juni scribu sembilan ratus sembilan puluh dclapan
(03-06-1998), jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat)
bertempat di Jakarta Pusat, Jalan Bendungan Hilir Raya, Nomor 80, dengan
acara rapat mendirikan Himpunan Notaris Indonesia, sebagaimana ternyata
dalam Notulen Rapat Para Pendiri Himpunan Notaris Indoncsia (HNI)
berikut Lampirannya, tanggal 03 Juni 1998, dibuat di bawah tangan bermeterai
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6 : _ -HIMPUNAN

cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, telah didirikan suatu organisasi
kemasyarakatan kesamaan profesi dengannama Himpunan Nota-
ris Indonesia, disingkat HNI berkedudukan di Jakarta:

— bahwa oleh rapat tersebut telah diberi kuasa kepada penghadap untuk
menetapkandan menyatakan kcpulusan~keputusan rapat dengan aktaotentik/
notariel.

Selanjutnya perighadap dalam tindakannya tersebut di atas menerangkan
bahwa rapat.telah mengambll keputusan dengan suara bulat sebagai benkut

ANGGARAN DASAR
Hirﬁpunan Notarls Indoncsia(HNI)
Nama

Pasal 1

Organisasi ini dinamakan : Hnmpunan Notaris Indonesia
disingkat H.N.L dan didirikan untuk pertama kalinya pada tanggal 3 (tiga)
Juni 1998 (seribu sembilan ratus-sembilan puluh delapan), untuk selanjutnya
dalam anggaran dasar ini discbut : ”Hlmpunan ”

Asas, maksud dan tuj_uan

Pasal 2

Himpunan ini berasaskan Pancasila,

Maksud dan tujuan dari Himpunan ini adalah menghimpun insan-insan yang -
bergerak dalam profesi kenotariatan dan pendndxkan notariat dan membantu
Pemerintah dalam bidang hukum.

Keanggotaan
Pasal 3

~ Keanggotaan Himpunan initerdiri dari :
1. Anggota Biasa yaitu :
a. Para Notaris.
b. Pata mantan Notaris.
¢. Para kandidat Nolaris/Spesialis Notariat.

2
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2. Anggota Luar Biasa yang terdiri dari orang-orang yang tidak termasuk dan
discbutkan di atas tetapi dianggap perlu untuk mcnjadl ang&ota karcna -
Jasanya atau pengabdiannya pada Himpunan.

Para anggota Himpunan berhenti karcna

a. Meninggal dunia; :

. Atas permintaan scndiri;

. ¢. Melakukan pelanggaran peraturan pcrund.mq undangan yang mcnychabkan

dihukum penjara lebih dari 3 (tiga) tahun.

Tata cara pemecatan anggota

=2

Pasa

1. Seorang anggbla dapat diberhentikan sementara dari keanggotaannya .
oleh Pengurus Pusat karena melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini :
a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan kepulusan -keputusan yang

sah dari Pengurus Himpunan.

b. melakukan perbuatan yang mencemarkan, ‘merugikan atau merendahkan

nama baik Himpunan. - I
¢. menyalah gunakan nama Himpunan untuk kepentingan pribadi.

2. Keputusan untuk pemberhentian sementara di luar pelanggaran Kode Etik,
tidak akan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat, scbelum terlebih dahulu mendengar
keterangan-keterangan dari anggota yang bersangkutan dan memberikan kepadanya
kesempatan untuk membeladiri pada Dewan Kehormalan Daerahdanmen gajukan
banding pada Dewan Kehormatan Pusat.

3. Pemberhentian sementara itu oleh Pengurus diajukan. pada Kongres yang
berikut untuk diputuskan oleh Kongres.

4. Apabila Kongres membatalkan keputusan itu, maka Pengurus Pusat harus
merehabilitir anggota tersebut dalam tenggang waktu 2 (dua) mmgz,u sctelah
berakhirnya kongres.

5. Apabila pemberhentian sementara itu dikuatkan oleh Kongrcs maka
keanggotaan terscbut berakhir untuk scterusnya.

0 ' 6. Pengurus Pusat wajibmelaporkan adanya pemberhenuan/pemecatan tersebut
kepada instansi yang berwenang yang ada hubungannya dengan jabatan Notaris,
termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri tempat Notaris tersebut
menjalankan jabatannya, Pengadilan Tinggi tempat Notaris tersebut menjalankan
Jabatannya, Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman.

3
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6 B HIMPUNAN

Hak - hak nnggolu:’:w -
Pasal 5 .

1. Anggota Biasa berhak untuk mengikuti semua kegiatan Himpunan,
mengeluarkan pendapatdalam Kongres, Musyawarah Daerah dan Rapat Anggota
serta mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus dan
Dewan Kehormatan. ' ' ‘

Hanya saja, para Ketuadan Wnkil Ketua Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan
Pengurus Cabang, haruslah dipilih diantara para anggota yang menjabat notaris.

Dengan Kata lain, para Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Pusat, Pengurus
Daerah dan Pengurus Cabang, tidak boleh dijabat olch para mantan (Werda)
notaris dan para kandidat notaris.

2. Anggota Luar Biasa, mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa,
termasuk didalamnya untuk dipilih sebagai Anggota Dewan Kehormatan, kecuali
untuk memilih dan dipili schagai anggota Pengurus Himpunan.

3. Setiap anggota berhak untuk mendapatkan perlindunagn dari Himpunan,
scjauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kéwajiban anggota
. Pasal6

1.. Anggota Biasa bérkewajiban menjunjung tinggi dan mentaati segala

‘ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik .

Notaris, Keputusan Kongres dan ketentuan-ketentuan Himpunan.
2. AnggotaLuar Biasadan Anggota Kehormatan berkewajibanmenjagadan
mcmpertahankan nama baik Himpunan.
3. Sctiap anggota kecuali Anggota Kchormatan dan Anggota Luar Biasa
berkewiyjiban untuk membayar uang iuran bulanan yang ditctapkan olch Himpunan.
"Susunan_ dan alat perlengkapan
' himpunan pengurus pusat .

Pasal 7

.- Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, paling banyak 5 (lima)
orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, paling banyak 5 (lima) orang Sekretaris,

4
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Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun gantian.
Minuta akta ini bermeterai cukup dan telah ditanda tangani dengan sempurna.
Diberikan sebagai turunan.
Notaris di Jakarta,
TEDDY ANWAR, SH. SpN

Padahariini Senin tanggal 4-10-1999 akta/anggaran dasar ini telah didaliarkan
dalam Buku Daftar untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
di bawah nomor : 108/1999. ’

Panitera Pengadilan Negeri Jukarta Pusat
U. DJ. SIDABALOK, SH.
NIP. 040014713.

Biaya-biaya :
Mencatat Rp. 1.000,-
Tulisan ,,  2.000,~

Jumlah Rp. 3.000,~

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.
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Selanjutnya, bahwa :.
A. Para Pendiri Himpunan Notaris Indonesia :
1. Doktor Haji Muhammad Ridhwan Indra Romeo Ahadian, Sarjana Hukum,
Spesialis Notariat, Notaris di Bekasi
2. Haji Anton Abdurahman Putra, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris
di Jakarta; .
3. Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta;
4. Raden Mas Socdiarto Socnarto, Sarjann Hukum, Spesialis Notariat, Notaris
di Malang,
5. Mohammad Said Tadjoeddin, Werda Notaris di Jakarta,
. Muhamad Ilham Pohan, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,
7. Safaruddin, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,
B. Dewan Kehormatan Pusat :
Doktor Haji Muhammad Ridhwan Indra Romeo Ahadian, Sarjana Hukum,
Spesialis Notariat.
C. Pengurus Pusat :

=2

1. Ketua Umum . Haji Anton Abdurahman Putra, Sarjana Hukum,
Spesialis Notariat,

2. Ketua :  Raden Mas Soediarto Soenarto, Sarjana Hukum
Spesialis Notariat,

3. Sekretaris Umum : Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,

4. Bendahara : Mohamad Said Tadjoedin.

5. Anggota : 1. Muhamad Ilham Pohan, Sarjana Hukum,

Spesialis Notariat.
2. Safaruddin, Sarjana Hukum, Spesialis
Notariat.

Demikian akta ini

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal
seperti tersebut pada bahagian akhir akta ini, dengan dihadiri oleh tuan Syaifuddin
Zuhri, Sarjana Hukum dan tuan Insinyur Umar Said, kedua-duanya pegawai
kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelahsaya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi,
maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini.
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scorang Bendahara Umum, paling banyak 3 (tiga) orang Bendahara. scorang
Pembantu Umum dan’paling banyak 5 (lima) orang Ketua Bidang.

2. Para Anggota Pengurus Pusat dipilih olch Kongres untuk m.lSd_]dbdldn 2

(dua) tahun, dengan ketentuan bahwa apabila Kongres tidak dapat diadakan pada
waktunya, maka masa jabatan 2 (dua) tahun terschut dianggap dcngan scndmnya
diperpanjang sampai dengan waktu Kongres diadakan.

3. Para Anggota Pengurus. Pusat yang masa jabatannya telah berakhir tidak
dapat dipilih kembali, terkecuali jika dengan tidak dapat dipilibnya kembali
anggota Pengurus Pusat tersebut, jabatan pada Pengurus Pusat menjadi lowong.

4. Yang dapat diangkat schagai anggota Pengurus Pusat adalah anggota
biasa; khusus bagai mereka yang akan diangkat scbagai para kctua dan wakil
ketua Himpunan adalah mercka yang tclah menjabat sebagai Notaris sckurang-
kurangnyad4 (empat) tahun serta sclama memangku jabatan Pcngurus Pusatmasa
Jabatannya sebagai Notaris belum akan berakhir, dan tidak ‘menjabat schagai
Pengurus Daerah atau Pen gurus Cabang scrta sedapat mungkm bcrkcdudukan di
tempat kedudukan Himpunan.

5. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Pengurus Pusat :

a. Memimpin dan bertanggung jawab secara keseluruhan mengcnal organisasi
ke luar dan ke dalam;

b. Menentukan pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai (ujuan mepumn

* sertamemutuskan soal-soal yang prinsipil, sepanjang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Kongres;

¢. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas, usaha keglatan dan
kewajiban yang telah diputuskan olch Kongres;

d. Membina kcrjasama antara Himpunan dan Pemerintah baik ditingkat Pusat
dan Dacrah maupun Lembaga-Lembaga lainnya scrta organisasi- organisasi
profesi baik dari dalam dan luar ncgcn khususnya dibidang Hukum dan
Notariat;

e. Mcmpertanggung jawabkan kepengurusannya kepada Kongrm
6.a. Untuk menyclenggarakan kegiatannya Pengurus Pusat mengadakan

rapal-rapat serupa : '

— rapat Pleno Terbatas,

— rapat Pleno Diperluas;

b. Undangan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut harus telah disampaikan
oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris Pengurus Pusat secara tertulis kepada

5
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6 : "HIMPUNAN

setiap peserta rapat sedikitnya 4 (empat) hari kerja untuk Rapat Pleno Terbatas
dan 7 (tujuh) hari kerja untuk Rapat Pleno Diperluas schelum Rapat diadakan,
“dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara rapat.

¢. Rapat-rapat tersebut akan dipimpin olch Ketua Umum atau salah seorang
Kctua Pengurus Pusat yang ditunjuk olch Ketua Umum dan oleh rapat yang ber-
sangkutan. '

7. Rapat Pleno terbatas diadakan scdikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan
dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Kctua Umum
atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota
Pengurus Pusat yang disampaikan kepada Ketua Umum dan dianggap sah
apabila dihadiri atau diwakili olch sedikitnya lebih dari 1/2 (setengah) jumlah
anggota Pengurus Pusatditambah satu dan dapat mengambil keputusan yang sah
apabila usul yang bersangkutan disetujui secara musyawarah,

8. Apabila cara musyawatah tersebut tidak membawa hasil maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara, yaitu dengan suara terbanyak biasa dan
masing-masing anggota Pengurus berhak untuk mengeluarkan | (satu) suara
untuk diri sendiri disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.

9.a. Rapat Pleno diperiuas, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 18
(delapan belas) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu bila dianggap
perlu olch Pengurus Pusat atau atas permintaan dari dan Pengurus Daerah yang
didukung oleh 1/2 (setengah) dari jumlah Pengurus Daerah dan dihadiri oleh
para anggota Pengurus Pusat.

b. Rapat Pleno Diperluas diadakan untuk :

1).Menilai keputusan-keputusan Kongres yang lalu sejauh mana yang sudah’

dilaksanakan dan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan.

2). Mempersiapkan segala sesuatu yang dipandang periu di dalam menyongsong
Kongres yang akan datang.
3).Mengambil keputusan atas hal-hal yang penting yang disyaratkan dalam
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Himpunan.
¢. Rapat Pleno Diperluas dapat mengambil keputusan yang sah apabila di
dalam Rapat terscbut hadir atau diwakili dengan surat oleh sedikitnya setengah
jumlah anggota Pengurus Pusat ditambah satu dan setengah jumlah Pengurus
Daerah dan Pengurus Cabang yang ada ditambah satu dan keputusan-keputusan
dapatdiambil secarasah dalam rapat tersebut apabila disetujui sccaramusyawarah,
apabila cara musyawarah tidak membawa hasil, maka dilakukan pemungutan
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BAB VIII
Pembubaran

Pasal 19

Apabila Himpunan dibubarkan, maka ketentuan-ketentuan dalam Anggaran
Dasar Himpunan dan Anggaran Rumah Tangga ini atau mungkin dengan
perubahan-perubahannya tetap berlaku hingga selesainya dilakukan likwidasi
dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya oleh Rapat Pleno
Diperluas kepada (para) Likwidatur.

BAB IX
Pcrubahan Anggaran Rumah Tangga
Pasal 20
Yang dimaksud dengan rapat gabungan sebagaimana ditetapkan dalam pasal

19 ayat 3 Anggaran Dasar untuk merubah Anggaran Rumah Tangga, adalah
Rapat Pleno Diperluas. ‘

BAB X
Peraturan Penutup

Pasal 21

Hal-hal yang belum atau masih kurang jelas diatur dalam Anggaran Dasar
Rumah Tangga ini akan diputuskan oleh Rapat Pleno Diperluas dalam Peraturan-
peraturan atau ketentuan-ketentuan tersendiri asal tidak bertentangan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku di negara Republik Indonesia.

BAB XI
Lain-lain

Kongres pertama dari Himpunan rencananya akan diadakan selambat-
lambatnya bulan Desember 2000 (dua ribu). -

Sebelum Kongres pertama dilangsungkan, Pengurus Pusat dibantu oleh
Dewan Kehormatan Pusat berhak dan dapat mengubah anggaran dasar ini di
mana perlu. '
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b. usul kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan scbagai
anggota H.N.L;

c. pemberhentianseoranganggotaH.N.L sebagai Notaris oleh Menteri Kchakiman.

40. Hal-hal lain mengenai Dewan Kehormatan yang tidak atau tidak cukup
diatur dalam Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dan diputuskan
bersama oleh Dewan Kchormatan Pusat dan Pengurus Pusat.

BAB YV
Kekayaan
Pasal 16

. Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan untuk setiap anggota di
suatu Daerah ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah.

2. Pengurus Cabang diwajibkan untuk menyerahkan kepada Pengurus Pusat
dan Pengurus Daerah masing-masing sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari
jumlah uang pangkal dan uang iuran bulanan yang diterimanya.

Demikian pula sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan-
pendapatan dari usaha-usaha yang sah.

BAB VI
Lambang Perkumpulan

Pasal 17

Himpunan mempunyai Lambang, yang merupakan suatu rangkaian schingga
menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur dan atribut kenotariatan maupun yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan itu, yang akan disahkan
pada kongres yang pertama dari organisasi ini.

BAB VII
Pcrubahan Anggaran Dasar

Pasal 18

Rancangan perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh Rapat Pleno Diperluas
atas usul Pengurus Pusat dan disampaikan kepada semua Cabang Himpunansatu
bulan sebelum diadakan Kongres yang dimaksud di atas.
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suara, yaitu berdasarkan suara terbanyak biasa dan suarayang r dikcluarkan donEan
sah dalam Rapat terscbut. .

d. Dalam Rapat Plcno Dlpcrluas maslng-ma.smg anggota Pcngurus Pusat,
demikian pula inasing-masing Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang 1 berhak

_untuk mengcluarkan | (satu) suara disamping berhak untuk men geluarkan | (satu)

suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikcluarkan schagai kuasa.
Kctua umum /kctua
Pasal 8

Kelua Umum memimpin Pengurus dalam rapal rapat Pcngurus

hari, dapat dlwaklll olch salah seorang Ketua atau Wakxl Kctua.

3. Jikalauolchsesuatu sebab Ketua Umum sama sekali tidak dapat mencruskan
jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, imaka dengan sendirinya salah
seorang Ketua atau Wakil Ketua menjadi Pejabat Ketua Umum.

4. Jika lamanya sisa masa kepengurusan yang lowong sebagai akibat yang
disebutkan dalam ayat 3 di atas ini berlangsung 1,5 (satu setengah) tahun lebih,
maka Ketua yang menjadi Pejabat Ketua Umum itu dapat discbut sebagai Ketua
Umum (tetap) dan masa jabatan yang dipangkunya sampai akhir masa
kepengurusan yang sedang berjalan itu dianggap scbagai satu_masa jabatan
kepengurusan, sedangkan kalau kurang dari 1,5 (satu sctcnwh) tahun, tidak
dianggap sebagai satu masa jabatan kepengurusandan pejaba y ig bersangkutan
disebut sebagai Pejabat Ketua Umum. )

5. Pembagian tugas diantara anggota pengurus secara ga
sebagai berikut : '
a. Ketua Umum :

1). Mengetuai Pengurus.

2). Mcmimpin dan bersama-sama dengan anggota Pcngurus lainnya
bertanggung jawab sccara kescluruhan mengenai orgamsasl ke luar dan
ke dalam.

3). Bersama-samadengan anggolaPcnguruslamnyamencntukan pclaksanaan
‘kebijaksanaan dan garis-garis besar organisasi serta menentukan soal-
soal prinsipil sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Kongres/Musyawarahy Daerah/
Anggaran Rumah Tangga. o

yesarnyaadalah
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6 HIMPUNAN

4). Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas, usaha, kegiatan dan
kewajiban yang diputuskan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Rapat
Anggota,

5). Membina kerjasama antara Himpunan dan Pemerintah, baik ditingkat
Pusat. Daerah maupun lemhaga-lcmhaga lainnya.

6). Bersama-sama dengan anggota Pengurus lainnya bertanggung jawab
terhadap aktivitas organisasi, pelaksanaan program kerja dan keuangan.

b. Para Ketua :
R Bertugas membantu ‘Ketua umum dan mengkoordinir bidang-bidang
yang diserahkan kepadanya. :

2). Membina pengembangan dan peningkatan usaha pelaksanaan program
kerja maupun hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan bidang-bidang
yang dipimpinnya.

c. Sekretaris Umum dan para Sekretaris :

1). Sekretaris Umum dan Sekretaris bersama-sama bertugamengelola segala
urusan administrasi Himpunan.

2). Pembagian tugas antara Sckretaris Umum dan Para Sekretaris diatur dan
ditetapkan antara mereka bersama.

3). Sckretaris Umum/Sekretaris juga bertindak sebagai Sckretaris rapat-
rapat yang diadakan oleh Pengurus.

Pengurus daerah
Pasal 9

I. Dalam sctiap Daerah Tingkat 1, dimana terdapat lebih dari satu Cabang,"

dibentuk Pengurus Daerah.

2. Sclamadalam suatu Daerah Tingkat I terdapat hanya satu Cabang, satudan
lain dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 9 ayat 3 di atas, maka Cabang
tersebut berada dibawah kepengurusan Daerah yang terdekat dengan yang
dipilih olch Cabang yang bersangkutan, dengan persctujuan Pengurus Pusat,

3. Apabila dalam Dacrah Tingkat I yang dimaksud dalam ayat 2 diatas tclah
terdapat Icbih dari satu Cabang, maka Cabang yang semula berada dibawah
kepengurusan Pengurus Daerah dari Daerah Tingkat I yang disetujui olch
Pengurus Pusat tersebut, dengan sendirinya kembali dan berada di bawah
Pengurus Daerah dari Daerah Tingkat I dimana Cabang itu berada.

4. Pengurus Dacrah berkedudukan di Ibukota Dacrah Tingkat 1.
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a. rekan angtota, anggota luar biasa atau anggota kehormatan;

b. sesuatu kasus, baik sebagian maupun seluruhnya baik kasus itu sudah atau
belum diputuskan oleh Dewan Kehormatan, terkecuali :

I. Notaris anggota H.N.I. tersebut melakukan tindak Pidana, seperti membuat
akta dalam jumlah yang berlebihan, menurut akal sehat dan kewajaran
yang bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris:

2. Jika kewajiban untuk merahasiakan perbuatan rekan notaris tersebut
bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi scperti
antara lain seorang anggota H.N.I. melakukan penggelapan pajak,
melakukan kolusi dan korupsi.

36. Yang berwenang untuk mengeluarkan bahan berita kepada media cetak
dan atau media elektronika ialah hanya Ketua umum H.N.I. atau seorang Kctua
yang ditunjuk oleh Ketua Umum dan atau anggota yang menguasai benar-benar
kasus yang bersangkutan, terkecuali apa yang diatur dalam Pasal 15:35 di atas.

37. Selain Ketua Umum H.N.IL. tidak seorangpun anggota H.N.I. termasuk
anggota luar biasadan anggota kehormatan diperbolehkan membuat press release,
Wwawancara atau tatap muka dengan wartawan atau instansi manapun untuk
membicarakan ataumemberi keterangan mengenai sesuatu kasus yangmenyan gkut
anggota, terkecuali sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 15.35 di atas.

38. Demi berbagai pengalaman dan pengajaranantar anggota, makapemuatan
suatu kasus dalam Media Notariat hanya diperbolehkan dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

a. Dewan Kehormatan Pusat maupun setiap Dewan Kehormatan Daerah, boleh
memuat suatu kasus dalam Media Notariat;

b. yang memuat hanyalah kasusnyasaja, itupun hanya yan gsudahadakeputusan
baik tingkat pertama/terakhir maupun tingkat banding;

¢. apa yang dimuat dalam Media Notariat tersebut hendaknya mengandung
saranatau pelajaran yang positip bagi rekan-rekan anggotayang membacanya,
terkecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15.35 di atas.

39. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat-ayat terdahulu dari
pasal ini, maka Pengurus Pusat berhak dan wajib memuat dalam Media Notariat
setiap ; :

a. pemberhentian sementara sebagai anggota H.N.I. maupun pengakhiran
pemberhentian sementara tersebut:

o
o
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28. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat, disampaikan kepada Pengurus
Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah dan kepada anggota yang
bersangkutan, ' '

29. Apabila suatu peristiwa menyangkut seorang Notaris tetapi meliputi 2
(dua) daerah Dewan Kehormatan Daerah atau menyangkut 2 (dua) orang Notaris
atau lebih yang masing-masing berkedudukan di 2 (dua) tempat kedudukan atau
lebih, maka penanganan dan penyelesaian masalah tersebut dilakukan oleh
Dewan Kehormatan Pusat, bersama-sama dengan Dewan Kehormatan Daerah,
Dewan Kehormatan Daerah dari (para) Notaris yang bersangkutan.

30. Dalam hal demikian, keputusan mengenai peristiwa itu diambil oleh dan
merupakan keputusan Dewan Kehormatan Pusat.

31. Terhadap Keputusan Dewan Kehormatan Pusat, mengenai peristiwa
sebagaimana dimaksud dalam ayat 30 tidak dapat diajukan banding.

32. Dari tiap-tiap kasus dibuat suatu berkas yang berisi :

a. ikhtisar singkat mengenai kasus yang bersangkutan, nama-nama mereka

yang terkait dengan kasus disebut secara lengkap;

b. segala macam dokumen yang diperoleh dari manapun yang mengenai suatu
kasus tertentu;

. tembusan surat-surat ke luar dan surat-surat masuk:

- risalah pertemuan dengan anggota atau pelapor;

catatan-catatan mengenai pertemuan-pertemuan dengan pihak manapun;

semua risalah-risalah rapat dipetik bagian yang khusus mengenai masalah

tertentu.

33. Semua dokumen termasud dalam ayat 32 besifat rahasia dalam arti

bahwa dokumen-dokumen itu tidak boleh dibaca oleh atau jatuhditangan pihak-

pihak yang tidak berkepentingan.

34. Penata-usahaan segala sesuatu yang mengenai Dewan Kehormatan
diselenggarakan dengan tertib dan rapih oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat
atau Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah dan berkas-berkas, dokumen-dokumen
itu adalah milik H.N.I. dan karenanya harus ditimbang-terimakan kepada penerus
pemegang jabatan dalam Dewan Kehormatan yang habis masa jabatannya.

35. Tidak seorangpun anggota H.N.I. termasuk anggota luar biasa dan
anggota kehormatan diperbolehkan memberikan bahan pemberitaan kepada
aparat media cetak dan atau media elektronika manapun, mengenai hal-ihwal :

" e a o
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5. Pengurus Dacrah terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 3
(tiga) orang Wakil Kctua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Sckretaris,
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Bendahara. '

6. Para anggota Pengurus Dacrah dipilih oleh Musyawarah Dacrah yang
diadakan segera sctelah Kongres untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dengan
ketentuan apabila Musyawarah Daerah tidak dapat diadakan pada waktunya,
maka masa jabatan Pengurus Daerah tersebut dengan sendirinya diperpanjang
sampai dengan diadakannya Musyawarah Dacrah yang dimaksud.

7. Para Anggota Pengurus Daerah sctelah masa jabatannya terscbut berakhir
dapat dipilih kembali dan khusus jabatan Ketua, seorang calon hanya dapat
dipilih untuk [ (satu) kali masa jabatan:

8. Yang dapat menjadi anggota Pengurus Daerah adalah anggota Biasa yang
telah berprakick sedikitnya 3 (tiga) tahun dan berumur setinggi-tingginya 62
(enam puluh dua) tahun serta sedapat-dapatnya bertempat tinggal di Ibukota
Daerah Tingkat I.

9. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pengurus Dacrah :

a. Mengadakan rapat-rapat Pengurus Dacrah, Rapat Gabungan Pengurus Dacrah
dan Pengurus Cabang; dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya;

b. Menyampaikan laporan hasil Kerja Pengurus Daerah secara berkala sedikitnya
sekali setahun, atau manakala diminta, baik kepada atau oleh Pengurus Pusat
dan/atau kepada Pengurus Cabang atau anggota Himpunan dalam Rapat

Gabungan Pengurus Dacrah dan Pengurus Cabang, atau dalam Musyawarah

Daerah.

10. Untuk menyelenggarakan kegiatannyaPengurus Daerah sedikitnya 3 (ti ga)
bulan, (atau setiap kali dipandang perlu oleh Ketua atau bila diminta olch sedikitnya
dua anggota Pengurus Dacrah) dan Rapat Gabungan Pengurus Daerah dengan
cabang-cabang dalam dacrah kepengurusannya sedikit-dikitnya sekali dalam 1
(satu) tahun, atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua atau oleh
setengahdarijumlahcabang-cabangyangadadalamwilayahdaerahkcpcngurusannya.

I'La. Baik Rapat Pengurus Dacrah maupun Rapat Gabungan Pcngurus
Dacrah dan Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua Pengurus Dacrah atau oleh
salah satu Wakil Ketua Pengurus Dacrah yang ditunjuk Ketua.

b. Undangan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut disampaikan oleh
Sekretaris Pengurus Daerah dengan surat kepada para undangan dari rapat-rapat
tersebut dan sedikitnya* S (lima) hari kerja dengan memberitahukan tempat,
waktu dan acara dari rapat. -

9
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6 HIMPUNAN

¢. Rapat-rapat tersebut dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih
dari sctengah dari undangan bagi masing-masing Rapat.

d. Keputusan dari rapat-rapat terscbut diambil dengan cara musyawarah,
apabilacaratersebut tidak menghasilkan keputusan, diadakan pemungutan suara
yailu berdasarkan suara terbanyak biasa.

. Didalam Rapat Pengurus Dacrah, masing-masing anggota Pengurus Dacrah
, huhak mengeluarkan satu suara untuk drrmya sendiri. disamping suara yang
dxkduarkan sebagai kuas.

. Didalam Rapat Gabungan Pengurus Dacrah dan Pengurus Cabang, masing-
masing zmggnm'Pcngurus Dacrah demikian pula sctiap Pengurus Cabang berhak
mengeluarkan satu suarauntuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan
sebagai kuasa.

12, Apabila karena sesuatu schab jabatan Pengurus Daerah lowong, maka
sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari rapat gabungan harus mengisilowongan
terscbut, menjadi Pejabat Ketua Pengurus Daerah.

Pengurus cabang

Pasal 10

. Pada setiap Daerah Tingkat Tingkat II dimana berkedudukan sekurang-

kurangnya 5 (lima) Notaris dan/atau Wakil Notarxs Wakil Notaris Sementara .

dapat dibentuk Pengurus Cabang.
2. Para Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara yang

berkedudukan dalam suatu Daerah Tingkat 11, yang jumlahnya kurang dari 5 )

(lima)orang dengan persetujuan Pengurus Daerah (atau Pengurus Pusat bilamana
“Daerah Tingkat I yang bersangkutan tidak terdapat Pengurus Daerah) dapat
menggabungkan diri pada Pengurus Cabang Daerah Tingkat I yang berdekatan,
semcntara menunggu sampai tercapai jumlah Notaris yang dipersyaratkan untuk

dapat membentuk suatu Pengurus Cabang. ’

3. Dengantidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 2 diatas, Pengurus
Pusat atau Pengurus Daerah (khusus dalam hal yang menyangkut Dacrah Tingkat
I'yang memiliki kurang dari 5 (lima) orang Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil
Notaris Sementara, apabila menurut pertimbangannya hal itu dianggap perlu),

_berhak untuk menetapkan pembentukan Pengurus Cabang pada suatu Daerah
Tingkat II atau dalam Daerah Tingkat I yang jumlah Notaris dan/atau Wakil
Notaris, Wakil Notaris Sementaranya kurang dari 5 (lima) orang.
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keputusan berupa pemberhentian sementara scbagai anggota H.N.L yang
diambilnyaitu kepada Pengadilan Negeri, Penoadnlanngm Mahkamah Agung
dan atau Menteri Kehakiman,

22. Dari semua laporan yang diterima Dewan Kehormatan Pusat dari Dewan
Kehormatan Daerah, oleh Dewan Kehormatan Pusat dibuat ikhtisar dan sekali
dalam waktu ! (satu) bulan disampaikan kepada Pengurus Pusat.

23. Pengurus Pusat berhak meminta kepada Dewan Kehormatan Pusat dan
Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi laporan kepada Pengurus Pusat
tentang suatu kasus, disamping laporan termaksud dalam ayat 22.

24. Scorang anggota Himpunan yang menerima keputusan Pewan
Kehormatan Dacrah baik berupa peringatan atau tegoran dengan atau tunpa
disertai usul pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat, berhak mengajukan
banding kepada Dewan Kehormatan Pusat.

25. Permintaan banding diajukan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan
Pusat dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 30
(tiga puluh) hari setelah diambilnya keputusan oleh Dewan Kehormatan Daerah.

Setelah lewat 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diajukan banding.

Tembusan/copy surat permintaan banding tersebut oleh Dewan Kehormatan
Daerah disampaikan kepada Pengurus Daerah, tempat Dewan Kehormatan
Daerah berkedudukan. '

26. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah menerima tembusan/copy permintaan banding, wajib menyampaikan
kepada Dewan Kehormatan Pusat, seluruh berkas yang berhubungan dengan
peristiwa yang bersangkutan dengan surat tercatat atau surat kilat khusus atau
dengan kurir.

Tembusan/copy surat pengiriman tersebut oleh Dewan Kehormatan Daerah
disampaikan kepada Pengurus Daerah maupun Pengurus Pusat.

27. Berdasarkan berkas yang diterimanya dari Dewan Kehormatan Daerah,
Dewan Kehormatan Pusat dalam wakitu 2 (dua) minggu setelah menerima berkas
tersebut mengambil keputusan ditingkat banding, berupa :

a. membatalkan sebagian atau seluruh keputusan Dewan Kehormatan Daerah;

b. merubah atau mengganti keputusan Dewan Kehormatan Daerah dengan atau
tanpa usul kepada Pengurus Pusat untuk pengenaan sanksi yang lebih ringan
atau lebih berat.
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f. pengurus Pusat berhak menolak usul Dewan Kchormatan Dacrah tetapi
scketika itu juga dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sctelah mencrima
usul dari Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Pusat wajib memberi keputusan
sendiri, atas pertimbangan -Pengurus Pusat sendiri lepas dari apa yang
diusulkan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan

. Apabila Pengurus Pusat usul :

£.1. Pemberhentian sementara, baik dengan atau tanpa menetapkan sendiri
Jangka waktu pemberhentian sementara itu, maka Pengurus Pusat Wajib :

el

g.1.1. mencabutkembali pemberhentian sementara itu pada akhir masanya
atau sebelum akhir masanya apabila menurut pertimbangan
Pengurus Pusat anggota yang bersangkutan sudah menunjukkan
perbaikan sikap;

g.1.2. memperpanjang masa pemberhentian sementara, apabila anggota
yang bersangkutan belum menunjukkan perbaikan sikap;

g.1.3. merubah keputusan pemberhentian sementara itu menjadi usul
kepada kongres yang akan datang untuk memecat anggota yang
bersangkutan apabila ia tidak menunjukkan gejala-gejala kearah
pemberhentian malprakteknya;

g.2. pemberhentian sementara, maka surat keputusan tentang pemberhentian
sementara itu harus memuat kemungkinan-kemungkinan sebagaimana
yang dimaksud dalam g.1. di atas;

h. Pengurus Pusat wajib memberitahukan keputusan termaksud dalam sub f dan
sub g di atas kepada Dewan Kchormatan Pusat, Dewan Kehormatan Dacrah,
Pengurus Dacrah dan kepada anggota yang bersangkutan dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan ditanda tangani.

20.a. Apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak mengajukan usul (kepada
Pengurus Pusat), maka keputusan yang diambil harus disampaikan secara
tertulis kepada anggota yang diadukan dan keputusan tersebut pun dilaporkan
kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Daerah.

b. Kepada pihak luar yang mengajukan pengaduan atau laporan harus diberi
jawaban dengan singkat yang intinya berisikan apa yang telah diputuskan
terhadap anggota yang bersangkutan.

21. Apapila anggota yang bersangkutan tidak mengajukan naik banding ke
Dcewan Kehormatan Pusat, maka Pengurus Pusat berhak memberitahukan
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4. Pengurus Cabang berkedudukan di Ibukota Dacrah tingkat I1, Kotamadya
atau Kota Administartip. ,

5. Pengurus Cabang terdiri dari sedikitnya seorang Ketua, scorang Sckretaris
dan scorang Bendahara, yang dapat pula ditambah dengan scorang atau lebih
sebagai Wakil Ketua atau scorang atau lebih sebagai pembantu.

6. Paraanggota Pengurus Cabang dipilib olch Rapat Anggota yang diadakan
segera setelah Kongres dan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. dengan
ketentuan apabila Rapat Anggota tidak diadakan segera setclah Kongres yang
berikutnya, maka masajabatan Pengurus Cabang dengan sendirinya diperpanjang
sampai dengan diadakannya Rapat anggota yang dimaksud. -

1. Paraanggota Pengurus Cabang setclah masa jabatannya tersebut berakhir
dapat dipilih kembali dan khusus jabatan Ketua, seorang calon hanya dapat
dipilih untuk satu kali masa jabatan. , ,

8. Yangdapatmenjadi Pengurus Cabangadalah Anggota Biasa yang berumur
setinggi-tingginya 60 (cnam puluh) tahun dan sedapatnya bertempat tinggal di
Ibukota Dacrah Tingkat I1. '

Pengurus Cabang adalah jenjang kepengurusan Himpunan yang dari waktu
ke waktu berhubungan dengan para anggota Himpunan, sehingga selain berfungsi
scbagai perpanjangan tangan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah, Jjuga harus
tanggap atas aspirasi maupun permasalahan dari para anggota Himpunan.

9. Pengurus Cabang dalam melakukan tugasnya :

a. Melaksanakan pendaftaran anggota-anggota Himpunan.

b. Melaksanakan dan mencruskan kepada anggota-anggota Himpunan, segala
kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah diambil/ditctapkan olch
Pengurus Pusat dan atau Pengurus Daerah guna mencapai tujuan Himpunan
dan keputusan-keputusan Kongres serta mengawasi pelaksanaannya.

¢. Membina kerjasama antara Himpuna dan Pemerintah Dacrah Tingkat II
sctempatdan Lembaga-Lembaga yang ada hubungunnya,dc‘ngan Hukumdan
Notariat. ' _

d. Memberikan pertanggung-jawaban mengenai kepengurusan dan keuangan
kepada Rapat Anggota Cabang pada akhir masa jabatannya,

10.a. Untuk menyelenggarakankegiatannya Pengurus Cabang menggunakan
rapat-rapat Pengurus. : '

b. Rapat Pengurus diadakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau
sewaktu-waktu apabiladianggap perluolch sctengahdari jumlahanggota Pengurus
Cabang. : :

1
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¢. Rapat-rapat lers.ebuldipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang atau wakilnya.

d. Rapat Pengurus Cabang adalah sah apabila dihadiri sedikitnya sctengah
jumlah anggota Pengurus Cabang.

¢. Keputusan dalam Rapat-Rapat tersebut diambil dengan suara terbanyak
biasa dan masing-amsing anggota Pengurus Cabang berhak mengeluarkan satu
suara. :

Kongres

Pasal 11

1. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Himpunan merupakan
rapat pleno dari seluruh anggota Himpunan dan;

2. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama Panitia Pelaksana
Kongres yang dibentuk oleh Pengurus Pusat sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelum
diselenggarakan Kongres.

3. Panitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat
mengenai lekms pelaksanaan dari Kongres.

4. Kongres diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

5. Kongres Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang
perlu oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan sedikit-dikitnya 1/2 (setengah)
dari jumlah Cabang, untuk membicarakan dan memutuskan masalah mendesak

dan penting, yang penanganannya tidak dapat dltunda hingga Kongres yang

berikutnya.

Selama Pengurus Daerah dan Pengurus. Cabang karena sesuatu hal belum
berbentuk atau belum ada, maka kongres dapat diadakan atas permmtaan sedikit-
dikitnya 2/3 (duapertiga) dari anggota biasa.

6. Prosedurpenyelenggaraan Kongres Luar Biasasama seperti penyelenggaraan
Kongres. '

7. Tema dan acara Kongres ditetapkan dalam rapat Pleno Yang Diperluas
dari Pengurus Pusat, yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres.

8. Undangan untuk mengadiri Kongres harus sudah disampaikan sccara
tertulis oleh Pengurus Pusat meladui Pengurus Daerah kepada setiap anggota,
dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Kongrcs sclambat-lambatnya |
(satu) bulan sebelum Kongres diadakan.
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a.3. Apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah dan
atau Ketua Pengurus daerah dapat diadakan rapat-rapat gabungan antara
Dewan Kehormatan Daerah dan Pengurus Darah. -

b. Semuarapat-rapat hanya sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah
anggota Dewan dan bagi rapat gabungan apabila oleh lebih dari seperdua
Jjumlah masing-masing anggota Dewan.

¢. Rapat-rapat intern Dewan diketahui oleh Ketua atau Wakil Ketua dan bagi
Dewan yang tidak mempunyai Wakil Ketua oleh Ketua atau Sekretaris.

d. Rapat-rapat gabungan antara Dewan dan Pengurus dipimpin secara ganti
berganti oleh Ketua Dewan atau Ketua Pengurus, untuk pertama kali oleh
Ketua Pengurus atau Ketua Dewan, demikian seterusnya;

e. Dalam semua rapat-rapat Dewan, masing-masing anggota berhak
mengeluarkan satu (1) suara,

f. Apabila suatu rapat tak dapat dicapai korum, maka diadakan rapat untuk
kedua kalinya, sedikit-dikitnya lima (5) hari sebanyak-banyaknya tujuh (7)
hari setelah rapat pertama.

Apabilarapat kedua tidak mencapai korum, maka rapat kedua ini dilangsungkan
tanpa memperhatikan jumlah yang hadir.

g. Dari semua rapat-rapat dibuat risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat.
18. Dewan Kehormatan Daerah harus memberikan keputusan selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pengaduan diterima.

19. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, semua data
fakta dan bukti-bukti dan setelah mendengar pihak-pihak yang berhubungan
dengan kasus yang bersangkutan, maka Dewan Kehormatan Daerah mengambxl
keputusan, yang dapat berupa :

a. menolak atau

b. menerima pengaduan dan kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan,
bahwa suatu pelanggaran telah terjadi atau tidak terjadi;

¢. mengeluarkan peringatan atau tegoran kepada anggota yang bersangkutan;

d. mengusulkan kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Dewan
Kehormatan Pusat untuk mengambil tindakan terhadap anggota yang
melakukan pelanggaran Kode Etik berupa pemberhentian sementara sebagai
anggota H.N.I,; . .

e. usul pemberhentian sementara harus memuat: jangka waktu lamanya
pemberhentian sementara;
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a.

maupun tindak pidana khusus seperti korﬁpsi dan lain-lain dan sekali-kali
anggota Dewan Kehormatan tidak boleh memperlakukan atau menggunakan
suatu kasus sebagai bahan pengunjingan atau sebagai bahan pembicaraan
apabila pembicaraan resmi dengan pihak-pihak yang tidak berwenang.
16. Dalam menjalankan tugasnya :
Dcwan Kehormatan Daerah mengadakan hubungan :
a.1. di Daerahnya sendiri :
secara langsung dengan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan
Pengadilan Negeri.
a.2. di luar Daerahnya :
a.2.]1. secara langsung dengan Pengurus Daerah Dewan Kehormatan
Pusat dan Pengurus Pusat.
a.2.2. Melalui Dewan Kehormatan Daerah dari lain daerah itu, dengan
Pengadilan Negeri di lain Daerah.
a.2.3. Melalui Dewan Kehormatan Pusat dengan Departemen Kehakiman
atau Mahkamah Agungdan/atau Instansi manapundiluar Himpunan.
a.3. di dalam dan di luar daerahnya, dengan semua pihak yang berkaitan
dengan kasus yang sedang ditanganinya.

. Dewan Kehormatan Pusat mengadakan hubungan :

b.l. langsung dengan :
b.1.1. Semua tingkatan pengurus dilingkungan Himpunan dengan
sepengetahuan pengurus yang ada di atas pihak yang dihubungi.
b.1.2. Tingkat Pusat dari semua instansi di luar Himpunan baik instansi
Pemerintah Sipil/Departemen-departemen maupun Militer dengan
sepengetahuan Pengurus Pusat Himpunan.

b.2. Melalui Pengurus Pusat instansi yang bersangkutan dengan Pengurus
Daerahinstansitersebut dengan sepengetahuan Pengurus Pusat Himpunan.

17. Rapat-rapat diadakan oleh :
Dewan Kehormatan Pusat dilingkungannya sendiri :

a.l. Apabiladipandang perlu oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat dan atau
salah seorang Ketua Pengurus Pusat, dapat diadakan rapat gabungan
antara Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.

a.2. Dewan Kehormatan Daerah dilingkungannya sendiri.

20
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9. Setiap anggota Himpunan berhak untuk hadir dalam Kongres dan
mcngeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul; setiap anggota biasa berhak
memberikan satu suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan
sebagai kuasa; hanya anggota biasa yang berhak mendapat kuasa dari anggota
biasa. . ' '

10. Pengurus Pusat dapat mcngundang para pejabat dari instansi-instansi
dilingkungan Pusat dan Dacerah serta Badan-Badan dan orang-orang tertentu
untuk hadir dalam Pembukaan dan Penutupan Kongres.

I1. Kongres dipimpin oleh suatu Presidium terdiri dari Kctua-Ketua
Pengurus Daerah yang akan memilih diantara mereka dan menetapkan siapa-
siapa diantara mereka yang mcnjabat sebagai Ketua dan Sckretaris Presidium
tersebut. ’

12. Tata tertib ditetapkan olch Panitia Pelaksana Kongres untuk disahkan
oleh Kongres. _ : .

13. Kongres adalah sah apabila dihadiri atau diwakili oleh labih dari
sclengah jumlah anggota biasa Himpunan dengan tidak mengurangi ketentuan
Anggaran Dasar yang menentukan korum tersendiri untuk hal-hal terteéntu.

14. Semua keputusan dalam Kongres diambil dengan cara musyawarah,
apabiladengan caratersebut tidak dapat diambil keputusan, maka akan diadakan
pemungutan suara dan keputusan diambil atas dasar suara terbanyak biasa.

15. Kongres akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :

a. Penilaian atas pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat
dan Dewan Kechormatan Pusat mengenai pelaksanaan ‘tugasnya masing-
masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pcrtzinggung-
Jawaban mengenai keuangan Himpunan oleh Pengurus Pusat.

b. Usul-usul dari Pengurus Pusat/Pengurus -Daer_ah'/Pehgurus Cabang dan hal-
hal lain yang dianggap penting.

c. Garis besar program kerja per kelompok.

d. Pemilikan dan penctapan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan pusat dari
calon-calon yang diusulkan dalam rapat pleno yang diperluas dari Pengurus
Pusat yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang kongres.

f. Pengangkatan anggota luar biasa, apabila ada.

-g. Pemecatan anggota' yang diberhentikan sementara oleh Pengurus Pusat

berdasarkan Pasal 4 ayat 3 dan 4; atau pembatalan pemberhentian sementara.

13 .
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Keputusan di luar kongres

Pasal 12

Dipersamakan dengan keputusan, adalah keputusan yang diambil di luar

Kongres dengan syarat :

a. Pengurus Pusatmempersiapkkan rencana keputusan tersebut untuk sefanjutnya
dikirim dengan surat tercatat kepada seluruh anggota Himpunan melalui
Pengurus Dacrah dan pengurus Cabang; bilama diperlukan akan disertai
dengan penjelasan dari Pengurus Pusat.

b. Pengurus Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sctelah diterimanya mengirim ke
Pengurus Cabang, Pengurus Cabang dalam waktu 3 (tiga) hari mengirim ke
anggota biasa.

Anggota biasa tiap-tiap cabang sudah harus memberi Jjawaban "Ya” atau
"tidak™ pada rencana keputusan tersebut kepada Pengurus Cabang.
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Pengurus Cabang harus
sudah mengirimkan jawaban pernyataan tertulis dari para anggota biasa
untuk mengirimkannya ke Pengurus Daerah secara tertutup yang kemudian
mengirimkannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ke Pengurus Pusal.

¢. Rancangan keputusan menjadi keputusan yang sah, apabila 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah anggota biasa Himpunan menyatakan persctujuan secara tertulis
atas rancangan keputusan yang dimaksud.

d. Pengurus Pusat harus menyampaikan hasil keputusandiluar Kongres tersebut

kepada segenap anggota Himpunan melalui Pengurus Daerah dan Pengurus

Cabang selambat-lambatnya dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak
pengiriman rencana keputusan tersebut.

Musyawarah daerah

Pasal 13

l. Musyawarah daerah adalah rapat para anggota dari segenap cabang
Himpunan dalam daerah kepengurusan Pengurusan Daerah yang bersangkutan.

2. Musyawarah Daerah diselenggarakan olch Pengurus Daerah bersama
Panitia Pelaksana Musyawarah yang dibentuk oleh pengurus Daerah.

3. PanitiaPelaksana Musyawarah Dacrah bertanggung jawab kepada pengurus
Dacrah mengenai teknis pelaksanaan dari Musyawarah Daerah.

14
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¢. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberhentikan sementara
anggota Himpunan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, sebagai
anggota Himpunan.

14. Dewan Kehormatan Daerah mengambil tindakan atas prakarsa scendiri
atau setelah menerima pengaduan dari seseorang atau sesuatu pihak yang jelas-
jelas menyampaikan secara tertulis ataupun secara lisan penjelasan tentang
bentuk, sifat dan/atau keterangan-keterangan lain mengenaiapayang dianggapnya
sebagai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh
seorang anggota Himpunan;

a. apabilalaporandisampaikan secaralisan, maka anggotaDewan yang menerima
laporan membuat Risalah selengkap-lengkapnya dan membubuhkan hari,
tanggai dan jam terimanya laporan dan tandatangannya bila mungkin, juga
tanda tangan pelapor.

b. Dewan Kehormatan Daerah atas prakarsanya sendiri atau setelah mencrima
laporan sebagaimana tersebut di atas wajib mengadakan pengumpulan data
maupun fakta mengenai peristiwa yang diketahuinya, baik dengan cara
memanggil atau mengunjungi/mendatangi anggota yang bersangkutan.

¢. Pertemuan dengan anggota sebagimana dimaksud dalam b. ayat ini dihadiri
oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Kehormatan Daerah.
Dalam keadaan luar biasa pertemuan dengan anggotatersebutdapatdilakukan
oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan. :

d. Dari pertemuan termaksud di atas ini oleh Dewan Kehormatan Daerah dibuat
risalah yang ditandatangani oleh Dewan Kehormatan Daerah dan sedapat
mungkin oleh anggota Himpunan yang bersangkutan.

Apabila anggota tersebut tidak bersedia, baik secara tegas-tegas, maupun
secara diam-diam, menandatangani risalah tersebut, maka perihal tidak
kesediaannya itu dicatat dalam risalah.

15. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan
Komisaris harus :

a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang
bersangkutan, )

b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan dengan anggota yang bersangkutan,

¢. Merahasiakan segala apa yang diketahui dan dilakukannya, terkecuali
perbuatan tindak pidana yang dilakukan anggota baik tindak pidana umum,
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Dewan Kehormatan Daerah, tergantung dari jumlah anggota Himpunan
dalam daerah tertentu, mempunyai paling sedikit tiga (3) paling banyak tujuh (7)
orang anggota, yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang
anggota.

Apabila Dewan Kehormatan Daerah mempunyai 4 (empat) orang anggota
atau lebih, maka Dewan tersebut mempunyai seorang Wakil Ketua.

8. Dua (2) orang anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah Notaris, sedang
sclcbihnya adalah Mantan Notaris.

Apabila Dewan Kehormatan Daerah mempunyai 5 (lima) orang anggota atau
lebih, maka 2 (dua) orang diantaranya adalah Notaris selebihnya adalah Mantan
Notaris.

9. Masa jabatan para Anggota Dewan Kehormatan Pusat ialah sama dengan
masa jabatan Pengurus pusat dan masa jabatan Dewan Kehormatan Dacrah
adalah sama dengan masa jabatan Pengurus daerah.

10. Seorang anggota Dewan Kehormatan dapat dipilih/diangkat kembali
sebanyak satu (1) kali sebagai anggota Dewan Kehormatan, terkecuali dengan
sudah terpilihnya mereka sebagai anggota Dewan Kehormatan sebanyak 2 (dua)
kali, jabatan anggota Dewan Kehormatan menjadi lowong atau kurang dari 3
(tiga) orang.

11. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat 7 pasal ini maka
sampai diangkat anggota Dewan Kehormatan Pusat, atau anggota Dewan
Kehormatan Daerah baru, keseluruhan anggota Dewan Kehormatan Pusat atau
Dewan Kehormatan Daerah yang masih ada, merupakan Dewan Kehormatan
Pusat atau Dewan Kehormatan Daerah yang sah, walaupun jumlah anggotanya
kurang dari apa yang ditentukan di atas.

12. Seorang anggota Dewan Kehormatan tidak boleh merangkap sesuatu
jabatan kepengurusan Himpunan.

13. Dalam rangka menjalankan dan melaksanakan tugasnya, Dewan
Kchormatan Daerah berwenang untuk :

a. memberikan dan menyampaikan usul-usul dan saran-saran yang ada
hubungannya dengan masalah Kode Etik Notaris termasuk tentang masalah
keluhuran martabat dan jabatan Notaris, kepada Pengurus Daerah dan/atau

. Pengurus Pusat, baik diminta maupun tidak diminta;

b. Memberikan peringatan atau tegoran, baik secara tertulis atau dengan lisan
kepada anggota Himpunan yang melakukan pelanggaran atau melakukan
perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik;
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4. Dalam Musyawarah Dacrah akan dibicarakan dan diputuskan tentang :
a. Penilaian atas pertanggungan jawaban yang disampaikan Pengurus Dacrah
dan Dewan Kehormatan mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing
selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pcrlanggung jawaban
mengenai kcuangan olch Pengurus Daerah.
b. Program kerja untuk dacrahnya yang merupakan penjabaran program kerja
yang disesuaikan dengan kondisi sctempat.
¢. Usul-usul Pengurus Dacrah/Pengurus Cabang dan hal-hal yang dianggap
penting.
5. Musyawarah Daerah harus diadakan untuk pertama kalinya sciambat-
lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak selesainya Kongres dan

‘acara pokok Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Dacrah scrta Dewan

Kehormatan Daerah.

6. Musyawarah Daerah dapat diadakan sewaktu-waktu dianggap perlu oleh
Pengurus Daerah atau atas usul Pengurus Pusat atau Pungurus Cabang yang telah
mendapat persetujuan sedikitnya oleh 1/2 (setengah) jumlah Pengurus Cabang
yang ada dalam Daerah Tingkat 1 yang bersangkutan, untuk membicarakan
masalah yang mendesak dan penting, yang penanganannya tidak dapat ditunda
sehingga Musyawarah Daerah yang berikutnya.

7. Undanguntuk menghadiri Musyawarah Daerah Pengurus sudahdisampaikan
secara tertulis oleh Pengurus Daerah, melalui Pengurus Cabang kepada setiap
anggota, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah, selambat-
lambatnya I (satu) bulan sebelum Musyawarah Daerah diadakan.

8. Setiap anggota Himpunan berhak untuk hadir dalam Musyawarah Daerah
dan mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul setiap anggota biasa berhak
memberikan satu suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan
sebagai kuasa. '

Hanya anggota biasa yang berhak mendapat kuasa dari anggota biasa.

9. Pimpinan Musyawarah Dacrah terdiri dari Kectua-Ketua Cabang dan
berbentuk Presidium dan mengangkat diantara mereka dan Sekretaris.

10. Tata tertib ditetapkan oleh Panitia Pelaksanaan Musyawarah Daerah
untuk disahkan oleh Musyawarah Daerah.

11. Musyawarah Daerah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2
(setengah) anggota biasa Hlmpunan yang berada dalam cabang-cabang dari
Daerah yang bersangkutan.
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12. Apabila korum yang ditetapkan sudah lercapai, maka musyawarah
diundur untuk selama 24 (dua puluhempat) jamdan apabila sesudah pengunduran
itu korum belum juga tercapai Musyawarah dian ggap sah dan dapat mengambil
keputusan-keputusan yang sah, asal saja anggota yang hadir semula tetap hadir.

13. Semua keputusan dalam Musyawarah Daerah dilakukan dengan cara
musyawarah, apabila dengan cara tersebut tidak dapat diambil keputusan, maka
diadakan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.

Rapat Anggota
Pasal 14

1. Rapat anggota adalah rapat anggota cabang yang bersangkutan.

2. Rapatanggota diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

- 3. Rapat anggota diadakan sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

4. Rapat anggota dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap
perlu oleh Pengurus Cabang atau atas permintaan sedikitnya 1/2 (setengah) dari
anggota cabang yang bersangkutan.

5. Undangan untuk menghadiri Rapat Anggota harus sudah disampaikan
secaratertulis oleh Pengurus cabang kepada sprfap anggota,dengan menyebutkan
tempat, waktu dan acara rapat selambat-larﬁbatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diadakan. :

6. Setiap anggota Himpunan berhak untuk hadir dalam rapat anggota dan
mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul; setiap anggota biasa berhak

memberikan suatu suara untuk dirinya sendiri, disamping suarayang dikeluarkan -

sebagai kuasa.

Hanya anggota biasa yang berhak mendapat kuasa dari anggota biasa.

7. Rapat dipimpin oleh Ketua Cabang yang bersangkutan atau wakilnya.

8. Rapat anggota adalah sah apabila dihadiri sedikitnya setengah dari jumlah
anggota cabang yang bersangkutan.

9. Apabilakorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka rapat diundur 1 (satu)
Jam dan apabila masih juga tidak memenuhi korum tersebut, rapat dianggap sah
- asal saja anggota yang hadir semula tetap hadir.

0. Pemungutan suara dalam rapat dilakukan dengan cara musyawarah,
apabila dengan cara tersebut tidak dapat diambil keputusan, maka diadakan
pcmungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.
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11. Dengan rapat anggota dibicarakan dan diputuskan dengan : _
a. Penilaianatas pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Cabang
mengenai Pelaksanaan tugasnya selamamasa jabatannya sérta atas perhitungan
pertanggungjawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Cabang.
b. Membicarakan usul-usul anggota dan hal-hal lain yang dianggap penting.
¢. Pengangkatan pengurus Cabang.

BAB IV

Dewan Kehormatan

Pasa@

1. Himpunan mempunyai Dewan Kehormatan padatin gkat Pusatdan sedapat-
dapatnya pada tingkat Daerah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan
Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah.

2. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Himpunan yang berdiri
sendiri, dalam arti tidak ada di bawah tetapi juga tidak di atas Pen gurus Pusat dan
yang mempunyai tugas untuk membimbing dan mengwasi pelaksanaan Kode
Etik Notaris dan lain-lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat
3 anggaran dasar.

3. Dewan Kehormatan merupakan badan yang bersifat otonom di dalam
mengambil keputusan-keputusan pada tingkat masing-masing, tetapi dalam
lain-lain hal harus bekerjasama dengan Pengurus Himpunan. _

4. Dewan Kehormatan Pusat atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kongres, sedang Dewan Kehormatan Daerah bertanggung jawab kepada
Musyawarah Daerah.

5. Paraanggota Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh Kongres, sedang para
anggota Dewan Kehormatan Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah dari para
Notaris yang bertempat kedudukan dan para mantan notaris yang bertempat
tinggal di wilayah Himpunan yang bersangkutan.

6. Notaris yang dapat dipilih sebagai Dewan Kehormatan ialah Notaris yang
sclama memangku jabatan scbagai anggota Dewan Kehormatan tidak akan
berakhir masa jabatannya sebagai Notaris.

7. Dewan Kehormatan Pusat mempunyai lima (5) orang anggota, terdiri dari
seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan dua (2) anggota.
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HIMPUNAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMBINAAN
.- ORGANISASI KEKUATAN SOSIAL POLITIK, ORGANISASI
i ¢ KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

£

DIREKTORAT PEMBINAAN MASY/
DIREKTORAT JENDERAL SOSIAL P@LITIK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI"
1996/1997




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
~ TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN V-
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya
adalah pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya dan
‘pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan
Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau
berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya
dan kepercayaannya masing-ma.siixg dijamin oleh Undang:
Undang Dasar 1945; o
b, bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud da-
lam huruf a memerlukan upaya untuk terus meningkatkan
keikut sertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat In-
donesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehi-
- dupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Un-
dang Dasar 1945;
¢c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk
menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyara-
kat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan
yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan
secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan
masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Da-
sar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan
kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan na-
sional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus men- .
jamin tercapainya tujuan nasional;
-4 d. bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasya-
i rakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan
pula dengen usaha pemantapan penghayatan dan pengamal-
an Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
: dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila,
b maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Panca-
sila sebagai satu-satunya asas,
¢. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka da-
lam rangka meningkatkan peranan Organisasi Kemasyara-
_ katan dalam pembangunan nasional, dipandang perly untuk
menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang.

] Rt ., (R - -~ S ES R
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Mengingat

Menatapkan

1. Pasal 5 ayat (1), Paszal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undan;
Undang Dasar 1945;
. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo.

neéxa"\o-nor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan
r\egara

tJ

Dengan‘ persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik In -
donesia,

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASY A-
RAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiem Undang-undang ini vang dimaksud dengan Organisasi

Kemasyarekatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakz: Warganegarz Repub...\ Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan keg)at f, profesi. fingsi, agama, dan ke
percayzan terhadap Tuhas 12 Esa, untuk berperan-

serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan na-
siona! dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

BAB o
ASAS DAN TUJUAN

_ Pasal 2
(1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai
satu-satunya asas.

(2) Asas sebagaimana dimaksud ‘dalam ayat (1) adalah asas
dalam kehidupan bermasvarakat. berbangss, dan bernege-
1a. ’

Pasal 3

Crizanisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan raasing-masing
sesual Gengan sifat kekhususannys dalam rangka mencapai
tujuan nasional sebagaiinana termaktud dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negars Kesatuan
Rupuhl k Indonesia.

Penegakan Hukum..., Sit

Pasal 4

Orzanisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya.

BAB IN o

FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

. Pasal §

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai:
a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya,
t. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanva dalam
- uszha mewujudkan tujuan ‘organisasi;
¢. wadah peranserta dalam usaha mensukséskan pembanguna
nasional; :
sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarzna komu-
nikasi sosial timba! balik antar anggota ‘'dan/atau antar Or.
vanisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasva-
rakatan dengan organisasi kekuatan sosia! politik. Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

(2%

Pasal 6

- Organisasi Kemasyarakatan berhék

a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tu3uan organisasi;
b. mempetahankan hak h]dupnya sesuai dengan tujuan organi-
sasi.

Pasal 7

Orgzanisasi Kemasyarakatan berkewajiban:

a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggs;
b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945;
¢. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Pasal §

Untuk lebih berperan-dalam mejaksanakan fungsinya, Qrgani-

*sasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah penihinaan
dan pengembangan yang sejenis.. '



BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

et Pasal 9
' Setiapi'sérggnegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota
O.rganigz'isi‘l(emasyarakatan‘

Pasal 10

Ielllpa kedudukm‘ le“ uru atau iengdxu) I\lSdt -)X 15381
b

t 8 3 an

Ke"lasy a’aka‘an dlte‘apkall dala“l Angga[an DaSal '-l) a.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 11° '
Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

a. iuran anggota: ‘ o
b. sumbangan yang tidak mengikat;

c. usaha lain yang sah. o
BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 12

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi
Kemasyarakatan.

" (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana Adimaksud dalam
L'~ ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 13

ot : Pusat
- Pemerintah dapat mermbekukan Pengurus ‘.nau. Pengurusrakat.
Or'ganisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasya

an:

tiban umum;

i i ) jui me-
" b. mencrima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pe

rintah;

" ¢. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan ke-

pentingan Bangsa dan Negara.

4 melakukan kegiatan vang menggangeu keamanan dan keter-

Penegakan Hukum..., Siti
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" rintah.

Pasal 14

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengufusnya dibeku.
Kan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organi-
sasi yang bersangkutan. '

Pesal 15

Pemerintah dapat mémbubar_kan Organisasi Kemasyarakatan
yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3,
Pasai 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18..

Pasal 16

Pemerintah membubarkan Organiassi Kemasyarakatan yang
mengznut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau
zjaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham,
~atau ajaran fain yang bertentangan dengan Pancasila dan Un-

dang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk d

an perwujud-
annya. .

" Pasal 17

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyara-
~ katan sebagaiman_a. dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal
13, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

‘BAB VI

Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyara-
Katan yang sudah ada diberi kesempatan untuk rﬁenyesuaikan
diri dengan kezcn;uan Undang-undang ini, yang harus sudah
diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) 1ah

] un setelah tanggal
mulai berlakunya Undang-undang ini.

. BABIX
KETENTUAN PENUTUP

L e TN
( Pasai 19 7

Pelaksaraan Undang-



Pasal U 7

Undang-undang ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

. Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengun-
g;f:,danganjiUndang‘undang ini dengan penempatannya dalam
""Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ‘
ud
SOEHARTO

Diundzngkan di Jakarta-
pada tanggal 17 Juni 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 44

Penegakan Hukum..., Siti B nisa, FH UI, 2008
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu
dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masya-
rakat Indoresia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut di atas,
maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila.

Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat
dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasioral
menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warganegara
Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamal-
an Pancasila, maka keberhosilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan ke-
setiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila. '

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar.
Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat

- pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan

pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga
merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.
Dalam kerangka inilah Ictak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatar,
sehingga pengaturan sertz pembinaannya perlu diarahkan kepada percapaian
dua sasaran pokok, yaiiu: :
1. terwujudnye Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendi-
dikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah:
a. makin mantapnys kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyara-
kat indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan na-
sional. :

terwujudnya Orgarisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan
secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi
masyarakat Warganeg2ra Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya
dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pa-
sal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

FH Ul, 2008




ila, dan tujuan seria
Oleh karena pembangunan n'merupak“lﬂ p;ng;t:;l':‘af::‘ C&?;,ganegara Republik
R manusia dan seluru 0 jsasi Kemasya-
subyekaye :r?:l::r Pancasila, maka adalah wajar bdamamsgsrgd?llas; kehidupan
Indonesia ¥y '~'- o bagai satu-satunya a X
: iadi Pancasila sebagal sional
rekaten ]uf:atm i?ft?aﬂ;z:a - dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasi
bermasyaraxat, do¢ibdl » R .
' u;rtuk mencapai masyarakat Pancadl berlandaskan Pancasila, maka agama dan
" M . S 2]
; ublik Indonesia yang berianda motivasi dan
Dalam N?garief:}:;)dap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumb:fat terhormat.
kepcrcay;mgi para‘pemeluknva. dan mendapat tempat yang sang
inspirasi ba ‘

. feaci syarakatan
. agi Organisasi Kemasyar
. ;agai satu-satunya asas bagi . gkin
ancasila sebagai 3a o . ma tidak mun
P_enﬂg«agefmi Pancasila akan menggantikan agama. e a%\ailai Organisasi Ke-
u.ddkl - - antara xaduanya tidak ada pertentengan . s fujuanhya
dipancasilakan; dibentuk atas dasar kesamean againd menetapkan &
iben :

masyarakatan yang ngmasing sesuai dengan sifat kekhu-

. -« dalam program masi
e memazark;:ir::?g:ndidmr;kgn imér-.'mgkat den meluasn}'aYPem‘i&a:f:rg; ?a?:xi
susannya. dan ‘ . terhadap Tuhan Yang i ,
- n dan kepercayaan A jdupan sosial
kehls:p&’;i:r?agl;:l:abajk'dalam kehidupan pribadi maupun kehidup
semaxin '

kemasyarakatan. ) s
d dang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwuj

Undang-un , ' .

k:giatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya

Dengan Organisasi Kema i e-
' ‘ skan Pancasila, yang mampu m¢
ganisasi syarakatan yang berasa y "X
mng,kg tkamr keik ux retéan secara aktif manusia dan selurch mastyarakata I:;lmi 3
o be gu;S:n nasional, maka perwujudan tujuan nasional dapat dipe
dalam pemban nal,

cepat.
PASAL DEMI PASAL

o iri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adala};kl;issv)::
S rP;)bemuka'n dan keanggotaannya. Anggota masty.ar oot
P pglik Indonesia bebas untuk membentuk, mf:mllhh, kalx:j g
g ¢ Repu0 anisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kec~ tai
N dal'am k'rf berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan eoxaE a,
anotf)::im?i{lagrsi& :g’ama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
pr , fungsi, .

| satu atau lebih dari satu sifat
: isasi arakatan dapat mempunyal satu atau i fat
N Ki:?)fgyaimana dimaksud daiam pasal ini, yaitu chsama L;xa}l::gé:a'
kekh\:;‘;::;‘ fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
an\ p ) Al .4

g ‘ ‘ ) s i { S ar la ‘:le 3“gg' ta
O . N ] . ] | . l ] ] ta
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dari Warganegara Republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk da-

lam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal iy, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang
undang ini.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh pemerintah seperti Praja
Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
dan lain scbagainya, serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh
anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang bergerak dalam
bidang perekonomian seperti'kOperasi, perseroan terbatas, dan lain sebagai-
nya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagai-
mana dimaksud dalam pasai ini.
Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai peng-
amaiain Pancasila, organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban
untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan mengamalkannya
dalam setiap kegiatan,

Pasal 2

Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata “dasar”, landasan”,
“pedoman pokok”, dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang
sama dengan asas.

Yang dimaksud dengan "Pancasila” jalah yang rumusannya tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus
dipegang teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memper-
juangkan tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing-
masing.

Pasal 3

Setiap Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-

sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepa
ketentuan Undang-undang ini.

masing, yang
da ketentuan-

Berdasarkan tujuan tersebut di atas Organisasi Kemasyarakatan dapat mene-
tapkan program kegiatan yang dikehendaki. Yang penting adalah, bahwa
tujuan dan program yang dikehendaki dan ditetapkarinya itu harus tetap
berada dalam rangka s :neapai Tujuan Nasional

Yang dimaksud dengan “tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan Unddrg-Undang Dasar 1945 ialah "melindungi segenap bangsa
Indenesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejah-
teraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan ke-
adilan sosjal”,

foetia Annisa, FH Ul, 2008




Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5§

Huruf a : .
Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat ke-
khususannya masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi
Kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepen-
tingan para anggotanya.

Huruf b
Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan
anggotanya merupakan tempat penempaan kepemimpinan dan pening-
xatan keterampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan di
segala bidang.

Huruf ¢
Pembangunan adzlah usaha bersama bangs2 untuk mencapai masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oieh karena itu Organisasi Ke-
masyarakatan sebagai wadah peranseria anggota masyarakat, merupa-
kan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Dengan tidak mengurang kebebasannya untuk lebih berperan dalam mie-
laksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu
wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan
kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa. . :

Yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang
sejenis” ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis. seperti untuk Orga-
nisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Ko-
mite Nasiona' Pemuda Indoneésia (KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan
tani dalam wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunsn Tani Indo-
nesia (HKTI), dan lain sebagainya.

Penegakan Hukum,

. Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rangka
membimbing, mengavomi, dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan ke
arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat
Undang-undang ini.

- Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15

Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus
Pusat dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah.

Yang dimaksud dengan "Pemerintzh” dalam pasal-pasal ini adalah Pemerin-
tah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaigu Bupai/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat I1. :

Wewenang membekukan daﬁ membubarkan tersebut berada pada:

a. Pemerntah Pusat bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup
keberadaannya bersifat nasional; : . '

b. Gubernur bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberada-
annya terbatas dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan;

c. Bupati/Walikotamadya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang ling:
kup keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang
bersangkutan, .

Pembekuan dan pembubaran dapat dilakukan setelah mendengar keterangan
dari Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang ber-
sangkutan dan setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari
Mahkamah Agung untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi
dan tingkat Kabupaten/Kotamadya setelah memperoleh pertimbangan dari
instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari semua
segi, bersifat mendidik. dalam rangka pembinaan yang positif, dan dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembubaran merupakan upaya terakhir

isa, FH Ul, 2008




Pasai 16

Y ang Jiniaksud Gengan idecieg. paham, atau ajdian fain yang berientangsi
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1943 daian segals bentuk dan
perwujudannya’ ialah segala iGeologi, paham, atau ajaran ) ang bertentangan
dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. dasar niegara, dan ideologi
nasional, serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perun-
dang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus
badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-keten-
tuan Undang-undang ini, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan
tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal
mulai berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan keten-
tuanketentuan Undang-undang ini.

Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di
atas tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasio-
nal tentang badan hukum.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3298

oo esTCRS

Penegakan Hukum...,

B+ Ui, 2008
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA /
NOMOR 18 TAHUN 1986 4
B TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 3 Tahun
1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dipandang perlu me-
ngeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan
pelaksanaan Undang-undangxersebut;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

Mengingat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TEN-
TANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TA-
HUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

‘Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

| Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Orga-
nisasi Kemasyarakatan. '
isa, FH Ul, 2008




(2]

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

.. Organisasi Remasvaradarn adalah sebagaimang dimaksis dalum Pass® |

Undang-undang. . -

Pemeriniah adalah, Pewerintah Pusat. Pemerintsh Dueral: Tngha: ! adalah

Gubernur Kepala'Daerah Tingkat | dan Pemeriniah Dacrah T.ngkat Il adalah
a'Kepala Daerah Tingkat 11.

liap bentuk upaya untuk membimbing. mengayomi dan

mendorong:organisasi kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang schat dan

mandiri, mampu berperanserta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan

tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Pembinaan ‘umum adalah pembinaan di bidang politik dalam rangka meman-

tapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa. dan bernegara ber-

dasarkan vPaxicasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin persatuan

dan kesatuan bangsa, berperanserta secara aktif dalam pembangunan na-

sional sebagai pengamalan Pancasila. .

Pembinaan tehnis adalah pembinaan yang berkaitan dengan sifat kekhususan

organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

BAB II ,
PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 2.

Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela dapat

membentuk organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profe-

si, fungsi. agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Organisasi kemasyvarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnva membzritahu-
kan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberada-
annva. :

Pemberitahuun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selainbat-lambatnya 2
(dua) bulan- sejak :anggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus.

Pasal 3
Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar.
Dalam pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dicantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan tujuan organisasi se-
suai dengan sifat kekhususannya.
Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) tidak dibenarkan mencantumkan kata lain seperti
dasar, landasan, pedoman pokok, atau kata lain yang dapat mengaburkan
pengertian asas tersebut. ’ ' ’

Penegakan Hukum..., Siti*§

frerer rvesuoboets oLl cndieiadillG CHMAROUL wdiuals Ay dl Vo) dudiast! nUNaun
calam kegiatan. proiesi. {ungsi. agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Ese. dai tidak dibenarkan dicantumkan dalam pasal ziau bab
tentang Asas.

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakatan dapat mene-
tapkan program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai
dengan sifat kekhususannya.

Pasal §

Pemerintah melakukan penelitian berkas surat pemberitahuan dalam hubungan-
nya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB I
FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal S Un-
dang-undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan:
a. rapat, lokakaryz, seminar, dan pertemuan lain-lain;
b. pendidikan dan latihan keterampilan:
- c. pelayanan masyarzkat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain:
d. kegietan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan per-
undang-undangzn yang berlaku.

(2) Untuk mencapai rujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya.
organisasi kemasyarakatan berhak: _ _

a. menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan ber-

bagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;

b. membela dan menjunjung nama baik organisasinya dengan befbagai

kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.
(3) Organisasi kemasyarakatan berkewajiban:

a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

b. menghayati, riengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-
Undang Dasai 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggota-
nya dalam pelaksanaan Penataran P-4;
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan-
kepentingan nasional diatas kepentingan perorangan maupun golongan.

[¢]
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KEANGGULAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1) Anggota organisasi kemasyarakatan pada dasarnya terdiri atas warganegara

Republik Indonesia.
(2) Hal-hal mengenai keanggotaan organisasi kemasyarakatan ditentukan dalam

Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakat-
an yang bersangkutan.

Pasal 8

Organisasi kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daI.'-
tar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan di-
tetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Struktur Organisasi dan susunan kepengurusan diatur dalam Anggatan Dasar
dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan.

(2) Organisasi kemasyarakatan bersifat mandiri, tidak menjadi anggota organi-

sasi kekuatan sosial politik, serta tidak menggunakan atribut yang sama.
(3) Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakat-
an dltetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang ljngkup' Nasional,
Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan keberadaannya, diatur oleh
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan dapat memasang papan nama dan lambang organisas?
pada semua tingkat kepengurusan yang pengaturannya dilakukan olch Menteri
Dalam Negeri.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 12

(1) Keuangan organisasi kemasyarakatan diperoleh dari.

a. . iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisast kema-

syarakatan yang bersangkutan;

Penegakan Hukum...

cprmeEE s,

b. sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar
- negeri.
¢. usaha lain yang sah.
(2) Bantuan kcuangan kepada organisasi kemasyarakatan yang diperoleh dari
luar negeri harus dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

BAB V1
PEMBINAAN
Pasal 13 .

(i) Guna meningkatkan kegiatar: crganisasi kemasyarakatar, Pemerintah mela-
kukan pembinaan umum dan pembinaan tehnis dalam bentuk bimbingan,
pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organi-
sasi yang sehat dan mandiri.

) Bunbmgan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk.

pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organi-

sasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat me-
laksanakan fungsinya dengan baik.

(3) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan petlindungan hak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan
kreativitas dan aktivitas yang positip, memberikan penghargaan dan kesem-
patan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara
maksimal untuk mencapai tujuan orgamsasx

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan organisasi
kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan
pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

Pasal 15

Pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri, Gubernur, Bupati/Walikotamadya sesuai dengan ruang lingkup keberada-
an organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 16

(1} Pembinaan tchnis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan;
~atau Pimpinan Lembaga non Departemen yang membidangi sifat kekhusus-
an vrganisasi hemasyarakatan yang bersangkutan.
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(2) Pelaksanaan pembinaan leNnis Organisasi KEMmasyarakatan ul udtidu vucku-
kan oleh instansi tehnis di bawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikota-

madya.

Pasal 17

Untuk mempeioleh daya guna dan hasil guna dalam pembinaan umum dan pem-
binaan tehnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Menteri Da-
lam Negeri melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 18

(1) Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu ke-
amanan’ dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing
tanpa persetujuan Pemerintah Pusat danjatau memberi bantuan kepada

pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dapat dibeku-

kan kepengurusannya. -
(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerin-
tah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 19

Kegiatan yang mengganggu keamanan.dan ketertiban umum sebagaimana dirmak-
sud dalam Pasal 18; meliputi:

a. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan,
b. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,

¢. merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditikan Pemerintah;

d. menghambat pelaksanaan program pembangunarn;

e. kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Pasal 20

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan:

a. keuangan;

b. peralatan:

¢. tenaga.

d. fasilitas.

Penegakan Hukum...

Pisal 21

Bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentinigan bangsa dan hegara se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan: '

a. yang dapat merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain;
b. yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan
terhadap keselamatan negara;

yang dapat mengganggu stabilitas nasional;

d. yang dapat merugikan politik luar negeri.

(g

Pasal 22
(1) Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembekuan terlebxh dahulu me-
lakukan tegoran secara tertulis sekurang -kurangnya 2 (dua) kali dengar. jarak

waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus
Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

(2) ‘ Apabila tegoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan da-
lam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat tegoran, Pemerintah
memanggil Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat sesuai dengan
ruang lingkup keberadaannya untuk didengar keterangannya.

(3) Apabila panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi atau
setelah didengar keterangannya ternyata organisasi kemasyarakatan yang
bersangkutan masih tetap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, maka Pemerintah membekukan
Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan
yang bersangkutan. '

(4) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimanz dimaksud dalam
ayat (3):

a. Bagi organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Na-
sional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi
hukum dari Mahkamah Agung.

b. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Propin-
si atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikotamadya
meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang di daerah dan pe-
tunjuk Menteri Dalem Negeri.dengan mengindahkan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku. -

(5) Pembekuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/Waii-
kotamadyva sebagaimana dimaksud "dalam ayat (4) diberitahukan kepada
Pengurus. Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi yang bersangkut-
an serta diumumkan kepada masyarakat..
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Pasai 23

(1) Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Wah-
kotamadya terhadap Pengurus Daerah dari organisasi kemasyarakatan yang
mempunyai ruang lingkup Nasional yang berada di wilayahnya apabiia me-
lakukan tindakan-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20
dan Pasal2l.

(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan
cara yang diatur dalam Pasai 22.

(3) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikotamadya meminta pertimbangan dan
petunjuk Menteri Dalam Negeri.

(4) Menteri Dalam Negeri sebelum memberi pertimbangan dan petunjuk, terle-
bih dahulu mendengar keterangan dari Pengurus Pusat organisasi kemasya-
rakatan yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan
i Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Fisat apabila organisasi kemasya-
rakatan yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembe-

kuannya;

b. mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran
lagi;

c. mengganti Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang mela-
kukan kesalahan tersebut.

(2) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahu-

" kan secara tertulis kepada Pengurus, Pergurus Daerah atau Pengurus Pusat
organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada ma-
syarakat. '

(3) Dengan dicabutnya pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ma-
ka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dcpat melakukan kegiatan
kembali.

Pasal 25

Apabila Pengurus. Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang dibekukan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) masih tetap melakukan kegiatan yang
mengakibatkan pembekuan, organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat
dibubarkan oleh Pemerintah.

Penegakan Hukum...

Pasal 26

(1) Organisasi kemasyarakatan kecuali yang tersebut dalam Pasal 28 yang me-
langgar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang dapat
dibubarkan oleh Pemerintah

) Pcmg:rintah sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu
memberikan peringatan tertulis kepada organisasi kcmisyarakatan yang ber-
sangkutan untuk segera menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan ter-
tulis, organisasi kemasyarakatan tersebut masih belum memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah dapat membubarkan
organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

(4) Sebelum melakukan tindakan pembubaran sebagaimaha dimaksud dalam
ayat (3):
a. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasi-
onal, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hu-
kum dari Mahkamah Agung.

b. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Propin-
si atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikotamadya
meminta pertimbangan dan saran dari instansi yang berwenang di dae-
rah serta petunjuk dari Menteri Dalam Negeri dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/Wali-
kotamadya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada
Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan

yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

(1) Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, me-
ngembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-
Leninisme serta ideologi, paham atau sjaran lain yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwu-
judannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakat-
an yang bersangkutan.

(2) Pembubaran dilakukan dengan memperhatikan. saran dan pertixﬁbangan -

instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundafg-undangan yang
berlaku.
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- “igaiadar KeInasyarakatan tersebut dinyatakan sebaga
organisasi terlarzng.

(4) Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang disam-
paikan secara tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan
tersebut dan diumumkan kepada masyarakat,

LAy

BAB vl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Organisasi kemasyarakatan yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya
Undang-undang, Wwajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah
sesuai ruang lingkup keberadaannya tentang penyesuaian terhidap kete
tuan 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasa] 7 selambatdambatnya tanx@
Juhi 1987, =

(2) Organisasi ke@u&atm yang telah memberitahukan secara tertulis tetapi
temyata belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, -
dan Pasal 7 Undang-undang, oleh Pemerintah diberikan peringatan secara

. tertulis agar menyesuaikan dengan ketentuan dan batas wakty sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

(3) Organisasi kemasyarakatan yang setelah tanggal 17 Juni 1987 tidak mem-
beritahukan secara tertulis mengenai penyesuaian terhadap Pasal 2, Pasal 3,

(4) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan kepada
organisasi yang dibubarkan tersebut dax diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan pelaksanasn Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Men-
teri Dalam Negeri.

Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Diundangkan di Jakarta SOEHARTO

pada tanggal 4 April 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 24
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PENJELASAN
. ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1986 e
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG ORGANISAS! KEMASYARAKATAN

UMUM

Untuk meclaksanizkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatai: agar dapat berlaku secara berdayagura dan berhasilguna di-
tengah-tengah masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut hal-hal mengenai pembentuk-
an, fungsi, hak dan kewajiban, keanggotaan dan kepengurusan, keuangan, pem-
binaan, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan, dan penyesuai-
an bagi organisasi kemasyarakatan yang telah ada.

Pembentukan organisasi kemasyarakatan adalah salah satu perwujudan dari ke-
merdekaan berserikat dan berkumpjl bagi warganegara Republik Indonesia yang
didasarkan atas sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk ber-
peranserta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasils.

Sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan adalah kesamaan dalam kegiatan,
profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan organisasi kemasyarakatan disesuaikan dengan sifat kekhususannya
yang dijabarkan lebih lanjut dalam program-programnya dalam rangka mencapai
Dalam rangks penataan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pembentukan organi-
3 Xemasyarakatan oleh Pengurusnya diberitahukan kepada Pemerintsh.

Delan menjalankan furgsinya untuk mencapai ‘ujuan organisasi, diperlukan
keseimbanzan antara hak dan kewajibannya yang dapat dinertanggungjawabkan,
baik ternadap anggctary2, maupun tethadsp masyarakat, bangsa dan negara.
Keanggotaar orgenisasi kemasyarakstan sdalah bersifat sukarela, yang pelaksa-
nsannya diserahkan kepada organisasi yang bersangkutan, namun demi adanya
tert! administrasi diperlukan pendafiaren anggota.

Dulam pada itu ditilik darirumglingku;kebendnnnynorwﬂndknnuym-
katan dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) kriteria yakni organisasi ke-
masyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, ruang lingkup Propinsi
dan ruang lingkup Kabupatea/Kotamadya. Pengelompokkan dimaksud adalah
dalam ranmgkas pengembangan organisasi kemasyarakatan,

iSetia Annisa, FH Ul 2008




Pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan agar
dapat-tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri, sehingga dapat mem-
berikan pengaruh; positip dalam mendinamisasikan dan meningkatkan swadaya
serta mcndorong‘a&k ativitas masyarakat yang merupakan sumber daya manusia
yang sangat potensial ‘.

Sehubungan deng hal'tersebut di atas maka organisasi kemaSyaxakatan diupa-
yakan berhimpun‘dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

Untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara
serta organisasi kemsyarakatan itu sendiri perlu diadakan sanksi berupa tindakan
pembekuan Pengurus organisasi yang bersangkutan. Pembekuan dimaksud me-
rupakan langkah pertama agar tindakan yang merugikan tersebut tidak berke-
lanjutan.

Apabila tindakan tersebut masih berlanjut maka terhadap organisasi kemasyara-
katan tersebut dapat diambil tindakan pembubaran. Keputusan pembekjan dan
pembubaran diambil setelah mempertimbangkan' semua segi dengan mengindah-
kan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak mencantumkan Panca-
sila sebagai satu<satunya asas dalam pasal Anggaran Dasarnya, tidak menetapkan
tujuan organisasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan
dalam Undang-undang dapat dibubarkan setelah melalui proses tertentu. Bahkan
organisasi kemasyarakatan’yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan
faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, serta ideologi atau faham
atau ajarsn lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dalam setala bentuk dan perwujudannya langsung dibubarkan.

Organisasi kemasyarakatan yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-undang
diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Panl 1
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2 I
Perhimpunan yang bersifat kekerabatan yang mempunyai kegiatan, tu-
juan yang bersifat sementara, serta yang keanggotaannya bersifat. long-

Angka 3
Pemerintah Pusat adalah Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum

Penegakan Hukum..., Siti §

gar, misalnya arisan tidak termasuk pengertian organisasi kemasyarakat-

terhadap organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Tingkat I dan
Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat saja, tidak ter-
masuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 dan Dewan Perwa-
kilan Rakyat Dacrah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
‘Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tah Di Daerah.

Angka 4

Cukup jelas
Angka 5

Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Apabila sifat kekhususan tersebut lebih dari satu, maka organisasi ke-
masyarakatan yang bersangkutan harus menegaskan titik berat sifat

kekhususannya dalam tujuan yang dicantumkan Anggaran Dasar seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 4
Cukup jelas
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Pal §
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (l)

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1}

Warganegara asing yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan
harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-

laku.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelag
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Cukup Jel;s"

Penegakan Hukum..., Siti S

Avat (2)
Yang dimaksud dengan persetujuan Pemerintah Pusat adalah persetu;u
an yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, atau Menteri/Pimpinan
Lembaga Non Departemen lainnya setelah mendengar pertimbangan
" Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3) N

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan wadah pembinaan dan pengembangan yang se-
jenis adalah suatu wadah yang dapat menghimpun organisasi kemasya-
rakatan yang sejenis, tanpa menghilangkan identitas masing-masing organi-
sasi, baik dalam bentuk gabungan, perserikatan organisasi, atau perorangan
yang mewakili unsur dari organisasi yang bergabung, seperti antara lain
KOWANI, KNPI, HKTI.

Berhimpun dalam satu wadah pembmaan dan pengembangan yang seje-
nis sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk memudahkan Pemerin-
tah dalam’ rangka pemberian bimbingan, perlindungan, dan dorongan
tanpa mengurangi kemandirian organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas
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Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayéi ,(2) ,
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal22
Ayat (1y
Cukup jelas

-Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) - -
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 2§
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1) -
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
* Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Penegakan Hukum..., Siti ',isa, FH UI, 2008



Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
 Cukup jelas
Pasal29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3331
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REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

. . : /-Al
. - 2 !
MINISTRASI HUKUM UMUM | Jakarta, /3 Ies lemi, Ccop
/
: , - Kepada Yth.
C?‘(”O-QZ-Q2-249- Sdr. Ketua Badan Pengawas
ran 1 (satu) cksemplar Pasar Modal
a.] Klarifikasi Organisasi , Departemen Keuangan R.I.

Profesi Notaris di -
' J AKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara ‘tanggal 20 Juli 2000

- Nomor : S-1811/PM/2000 perihal Klarifikasi Organisasi Profesi

Notaris, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai
berikut

1. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.05-HT.03.10
Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 Tentang' Pengangkatan dan
Perpindahan Wilayah Kerja Notaris khususnya dinyatakan
di dalam pasal-pasal di bawah ini

Pasal 3 mengenai persyaratan pengangkatan Notaris yang

harus dilampirkan vaitu

- ayat (2) g yang berbunyi : "fotokopi piagam telah lulus
ujian Kode Etik Notaris yang diselenggarakan oleh
Organisasi'Profesi Notaris yang disahkan oleh Organisasi
Profesi Notaris".

- ayat (2) huruf j yang berbunyi. : "surat keterangan dari
Notaris yang menyatakan pemohon pernah mengikuti praktek
kerja atau magang pada kantor Notaris yang bersangkutan
dengan baik tanpa cacat yang diketahui oleh Pengurus
Organisasi Profesi Notaris setempat".

Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi

"Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.04-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pembinaan Notaris tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia ini.

2., Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tersebut”di
atas, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dalam
suratnya yang ditujukan kepada Pengurus ©Pusat Himpunan 
Notaris Indonesia Nomor : C-HT.03.10-02 Tanggal 23 Mei 2000
menyatakan bahwa secara prinsipvtidak keberatan terhadap
keberadaan Himpunan Notaris Indonesia (HNT) sebagai
Organisasi Profesi Notaris di Indonesia.

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH Ul, 2008



Demikianlah penjelasan yvang dapat kami berikan dan atas
kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

A.n., MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM 1H,
REPUBLIK INDONESIA

_ DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

/5 [proF, 1 S'R'{é‘ﬁ:ﬁ Ti{ASASMITA SH. LLM
i§ © N\ b . 411 .
‘ 1%EP"130330117

an Kepada Yth.
Menteri Kehakiman dan HAM R.I.
ai laporan).
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.. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
' l L _~ UNIVERSITAS NEGERI' JAKARTA
o R ; 'FAKULTAMS}IBA_HASA DAN SENl L

kamgus Universilas“Ngggrl Jakan;. Jalan Raﬁminquﬁ Muka iakanaiazzo Telp (621) 4.891()046'.j5xt 562, ;355124, Fax. (021) 4895124 N ' ‘
Nomor": 1056/134.FBS/H4/LL/1V/2007" © 25 April 2007,
Hal  :Penjelasan mengenai diktum . e

" 'Pasal 82 ayat 1, Undang-Undang no 30 tahun 2004. . -
TentlalngjabatanNotaris o S e

a0

Yth. Dr. H. Teddy Anwar, SH,SpN. /| “"'. & -
. Pengurus Pusat Himpunan NotarisIndonesia - .~~~
JI. Bendungan Hilir Raya no. 80, Jakarta Pusat 10210
. q’el-p. 5736634) . S st T

Dengan hormat, R ~

 Sételah mlembaca” dan 'menipélajaxfi secara keseluruhan \ Undang-Undang . -
- Republik Indonesia nomor ‘30 tahun ‘2004 tentang Jabatan Notaris, kami dapat
memberi kesimpulan . D T R |
 Pertama, yang dimaksud dengari notaris adalah pejabat publik, orang, bukan
T R N N F |
. Kedua, setiap notaris harus mgnjaai ”ahggofa_su'_a.t'ﬁ‘o;glarﬁsasi notaris _
' " Ketiga, organisasi "notaris ituf‘.'t;ixk'a_n' 'mért'xpakan satu’ wadah tunggal.

Artinya, boleh saja dua, tiga, organisasi, . W T . g

- Keempat, kaléiu' ada kesan -atau pendapat’ bahv%é,pfgani_éasi_ifu harus -
merupakan wadah tunggal, bukanlah berdasarkan konteks kalimat yang terdapat - . .

+ pada pasal 82 ayat, 1 'Undang-Undang no: 30 tahur 2004 tersebut, melainkan darj =
 konteks-luar kalimat seperti pendapat: . - % T ‘
“a. Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berpendapat merupakan wadah tunggal
- > karena mengklaim jumlah anggota yang terbanyak diantara anggota

' brganisasi notaris lain. - v T o

b._ eberapa pejab'at-'pémerintah (?) .yang "be’rpe.n_dapat: merupakan wadah C

- tunggal karepa di negara-negara juga hanya ada satu ‘Qr"gan_is_a;;i‘notaris.

" Kelima, mengingat.-Undang;Undané" nomor 30tahun 2004 itﬁ.',merupakan_ s
produk masa,reformasi dan demiokrasi kir: ya tidak akan' ada upaya “pemaksaan” .-
untuk hendirikan hanya satu wadah tunggal dalam organisasi profesi, -

! e T . : I, " e .4 . h-’»h.-". * “ - Tt . ) )

- - Sebagai i(esixnpulan akhir dapat, kami katakan bahwa frase “satu wadah
organisasi” yang terdapat, pada kalimat pasal 82 ayat 1 itu' bukanlah memberi |
pengertian “satu wadah (tunggal) organisasi”, melainkan memberi pengertian
“suatu Tfadah_ organisasi”, yang berarti juga “dapat lebih dari satu wadah”

* Demikian penjeléséﬁ'kami
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ITEMEN HUQUM DAN PERUNDANG UNDANGAN;
RFPUBLIK| INDONESTA RO
DIREKTORAT,JENDERAL

ITUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN - Jakarta, &3 Mev. ROOO .
' I_ . - - "chada Yth
n :‘@—+4T~0%V0‘03~. S - -/ sdr. Pengurus Pusat Himpunan
iran o : . .~ Notaris Indpnesla (' PP - HNI )
141 : Surat Keterangan - -~ J1. Bendungan Hilir Raya No. 60
o di - - ‘

JAKARTA PUSAT 10210

Sehubuhgan dengan Sl 2Rl Saudara Tanggal 9 Meil 2000 ;

Nomor OO3/PP/HNI/V/°OOO dan . Surat Keterangan dari Direktorat
Jenderal Sosial -Politik Departemen Dalam Negerl Nomor : 35

tahun 1998 Tanggal 12 Juli 1998 tcntang keberadaan HNI secbagai

organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Undang- undang Nomor 8.

tahun '1985 tcntang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan

PelakFanaannya, maka bersama ' ini - kami - disampaikan hal-hal

sebagai berikut
| sl .
1. Bahwa mendenai’ legalltas Ang garan Dasar HNI vang ‘dimintakan
kepada Departemen Hukum - dan Pcrundang undangan,‘ menurut

hemat ' kami tidak pcrlu ddanya legalltas formal dari

Departumen Hukum dan Pcrundanﬂ undangan,_'

2. Menyangkut hal,keberadaan Himpunan_&otaris;.Indonesia (HNI)_ 

sebagai salah satu oroanisaSi profesi:Notaris di '‘Indonesia,
secara pran1p ‘tidak ada kebrratan dar1 Departemen Hukum dan
‘Perundang- undanoan

- Demikian agar menjadi maklum.

1 .

! Lo f-vDIR"KTUR JENDERAL -
. - _DAN PERUNDANG UNDANg

| - /(ff PROF. BRaz R3] ATMASASMITA, SH, LLM
SN M/ LT 130150117 . '

i
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g ;;,;]ABJ; ‘"l'_iPEMB\JAT AKTA TANAH’
DR H Teddy Anwar, SH SpN

i Bendungan Hilir Raya No 80
Telp (021) 573 6634 (Hunting), 574.1007-3, Fax : (021) 574.9233-4 |
' JAKARIAPUSAT 10210 '

L | -30 JUNT. 2003- -
Tanggal ......... T S DAY

.SK Menkeh RI tgl. 12 Desember 1994, No. C-209. HT.03.02 Th. 1994
) Bapepam tgl 16 Mei 1997, No. 57/STTD-N/PM/1997
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‘VB@kaﬁi,L**b@rﬁﬁmpat “tinggal- di ¢ Jalan.- Permata
Kﬁamggan.5 NOm®yqi@ﬁwwwww@wﬁwww@wwwmmwwwwwwmwwwWWM
S.Tuan SAFARUDDIN Sarjana MHukum, notaris di E@Hasi,
bertempat tinggal &i Bekasi, Perum Duta Kranji
Blok A Jalan Penataran Nomar 205;mwwwwfwwwwmwwwwww
4.Tuan PRIM& CIPTA BUDI SANTOS0,  Sarjana Mukum,
notaris i Kabupaten Malang, b@rt@mp%t tinggal di
Malang, Jalan Insinyur Maji Djuanda Momor 3 Qe
S.Tuan  HaSaM,  Sarjana MHukum, Xandidat Motaris,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Usman Homor

AT A L0 I T I BT RIS AW AR ST T A B e

A » vy [ENSE, | T, S
Ed

s

> Tuan ALFURQOMSYaM, Sarjana Hukum, Yandidat Motaris

5

bertempat tinggal oi Jakarta, jalan Usman Nomor

ﬁdummeWWWWWWWWWWWWWWMWWMWWWWMWWWwWWWWMWWMWWWWWWWM
s .

[wpﬁnghadap Fayd, Motaris Kenal b&rdaﬂarkan‘id@ntitagﬁy&
vang aslinva diperlihatkan Kepada sdva, Motaris dan
saksi~saksi BPELTIGE S LTI EL 2 v v o s s s S 1 S i S
I ~Renghadap menjamin D& A identitasnyva yang
diperlihatkan kepada =sava, Motaris dan saksi-saksi
vang =ama adalah identitasnya vang sah, tidak palsu

d an & t S am l i -t ST [ ] SU T M A A S AR T B R B8 S e B A 5 S S5 e v

l =Jika identitas peaghadap vang diperlihatkan Kepada

saksl  wvang sama adalah

e

2avd,  Motaris dan  saks
ldentitasnya vang tidak sah, palsu dan atau asli tapi

palsu, maka penghadap menerangkan dan menegaskan

bersedia dituntut menurut hukum vang berlaku di MNegara

\\
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7 9 Teddy Anwar, SH.

Notanis, PPAT & PPAK
JL. BENDUNGAN HILIR NO. 80
TLP. 873.6634 - 574.1003 |

\ JAKARTA PUSAT 10210

1 1l
P
33l 70
XA

[] -
" -Pads Mari i

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGARAN DASAR PERSATUAN
NOTARIS REFORMASI INDONESIA YANG DISINGKAT PERNORI
Momor: 104, -

ini Senin, tanggal F0~06-2003 (tigapuluh
JUNT QUBITI L T T QA D 5 v v e o s s s s 1 s s 5 s
serhadapan  dengan saya, Doktor Haji TEDDY ANKWAR,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, selaku Paejabat Umum
menjalankan tugas Megara sebagai Notaris, dengan
dihadiri lolah saksi-saksi vang akan disebutkan pacda
RNI P BKEE T UL % e e oo oo s od o o s i s s i b s s s s e s s s e et
~Tuan Doktor Haji MUHAMMAD RIDHWAN INDRA ROMEO AHADIAN,
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Motaris di Bekasi,
Bf’t@mpat‘ tinggal odi Jakarta, dalan Usman Momor 44,
IR T U, e S

Dalam hal ini m anurut Ketera PUCEELTIIR G LT v o s s o o w o o e s s o s

14

po=

T 5 v o v et v v v aa v e s s v A S i At S AW
"

a. Bertindalk untuk diri send:

L. Berdasarkan Motulen Rapat Para Fendirs vanyg  Jdibuat

—

A

dibawah  tangan bermeterai cukup tertanggal  10-10w
2001 (sepuluh OKtober duaribu satu), wvang aslinva
dilekatkan pada minuta akta ini dari dan  dengan

demikian bertindalk untuk dan SLas MamE s s

iluTuan Insinyur BAGIO ATHMSIA, Sarjana Hulkum,
Magister Mumaniora, Notaris of Surabava, bertempat

-

tinggal di Surabayvs, Jalan Darmo Selatan 5 MNomor

&1

u
~ s

|2"Nyonya FATMAWATI SYAM Sarjana Mukum, HNotaris di

\
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fy Auwer, SH.

FAT & FRAK

| ™ i d BT 2 v s S o i S S 7 S o o

/

Yesatuan Republik Indonesia, baik Perdata MAUPUN

~Penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa Jdengan

| anggaran Dasar vang dibuat dibawah tangan, tertanggal

-

01+04~2001 (satu april duaribu satu), telah didirikan

Persatusan Motaris Reformasi Indonesia (PERNORI), vang
telah terdaftar dan  diakui Kebesradaannya oleah
Departeman Dalam Megeri dan Otonomi Daerah Republik
Indonesia, sebagaimana ternvata dari‘ surat Direktur
Hubungan antar Lembaga, Dir@ktorat> Jenderal Bina
Kesatuan Bangsa, tertanggal D8-05-2001 (delspan  Mei
duaribu matu) vang aslinva diperlihatkan kepada sava,

Motari dan

=
<>

aksivsaksi vang sama dan  fotocopynva

1 - -

a1 lﬂkﬂtﬁd“ pada minuta akta lﬂi;WWWWWWMMMMWWWWMWWWWMWW

~Bahwa atas anjuran Pihak Departemen Dalam Megeri dan

Otonomi  Daerah Aanggaran Dasar tersebut di  nyatalkan

3
H
i
H
EH

dalam akta Mmtaris;WWWWMWWWMWWWWMNMMM““W“w“mmwwwwwwmww

~Karena 1tu Penghadap bertindak dalam kKedudukannva

sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa ingin

mendirikan Organisasi  Persatuan Notaris Indonesia

i

disingkat PERMORI sebagal organisasi kesamaan profesi
dengan pertimbangan dan kKetentuan serta svarab-syarat

T 6% l Y "‘1 N 1 L R 1 ; L 't' e 48" A1A7 350 I RS TEIT A0 IAC AL 14K AEE YRR AR 1A BT AN AL S5 ST A AN 1S 1A A8 ART MRS 1ARY 1810 ARt AR WS 90 BN at

Memperhatikan @ ~Bahwa sampal dengan tahun 1998 para

-

notarlg, para mantan notaris den  para

hut dat notariz ditampung dalam suatu
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wadah  tunggal, warisan dari suatu
rezim dan =istem vang sudah usang

dan Karena reformaszi serta tidak adanva
lagi kKewajivan profesi untuk tunduk
pada wadah tunggal, maka sejak tahun
19298 munculat satu  lagil organisasi
notaris wvang semula diharapkan dapat
menampung. . agpirasi para notaris vang

sudah  tidak kerasan bernaung Jdiwadah

tunggal. 2t » -
Tetapi HErapan tinggal haragpsn,
sebagaimnana Juga | reformasi YENY
sebagian besar beslum terlaksana maka

Ckeberadsan wadah  kedua dari pard

f"l

notaris ternvata beslum Juga biza
menam>ung aspirasi sebagian pEra

notaris ..

Karena itu kKami para notaris menganggap
perlu dibentuknya lagi =suatuy wadsah
notaris wvang Kami beri nama Persatuan
Motaris Reformasi Indonesia VaNY
disingkat PERMOGRY , YEN cita~cita
utamanya adalah antara lain mengadakan
pamerataan pekerjaan diantara pard
notaris dengan mengadakan pembatasan

jumlah akta vang dapat dibuat notaris

\\\\\\\\
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fy Aunwer, SH.
PRAT & PEAK

Mengingat g

-

setiap bulannva, p@mbataséﬂ' honorarium
notaris  untuk kepentingan dNegara dan
Badan Usaha Milik Megara (BUMM) vyang
zahamnva minimal 35 % (tigapuluh lima)
persen dimilik negara, persaudarasn
diantara para notaris dan saling
pengertian diantara para notaris
termasuk  vang bukan menjadi  anggota

RPersatuan dan para abdi hukum lsinnva.

~Raszl 28 Undang Undang Dasar 1945  dan
Garis~Gariz Besar Maluan Megara mengs-
nai Hak Asasl Manusia serta S US
reformasi  vang deras vang terjadi  di

negara Kesatuan Republik Indonesia. e

~Memparhatikan Konslderans tersebut
diatas maka didirikanlah organisasi
Persatuan  Motaris Reformasil Indonesia

vang disingkat PERNMORI, dengan anggaran

dasar ., BE ba ga T b it 5w s e e s o s

AS VA WS VIR WA WS r.,l (:-‘ rv/i '(_'j‘ AV TS WP SN S WA MW IV AL WA AT ST 0% BAAY PR AR ARYT MAAY 1hAT SNV AAAP MLNS AW AN
p KL & 1 l 1180 1AM 0t A8 1AL AAEE A1 A1AS AN AR IS WA AR AREF AR AAET BAA0 B B MRS BT A AR A

~Organisasi ini dinamakan Persatuan Notaris Reformasi
Indonesia yang disingkat PERNORI dan didirikan untuk

pertama kalinya pada tanggal 14 (empatbslas) April 2001
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rz;:;:;;u satu), untuk selanjutnya dalam anggaran

ini  disebut juga Persatuan, berkedudukan di

Bekasi'Plaza'Blok B 17-19, jalan Insinyur Haji

dasar
Bekasi,

Djuanda

nomor 81, dan jika sudah memungkinkan akan

dipindahkan

ke - J a k art B L e v ae v v e v e

e e s v s i e e o e - - o
@ o

SIS A SN VA MR IS A T i W WS W A 948 A A A e st e e 'Cg' 3 WIS A N W S G W A S W et AN S Y A WS A e S e v
OIS G

i

Rasea ]

AW WY A 11 e e

&

[

“Rersatuan inl berasaskan PEncasila. e s wm o

A s ases e IR A LI S 1 M e B T e b

e pogiwee OE AN GG GT AA N

S AN W W i Y A 1 M MR A TS A S RS AW A S e e e p aAs3 1 :2’7 VAT AT AN YA A AT T S AN YA VAT AT S e e A A W oA v e Y e

~Reanggotaan Persatuan ini terdiri AL s oo e

1. Anggota Biasa BT TLTIE 7 o o o o S e S S5 S 5 S it st
e SN - | R ... ot
b i p ara man t— an N O -[—_ ar i = : RN N s A AT AR AT AT AAAT A VAY WAVS AR S S S S A Yt e S 0 AR et ey S e
C. p Sira f4 £ nd -)' ,::]' & -t- NC’t i i EEL IV I M 10 AN S IR M08 S AR SR A S5 Y 0 Ao 2 3 e o .

Anggota Luar Biasa vang terdiri  dari

)

arang-orang

vanyg tidak termasuk dan disebutkan diatas tetapi

dianggap perlu untuk menjadi anggota kKarena Jasanva

atau pengabdiannya pada PEr@ab U . = s oo e

Hara anggota Persatuan BErREMEL Kar@na @ e e oo m
a&. Meninggal dunia see = s -
L. Atas permintasn sendiri & oo wm w e

Melakukan

C.

pelanggaran peraturan Perundang-undsngan

vang menyebabkan dihukum penjara lebih dari 3 (tiga)

UMY AN AATAMS SUASTAIA WATEAAT TR BT AR TR AR TR MG AR MAET RS AR SIS SR AT AN AR AR 1A W e AR AA1- Atar

1"'\ hun "W e 8 400 49 s e e aan v e
Sanun.

i THTA CARA PEMECATEN AMGGEDTA o o

M v
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| 2alah satu pelanggaran di bawah ini = wes

€

VA WA AT A S e NS A W AT A A A A P e F) asa 1 4 AT VA A VAT A NS A AR AW Y ST AR TS M A A N i e A A e e
Seorang anggota dapat diberhentikan sementara dari

Keanggotaannya oleh Pengurus Pusat Karena melakukan

. melakukan perbuatan  wang bertentangan derngan
Ketentuan dalam éAnggaran Dasar, aAnggaran Rumah
Tangga, Kode Etik dan keputusan-keputusan vang
sah dari p@ ngurus Persatuan. o 5 A 3 o e 05 50 8 S o
b. mel&kuﬁan perbuatan vang mencemarkan, merugikan
atau merendahkan nAma Daik Peraab i@y, e wow o w

menyalah gunakan nama Persatuan untuk Kepentingan

e
<3
X

X -
51 b & f-j Jo s AN AR s vt s i e Vi A VA VA AT AT AN A SRR Y SRR A A0 4 SRS A A A58 et AR S S AN A A 0 e st 1

Tuar

Sl
i a

Keputusan untulk penberhantian samentara o

R

pelanggaran Kode Etik, tidak akan dikeluarkan olah

Pengurus Pusat, sebelum terlebih  dahulu mendengar
kKeterangan~keterangan dari anggota vang bersangkutan
dan  memberikan kKepadanya kesempatan untuk membela
Airi  pada Dewan Kehormatsn Wilayvah dan mengajukan
banding pada Dewan Kehormatan PuUsat . s o oo w oo
Remberhentian sementara itu oleh Hanguruzs  diajukan
pada  Kongres  wvang berikut  untuk diputuskan oleh
Apabila  RKongres membatalkan keputusan itu, maka
Pengurus Pusat harus merchabilitasi anggota tersebut

dalam tenggang waktu 2 (dua) minggy setelah  berak-

h 1 3; a }‘\ QPTG EID | v v v v v s

“~\\\\§‘\
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Apabila pemberhentian sementara itu dikuatkan oleh

Kongres maka Keanggotaan tersebut berakhir untuk

BEE@rUSNYE ., = o e e v 30 o 0
Pengurug  Pusat wajib melaporkan adanva pemberhen-
tian/pemecatan tersebut Kepada instansi vang berwe-
| nang  vang ada hubungannya dengan jabatan Notarisz,
termasuk  tetapl tidak terbatas pada Pengadilan
H&Q@ri tempat Motarisz tersebut “m@njalankan jaba~
tannva, Pengadilan Tinggi tempat MNotaris tersebut
menjalankan jabatannya, Mahkamah fAgung dan Daparta-

M ’,{ £ h & k i TTEGE 7] . % 3 5107 405 410 A0y 50 110 3107 1117 100 3800 160 1010 140 1087 1A ATR MRS 107 A A1 AR 30N TR TR0 AT I LAA TR A0t B WS LU SR S At e

N W AT VAS RS AR AV VY WA AR AR S0 A NS A 145 A AT }4 F’f-i };; 75 }\} (:i }i f_‘ji T.A! G G O T f_“-{ NI Tt are e s VAT VR e W Ve AT W W AN VRS A S A

FJ ASa ‘} ‘—3 e T T I Lt i e WS 43" 4408 4h8° 435 SA% AR A2AE LRae want MAS
1. Anggots Bilasa berhak untuk mﬁhg.Kuti seinua  Kegiatan
Persatuan, mengeluarkan pendapst dalam Rongreas,
Musyawarah Wilayah dan Rapat anggota serta mempunysi
hak untuk memilibh dan Jdipilih  sebagai anggoeta
Fangurus dan Dewan Ke o rmma i .o e o s e s o o o o o o o
Manva =ajs, para Xetua dan Wakil Ketua Rengurus
Pusat, HKetua Pengurus Wilavah dan Ketua Pengurus
Cabang, haruslah dipilih diantara para anggoeta vang
Dengan Kata lain, para Ketua dan Wakil Ketua
Rengurus Pusst, PFengurus Wilavah dan Rengurus
Cabang, tidak boleh dijabat oleh pars mantan (Werda)

notaris dan para Kandidat notaris. e e

‘\\\\\\\
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y Anwar, SH.

2. finggota Luar Blasa, mempunyal hak yvang sama dengan

| anggota Biasa, termasuk didalamnya untuk dipilih
sebagal anggota Dewan Kehormatan, kKecuall wuntuk
mamilih dan dipilih =sebagail anggota Pengurus
Persatuan  yvang dJditentukan dalam Pasal 5 angka 1
diﬂtrgnmmMMWMWWW@WWWWWWWWWMMMWMWNMWWWMMMWWWWWWWWWWWM
Z. Setiap anggota berhak untuk mendapatkan perlin-
dungan dari Persatuan, sejauh hal itu dapat dan
patut diberikan berdasarkan Ketentuan dalam Anggaran
Dazar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan serta

peraturan perundangan-undangan yang berlaku, wweesees

NP TP PRI L o TN ) IB&N & (18 GO v oo s v s v e v s s v s s oae

e ,,J a3 1 é’ e A A I 1A% AN 3 117 ALEY AT LA ALY AN Y 345 SAAT I T AW A8 e A%
(& SRy~ 2

1. Anggota Biasa berkewajiban menjunjung tinggl dan

mentaati segala Ketentuan dalam Anggaran Dasar,
anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Hotaris, Keputu-
san kongres dan Ketentuan-kKetentuan Persatuan. -
2. ﬁnggota'Luar Biasa dan anggota Kehormatan berkewali-

ban menjaga dan mempertahankan nama bailk Persatuan. -

%, Setiap anggota kecuali anggota Kehormatan dan Anggo-

ta Luar Biasa berkewajiban untuk membayar uang iuran

bulanan vang ditetapkan oleh Pers@Buan. s s s w
v GUSUMAN DAN ALAT PERLEMGIARARN s s

v s v o s e v DERGETUAN PERGURUS  RLISET v s m e e s o e

d

o AW S T IS A T A I ARG A e FJ qR& 1 ] I A T Asae bt S A8 AR U AR LIS 840 AT 1WA 4807 1AR VIR AT AT AT A0 A A

Pengurus  Rusat terdiri dari seocrang Ketua Umum,
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paling banyak % {(lima) orang K@tua; Se0ranyg Sekrew
taris Umum, paling banvak 5 (lima) orang Sekretaris,
saorang Bendahara Umum, paling banvak % {tiga)
orang Bendahara, seorang Pembantu Umum  dan paling
banvak 5 (1lima) orang KeTUua B aang . s e s m ww ww
Para Anggota Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres
untuk masa Jabatan 5% (lima) tahun, dengan Ketentuan
barwa apabila . Kongres tidak dapat diadakan pads
waktunyva, maka masa jabatan % (lima) tahun tersebut
dianggap dengan sendirinva diperpanjang sampal
AENTAN WAKTU KONGres. oh D aadim a . s o i s o o m ww ww  woo
Para Anggota PRPangurus RPusat vang masa Jabatannva
telah  berakhir tidak dapat dipilih kembali,
terkecusli Jika dengan tidak dapat dipilihnva
kembal i anggofa Pengurus Pusat tersebut, Jabatan
pada Pengurut PUSET Men) 8ol LOWO g . m s w v w o v oo wws
Yang dapeat diliangkat sebagsi anggota Pengurus Pusat
adalan anggota biasa ; Khusus bagl mereka vang akan
dlangkat sebagal Ketua Umum dan para Ketua Persatusan
adalah  meregka vang telah menjabat sebagai HMotaris
sekurang~kurangnya & (tiga) tahun serta S ama
memangku  Jabatan Pengurus  Pusat masa  jabatannva
sebagai Motaris belum akan berakhir, dan tidak

menjabat sebagal Pengurus Wilavah atau Penguirus

Cabang serta sedapat mungkin berkedudukan Jditempat

I{: £ ,»‘j i Ci i {{: &t p BRs t RS B I I e e e

T~
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Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Pengurus

Muza 't' 2t A AR WA T TR SRR AR AR AT AR RS Tt AR AR ST AR BV SRS AV A MAY T MR MY AN AR A SRS SRS AR YA S NS S A e YA S W VA R A Y e
w2 P~

Memimpin dan bertanggung jawab secara keseluruhan
mengenal organisazil Ke luar dan Ke dalam g
Manentukan pelaksansan Kebiljaksanaan untul mencas
pal tujuan Persatuan serta memutuskan sooal-zoal
vang prinsipil, sepanjang tidak bertentangsn
dengan ﬁnggdrﬂn Dasar/anggaran Rumah Tangga serta
Keputusan-Keputusan KONG5 s e s s i w w ww o woowees

-

Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas,

-

usana Kegiatan dan Kewajiban wang telah diputuss
Kan olah Yo FUGIIT G 5w o o v o iy e b S S 0 4 AR A S
Membina Ke ijasama antara Fersatuan dan Femerintah
baik ditingkat Pusat dan Wilavah maupun Lembaga-

Lembaga lainnya serta organisasi-organisasi
profesi baik dari dalam dan luar negeri,
Khususnva dibidang Mukum dan Kenotariatan:
Mempertanggung  Jawabkan  Kepengurusannya Kepada
Untuk menvelenggarakan Keglatannya Pengurus Pusat

mengadakan rapat-rapalt DErupa oo s

rapat Pleno Terbatas, -

it ‘:) & t‘ p 1 &0 [:) i F:) @& 1 e : AT AIE AA AN AAS 4B AN AIE 1AAS 90 A0 ARAY A3T AT AT ARAS BT IS AN SIS AN ARNS Aa
-~ T

Undangan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut

-

harus telah disampaiken oleh Sekretaris Umum atau

Sekretaris Pengurus Pusat secara tertulls Kepadsa

\\
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setiap peserta rapat sedikitnva 4 (smpat) hari
Kerja untuk Rapat Pleno Terbatas dan 7 (tujuh)
harli kKerja untuk Rapat Pleno Uiperluas  sebelum

Rapat diadakan, dengan menvebutkan tempat, waktu

dan acara rapat. s
C. Rapat-rapat tersebut akan dipimpin oleh FKetua
Umum atau salah seorang Ketua Pengurus Pusat vang
ditunjuk oleh Ketua Umum dap oleh rapat wvang

ATEN .

7. Rapat Pleno terbatas diadakan sedikitnva sekali

(53]

"a(i“

r—N

dalam Z - (tiga) bulan dan dapat juga e
sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh XKetua
Umnum étau atas permintaan tertulis dari sekurangs
Kurangnya 2 (tiga) orang anggota Rengurus Pusat vang
disampaikan Kepada Ketua Umum  <dan  dianggap  sah
apabila dihadiri atau diwakili oleh sedikitnva lebih

dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Pengurus Pusat

]

ditambah satu dan dapat mengambil K@putuaén vang sah
apabila usul vang bersangkutan diszetujui ﬁacaﬁa
U LU B LR F o o o s 5 o s i 1 S e 56 e e S5 5 S S 0
Apabila cara musyawarah tersebut tidak membswa hasil
maka Keputusan diambil dengan pemungutan =suara,
valtu dengan suara terbanvak biasa dan masing-masing
anggota Pengurus berhak untuk mengeluarkan 1 (satu)

- -

suara  untuk diri sendiri di sanping suara  vang

dikeluarkKan Sebagal HUBBEL . wow o mwmwwwm ww

\
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T PRAT & FRAK.

k.

Rapat ﬁl@n@ diperluas, diadakan sekurang-
Kurangnya sekali dalam 18 (delapanbelas) bulan
dan dapat Juga dJdiadakan sewaktu-waktoy bila
dianggap perlu oleh Pengurus Pusat atau atas
permintaan  dari Pengurus Wilavah vang  didukung
oleh 1/2 (setengah) dari jumlah Pengurus Wilavah
dan dihadiri oleh para anggota Rengurus Fusat., e
Rapat Pleno Diperluas diadakan untiuk o e e o

1). Menilai keputusan-keputusan Kongres yang lalu

gejauh mana vang sudah dilaksanakan dan Yang
belum atau tidak dapat dilaksanakan. s
Z). Mempersiapkan segala sesuatu vang dipandang

perlu Jdi dalam menvongsong Yongres vang  akan

Z). mengambil kKeputusan atas hal-hal YENG pentlng
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar atau
Anggaran Rumah Tangoa PerSa T . = e o s ww

Rapat Pleno Diperluas dapat mengambil Kaputuzan

warng  aah ammbila di dalam Rapat terzebut hadir

atau_ diwakili dengan surat olsh sedikitnya
setengah  Jumlah anggota Pengurus Pusat oitambah
satu dan setengah jumlah Pengurus Wilavah dan

Pengurus  Cabang vang ada ditambakl  =zatu clar

kKeputusan-Keputuzan dapat diambil g@cara zah

dalam rapat tersebut apabila disetujul  secara

musyawarah, apabila cara musvawarah tidak membawa

\
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ghaﬁilg maka dilakulkan p@mungﬁtan suara, vaitu
| berdasarkan suara terbanvak biasa dari suara vang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebul. s
d. Dalam Rapat Pleno Diperluas masing-masing anggota
Pengurus Pusat, demikian pula masing-masing
Pengurus  Wilayah maupun Pengurus Cabang berhak
untuk mengeluarkan 1 (satu) suvara untuk dirinva
sendiri disamping suara vang dikeluarkan sebagai

'4; TEGL G0 0, L, ™% M9 9 89 405 1510 533 000 110 05 00T I SI B 80 0 B0 AT 1T 107 100 T4 A0 TAA7 16T 1A AR 15T 367 AA0T 1181 1A A0 WS BHAC MBI SRV MRS AT MR WA e

v o s o e v v o oo s v T UMUM // HETUL s v s v s e v s v e v o v v i e
1. Ketua Umum memimpin Rengurus dalam rapat-rapat
2. @pabils Ketua Umum berhalangan untuk melaksanakan
tugasnyva sehari~hari, dapat diwakili oleh salah

SROFANY KEeTUE SLAU Walll R @ T Lam . o v v o v v s e s v s s v wir

Z. Jikalau oleh sesuatu sebab Ketua Umum =sama sekali
tidak dapsat meneruskan Jabatannva sampai akhir masa

Kepangurusannyva, maka dengan sendirinya salah

—

seorang Ketua atau Wakil Ketua menjadi Psiabat Ketua

L jr“ BTTT L, ¥ S0 390 409 440 450 435 100 110t 1A A A0 LA AR SR AL AR AP A LAY AT AR AT AR AW AR 18 RS 0 SR R MO A4 108 1
- . -

4. Jika lamanya sisa masa Kepengurusan vang lowong
sebagal akibat wang Jdisebutkan dalam avat 3 di  atas
ini berlangsung 1,5 (satu setengah) tahun lebih,

maka Ketus wang menjadi Pejabat Ketusa Umum itu dapat

disabut sebagai Ketua Umum (tetap) dan masa Jjabatan

T~
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dy Anwar, SH.
PPAT & PPAX

vang dipangkunya sampal akhlr masa Kepengurusan yvang
sedang berjalan itu dianggap sebagal satu masa
jabatan Kepengurusan, sedangkan kKalau Kurang dari
1,5% (satu setengah) tahun, tidak dianggap sebagal
satu masa Jabatan Kepengurusan dan pejabat yvang
barsangkutan disebut sebagal Pejabat Ketua Umum. -
Pembagian tugas diantara anggota Pengurus secara
garis besarnva adalah sebagail berikut P —
& . K & t & U TEHILBFTE 2 50 59 535 010 100 00 8t 403 000 100 " 484 A9 34437 57 AN 4N 03 3 S S T T AN A AR S S B 4

l)" Mehg@tuai p@nguruﬁ”WWWWWWWWWWWWWWwwwwmmwmwwmw

2). Memimpin dan hartanggung Jawab BECArE

Keseluruhan mengenail organisasi ke luér dan

k £ ("f o 1 ST, S v AR5 a6 SV 4 A A 3807 AR A AR B S A 1 AR SRR AV LAY 4 AR RV AV 140 RS 7 RS S8R AN S S
Qe .

N
~
3

Ketua Umiim sendiril, (tanpa memar lukan
persetujuan dari pihak manapun ) berhak
s@penubinya mewakili Persatuan i depan
pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas
pada Pengadilan Megerl, Pengadilan Tinggl,
Pengadilan Tata Usaha MHegars, Paengadilan
Tinggl Tata Usaha Megara dan Mahkamah Ggung.-
4Y. Menunjuk RKussa Mukum dimana Jdianggap perlu
oleh Hetus Umum sendiri, baik untuk membela
kepeantingan Persatuan (PERNORI Y, para
DENYGUNUE MAUDUN anggoba Paeraafuain., s b oo
%Y. Kekuasaan Ketwa Umnum untuk menunjuk Kuasa

Mukum =sebagaimana disebut pada Pasal 8.4

-
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7).

8).

).

RPars

Pen

tereebut tidak mengurangl hak para pengurus
.
lainnya dari Persatuan dan atau para anggota
Parsatuan = untuk menunjuk  Kuasa HKumny s
sendiri untuk Kepentingan pribadi pengurus.
dan atau kepentingan privadi anggota
p@rsﬂtuannmwwWWWWWMWWWWWWWWWWMMWWWWWWWWWWWWMW
Bersama-sama dengan anggota Fengurus  lainnya
menentukan pelaksanaan AHebijaKsan&an dan

Qﬂl"iﬁ“*géli"iiﬂ besar or‘gar‘»is\asi serta menentukan

nsipil sepanjang tidak

fakd

acdalwsoal D
bertentangan dengan anggaran Oasar/Anggaran

Rumah Tangga serta Keputusan Kongres/

Mg VAWEE h ] -I 1 3ya h L AR A 41 S A 8 B S S AR 4 10 8 A0 R A 1

Malaksanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas,

usaha, Kegiatan dan Hewajibén vang diputuskan
oleh Kongras/Musyawarah Wilavah/Rapat
Membina  Kerjasama antara Persatuan dengan
organisasi netaris lainnya, Pemerintah, baik
di o tingkat Pusat, Wilasvah maupun lembaga-
LMD EGIE LT FUIVYPEL o o o o o s s i
Barsama-sama dengan anggota Pengurus  lainnya
bertanggung Jawab terhadap aktivitas
organisasi, pelaksanaan progran kKerja dan

.’ I BRI - —— " -
¢ 4 s e 1 e o S o 1 A S R 2 2 A 0 S e
keuangan.

1 - u
Ve ilas AT AT AT N AN AT AT AT AR SRR AT AN AR AT AW AT AN VAP AR ARAS FAT WSS AN WA SN AT S AL S AW e s
- "
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1). Mewakili Ketua Umum apabila Kelbua Umum

}:\) & & ] BT B T R

2). Bertugas membantu retua umurm Jdan
mengkoordinir bidang-bidang wang diserahkan

{.\': @ ;) & ('j an y S L S Y A A A A AR G S S B 0 A1 1A A8 36V 245 VS S5 S A6 SRS 1AV A8 SRS A S8 AN S8 B o

Z). Membina pengembangan dan peningkatan usaha
pelaksanaan program Kerja maupun hal-hal vang

berkenaan dengan Kegiatan bidang~bidang wvang

(:j i 5] 1 r“ ;") i l"'t r'!:;y} “:‘i IR - 5 (5 0 e S G i G o G

lc“ Sekretaris Umnum dan para Sekretaris - wewemsvsmee

I 1). Sekretaris Umum dan Sekretaris baik berzama-
BaMmE  maupun secara sendiri-sendiri  bertugss
mengelola wegala U S AN gaministrasi
R - Lo, e T S o oo v o I W ... ...
2). Pembagian tugas antara Sekretaris Umum  Jdan

Para Sekretaris diatur dan ditetapken antara

mere !r,\ & E} FE P RETTIEY L v o v v s s v v v

%). Sekretaris Umum/Sekretaris  Juga bartilndak

sebagal Sekretaris rapat-rapat vang diadakan

I 1 I 'n Pe FTGEI [ LES, o o S50 0 0 10 s AN S0 S S i S S

p E N G L J r,: f"\“ {IJ 'I L. f‘?f ‘,{' ;_‘\‘ ;‘l AR LA 110 1 A ST AR AR 18 11 458 188 A IAE MM B0 SR8 AR

1. Dalam

iy
—
G
:':,J
et

e Propinsi, dimana terdapat  lebih
satu Cabang, dibsntul Pengurus WILlayah., e

2. Selama  dalam suatu Propinsi  terdapat hanva satu

Cabarg, satu dan lain dengan mengindahkan kKetentuan
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K

dalam pagal.g ayat ¥ diatas, maka Cabang tersebut
berada dibawah kKepengurusan Wilavah wvang terdekat

dengan dan Yang dipilih oleh Cabang vang

-

bersangkutan, dengan persetujuan Rengurus Pusat. s

S

apabila dalam Propinsi wvang dimaksud dalam avat 2
diatas telah terdapat lebih dari satu Cabang, maka
Cabang wvang semula berada odibawah kKepengurusan
Pengurus Wilayah dari Propinsi vang disetujul oleh
Pengurus  Pusat tersebut, dengan sendirinva kembali
dan berada di bawah Rengurus Wilavah dari  Propinsi

5 o Y o S . ..
d imana Caban g i Tt barada SRS AL Gt A A S0 SR AR B A AR AR B R AN W e S

7.

Rengurus Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi.--
P&ngurﬁs Wilavah terdiri dari ﬁsoréng Ketua dan
@@banyakwbanyakn?a Z (tiga) orang Wakil Ketua dan
sebanyvak-~banvaknya 3 (tiga) Grang Sekretaris,
sebanyak-banvaknya 3 (tiga) orang Bendahara. =~
Para  anggota Mengurus Wilavah dipillih oleh
Musyawarah Wilavah vang diadakan segera setelah
Kongres  untuk masa Jabatan 4_(@mpat) tahun, dengan
ketentuan apabila Musyawarah Wilavah tidak dapat
diadakan pada waktunya, maka masa jabatan Pengurus
Wilayvah tersebut dengan =endirinva diperpanjandg
sampal  dengan diadakannyva Musyvawarah Wilayvah vang
,:j i Mma l,q. 244 d S S S S S AT T A S A A 0 TS S A S T AN A i S W T S i
Para Anggota Pengurus Wilavah setaelah e s &

jabatannva terzebut berakhir dapat dipilih kembali

k~\§\\\\
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gan Khusus Jabatan Ketus, seorang calon hanva dapat

dipilih untuk 1 (satu) kKali masa jabatan.-

8. Yang dapat menjadl anggota Rengurus Wilavah adalah

o

?1

£

anggota Blasa yang telah berpraktek sedikitnya

ol

(tiga) tahun dan berumur setinggi-tingginva &2
(enampuluh Jdua ) tahun serta e apdt dapatnwva

b IS1a ‘t emoa t i 5 gy ga 1 ,d i l b, ¥ ‘{' ota F) oD l 1 i v S S AV A8 B S8 A A4 S W AR ek ye

0

. Dalam menjalankan tugas dan Kewajiban Rengurus

Wilaya

._._
—
M
&
z
i
i
H
H

a. HMengadakan rapat-rapat Pengurus Wilavah, Rapat

Gabungan Pengurus Wilayah dan Pepngurus  Cabang:

dalam rangka pelaksanaan tugas Kepesngurusannya -

Kl

-

b. M@nyampaihan laporan hazil Kerja Pengurus Wilavah
sgcara berkala sedikitnyva sekali setahun, atau
manakala diminta, baik Kepada atau oleh Peangurus
Fusat dan/atau  kKepada Pengurus Cabang atau

anggota  Persatuan dalam Rapat Gabungan Pengurus

Wilayah dan Pengurus Calrang, atau dalam

MUS Y & et o Y i e s e
10. Untuk menvelenggarakan Kegiatannya Pengurus Wilavah
sedikitnva % (tiga) bulan, atau setiap kali
dipandang perlu oleh Xetus atau bila diminta oleh
secdlkKitnya MUd anggota Fengurus Wilavah dan  Rapat
Gabungan Pengurus Wilayvah dengan capang-cabang
dalam wilayah Kepengurusannya sedikKitedikitnva

sekall dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-wakiu
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Wi

11i. a.

C
> .

dihadiri

dianggap perlu oleh Ketua atau aleh

sngah  dari jumlah cabang-cabang vang ada  dalam

TAYAN  KEDE I U ETTY E . o o o o oo s o s e e

Baik Rapat Pengurus Wilavah maupun Rapat

Gabungan Rengurus Wilayah dan  Pengurus  Cabang

dipimpin oleh Ketua Rengurus Wilavah atau oleh

salah =atu.. Wakil Ketua Pengurus Wilavah vang

W AN Y AV A AT U A AN e AR N AR AV A VAr e

ditu i"lj DL R R E B

Undangan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut

disampaikan oleh Sekretariz Pengurus Wilavah

dengan  surat Kepada para undangsn dari rapate

=

rapat  tersebut dan sedikitnva 5 (lima hari

RKerja dengan menberitahukan tempat, waktu dan

HROEA d a8 i noane BN | . 1 inie s A AV VAT T WY Y W

sy ;) 3 t A e S e 235 e

Rapat~rapat tersebut dlanggap sah-  apabila

oleh sedikitnva lebih dari setengah

dari undangan bagl masing-masing Rapat. s

r—‘q
ot

Yeputusan dari rapat-rapat  tersebut diamb:

dengan ara musvawarah, apabila cara terssbut

tidak menghasilkan heputu%an, diadakan

pemungutan SUATE waitu berdasarkan suara

1t i b v a l,: b i W Y YA WS A AT S A Vi AV AN W W SASS AR VA TR VAT AT AT R W AN YR e e O

aBa .

Didalam Rapat Pengurus Wilavah, masing-masing

anggota Pengurus Wilavah berhak mengeluarkan

saty  suara untuk dirinva sendiri, disamping

dikeluarkan B LB L oo o o s

suara yang sebagal

e
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Didaiam Rapat Gabungan Pengurus Wilavah dan
‘ipﬁngurug Cabang, masing-mazing anggota Pengurus
Wilayah demikian pula setisp Pengurus Cabang
berhak mengeluarkan satu suara untuk diﬁimya
sendiri disamping suara yvang dikeluarkan sebagai

.
}q‘ Uas a I AT AN WA WA SIS AR WP L TAY T AM SRS A0S AIRT TS TG TIAT AR AT T TR TN AW G AV AN W AN AR URS SO T MV VA WA W MY WA RS Ve Aaw
"

1Z2. Apabila Karena sesuatu sebab Jjabatan Paengurus
Wilavah lowong, maka zelambat~lambatnva 30
(tigapuluh) hari rapat gabungan harus mengisi

lowongan tersebut, menjadi Penjabat Ketua Pengurus

E
i
i
3
H
i

R I R Y o P TN
A A B T W e e v S e EERTI , J p E N G U R U S C {_‘-i B f’:i N C; SN A A i S B TR AR e WAL AN et WA S A AW AR

| oo % L ool [
1. Pada setisp Daerah Tingkat II dimana berkedudukan
sekurang-kurangnya 5 (lima) Motaris danfatau  Wakil
Notaris, Wakil MNotaris Sementara dapat dibsntuk
FI@UTCIUITIIS  CEbD E 7 . v o b o s s s s 0 S 3 4 5 25 02 0 1 S0 5 0
Z. Para Motaris danfatau Wakil Notaris, Wakil MNotaris
Sementara vang berkedudukan dalam suatu Daerah
Tingkat II, wvang jumlahnya kurang dari 5 (lima)

orang dengan persetujuan Pengurus Wilavabh (atau

i+

s WE TG

Rangurus Pusat bilamansa pada Frop:

bersangkutan tidak terdapat Pengurus Wilavah) dapat
menggabungkan diri pada Pengurus Cabang Dasrah
Tingkat II vang berdekatan, sementara menunggul

sampal tercapal jumlah MWotaris vang dipersyaratkan
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untuk dapat membentuk suatu Pengurus Cabang. e

Dengan tidak mengurangl apa vang ditentukan dalam

ayat 2 diatas, Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah
(Khusus  dalam  hal vang menyangkut  Propinsi  vang
memiliki Kurang dari 5  (lima)  orang Motaris
dan/atau  Wakil Notaris, Wakil MNotaris Sementara,
apabila  menurut pertimbangannva hal itu dianggap
periu), - berhak untuk menetapkan pembentukan
Pengurus - Cabang pada suatu Daerah Tingkat IT  atau
dalam Propinsi yang jumlah Motaris dan/atau  Wakil
Motaris, Wakil Motaris Sementaranva kKurang dari 5
O o e, B e
Pengurus  Cabang berkedudukan i Ibukcota Da@rah
Tingkat II, RKotamadyva atau Xota Administratip. s

dari sedikitnwa seorang

baudd

Fengurus Cabang terdirc:
etua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara,
yvang dapat pula ditambah dengan seorang atasu  lebih
sebagail Wakil Ketua atau seorang atau lebih sebagai
B RITHED @1 1D L o o s s 1 S R 1 S S S S 2
Para anggota Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat
Arggeta  wang diadakan segera setelabh Kongres dan
urituk masa Jjabatan selama 3 (tiga) tahun., dengan
Ketentuan apabila Rapat aAnggeta tidak diadakan
segera setelah Kongres vang berikutnva, maka masa
Jabatan Pengurus Cabang dengan sendirinva diperpans

Jang sampal dengan diadakannyva Rapat anggota vang
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0

_—

d i ma k 0 '»:II LTSRS M VR S AN S S A MY A 0 5 AT VS 30

Para s anggota Fangurus Cabang setelah masa
Jabatannva tersebut befahhir dapat dipilih  kembali
dan Khusus Jjabatan Ketua, seorang calon hanya dapat
Aipilih untuk satu kall masa Jababam. =
Yang dapat menjadi Pengurus Cabang adalah  anggota
Biasa Y berumur setinggl-tingginva &0
(gnampuluh) tahun dan sedapatnva bertempat tinggal
di Ibukota Dasrah Ti (15105 oD B TN I ———
=~Rangurus Cabang sdalah Jenjang Kepangurusan
Fersatuan vang dari waktu Ke waktu bsrhubungan

elain

5

dengan para anggota Rersatuan, @ sehingga
berfungsl sebagal perpanjangan  tangan Penguriues
Fusat dan Pengurus Wilaysh, Jjuga harus taﬁggap atas
aspirasi maupun p@rmﬁﬁalahan dari  wara  anggota
Fernigurus Cabang dalam melakukan tugasnya @ossssesons
a. Melakzsanakan pendaftaran anggota~anggota

F) @rag 't FEE 7] L 0 v 13 555 0 610 G A1 e AR A s A AN A T AR Y Y A S e S8 e

b. Melaksanakan dan meneruskan KkKepada angaota-

angygota  Persatuan, segala  Kebilaksanaan dari
keputusan-kKeputusan Y ETG telah diamb>il/
ditetapkan oleh Pengurus Puzat dan atau Pengurus
Wilayah guna mencapal tujuan Persatuan cdan
Kaputusan-keputusan Kongres sertas mengawWas i

Le ] &8 K SBENEENN y G N A g S A S AR S W A AW A S YA S SN S S S SRR S S Ao WA A A8 e A

—
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1.

Membina Kerjasama antara Persatuan dan

Femerintah Dasrah Tingkat II setempat dan

| Lembaga~-lembaga vang ada hubungannya dengan

}~..; 9] K um l:j a1 r\]' ) t S i & t g S A S B i SAAY T AN W A SR NS N 15 A Y N SR B A T e e
Mamberikan: pertanggung~jawabarn MEngEns 1
Kepengurusan dan kKeuangan Kepada Rapat #Anggota

C o l") an g ‘:) a()‘ &8 a k h i omiEase j & }:) 8 -t- AN v} F L L s e e e e e

Untuk - menyelenggarakan Keglatannva Rengurus

Cabang menggunakan rapat-rapat Pengurus, s wees
Rapat Pengurus diadakan szedikitnva sekali dalam
Z {tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila

ianggap perlu oleh setengah dari jumlah anggota

Rapat~rapat tersebut dipimpin oleh Ketua

FPengurus Cabang atau wWakllnga o s s oo o o
- Rapat Rengurus Cabang adalah sah apabila

dihadird sedikitnva setengah  Jumlah anggota

Farn qrus Caban G S S S S
Reputusan dalam - Rapat~Rapat terssbut dJdiambil
dengan suara terbanyvak biasa dan masing-masing
anggota Pengurus Cabang berhak mengeluarkan satu
LIS, L o o e 52 B S B S5 1 e s

WA N A A A e e e },: o H G H I’\ 5’: I A AR IR S TS 1 A B T S A 8 A1 W BN S S e e

A A A A AW AR AT YU WS AN WS YAS YA F.' asa 1 L l P A e A AR A VA AW A AN W A Y

songres adalah pemegang Kekuasaan tertinggl dalam

Persatuan merupakan  rapat pleno  darid aaluruh
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Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama

3
:

| Fanitia Relaksana Kongres wyang dibentuk oleh
Pengurus  Pusat sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelum
dizele rggara KEN KONQrER . v A1 AR SR A e S e S Y 22 v B8 e
E %, Panitia Pelaksana Xongres bertanggung Jawab Kepada

| Pengurus  Pusat mengenal teknis pelaksanaan a8

s - -
}“ O FTCTITERED |, oo wov v sow w0 o o o 1 SN S A A A S ST N s A N S WS AS TN ViR B S AR S TN A
AUES

4. Kongres diadakan setiap 2 (dua) tahun sekalil.-weeee

iy

Kongres Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu
apabila  dipandang perlu coleh Pengurus Fusat ataw
atas permintaan sedikit-dikitnva 1/2 (setengah)
dari Jumlah Cabang, untuk membicarakan clan
menutuskan masalah mendesak dan penting, YVEITY
penanganannya tidak dapat ditunda hingga RKongres
Selama Pengurus Wilayah dan Rengurus Cabang Karena
sesuatiy  hal belum terbentuk atau belum ada, maka
kongres dapat diadakan atas permintaan sedikit-

dikitnva 2/3 (duapertiga) dari anggota bilasa. -

&. Prossdur penvelenggaraan Kongres Luar Blasa sama
2 p [t t 1" ’:) fa3a] y 2] 1 &h g g Araan ‘(: an g [R5

7. Tema dan acara kongres ditetapkan dalam rapat Pleno

Yang Diperluas dari Pengurus Pusat, yang diadakan &

( SNAM ) bulan men j @lan g W FYCHI™ ERED v s s s o s s

Undangan untuk mengadiri Kongres harus sudah
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10.

[
NV

dizampaikan secara tertulis oleh PRengurus Pusat

melalul  Pengurus  Wilavah kepada setiap anggota,

dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Kongres,

{

selambat~lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Xongres
d i a d & H S JT] L, T AN U SN AN S S 100 A SR AR A G0 S0 4 AR S A G 1 08 A T A1 148 S8 AR A S A AT 1 AR A 3 AT RS
Setiap .anggota Perzatuan berhak untuk hadir dalam
rangres dan mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-
usul 3 setiap anggota bilasa berhak memberikan satu
suara  untuk dirinya sediri dismamping suara vyvang
dikeluarkan =sebagaili kuasa ; hanva anggota biasa
vang berhak mendapatvhuaﬁa‘dari_anggota Dlaga . e
Pengurus. PRusat dapat mengundang para pejabat dari
instansi~instansi dilingkungan Pusat dan Wilavah
serta Badan-Badan dan orang-orang . tertentu untuk
hadir dalam Rembukaan dan Penutupan KOngres . s
nongres dipimpin oleh suatu Presidium terdiri dari
Ketua~Ketua Pengurus Wilavah yvang akan memilih di
antara mereska dan menetapkan siapa-siapa diantars
mereka vang menjabat sebagail Ketus dan  Sekretaris
Presidium BRI S DI L v o s s s s e
Tata tertib ditetapkan oleh RPapitia Pelaksang
rongres untuk disahkan oleh KOngras . s s o oo
Kongres adalah sah apabila dihadiri atau diwakili
oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa
Persatuan dengan  tidak mengurangi kKetentuan

Anggaran Dasar yang menentukan Korum tersendiri

N\\ﬁ\\\\\\
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Uty !r\ h & 1 - h A 1 TP TTI 1L, v e wove s e s e s vt o e 53 s+ oane i o e v e e 4 9
Semua  Keputusan dalam Kongres diambil dengan cara
musyvawarah, apabilla dengan cara tersebut  tidask
dapat diambil Keputusan, maka akan diadakan

pemungutan suara dan Keputusan diambill atas dasar

Kongres akan membicarakan dan memberikan KkKeputusan
T TTEELIIG % v vor v s oo s s o s S50 5 s e S 5 0 S S 5 o S S 5
a_”P@ﬁilaian atas pertanggung-jawaban WA NG
‘%isampaikan cleh PRengurus Pusat . dan Dewan
Keharmatan Puszat mengenal pelaksansan tugasnva
masing-masing selama masa Jabatannva serta atas
perhitungan dan pertanggungs-jawaban mengaens i

Keuvangan Fersatuan oleh Pengurus FUSat. s

. Usul-usul dari Fengurus Fusat/Pengurus
Wilayah/Pengurus Cabang dan hal-~hal lain vang
SAiarn Jgap pen ti TG0 A A 2 S A S S S e S B

C. Garis besar program Kerja per Kelompok . me s e

d. Pemilikan dan penetapan Pengurus Pusat dan Dewan

Kehormatan pusat dari calon-calon vang diusulkan

dalam rapat pleno vang diperluas dari  Pengurus

Pusat vang diadakan 6 {(enam) 'bulan menjelang

! s e -
s i ol T AT4T A AT AR IRAT AT ARE REI AT BAS 330 ANES AR10 TS A0GT IR GG BT LLAT 1810 430 AR R4 3300 4400 3380 BALS A% A% 197 M40 AAET 1510 19 SLA AaW MAR AR ANE Abae
\ Gl . .

. Rengangkatan anggota luar biasa, apablla ada. -

g. Pemecatan anggota vang diberhentikan sementara

Pengurus Pusat berdazarkan RPszal 4 avat 3
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C.

4 A WS VAR A Y A N S T SRS e v 9r\'; E P U T L) S ﬁ PQ D I _L l J {:? R\ K 0 M G F,? E‘ 8 W v v e

» atau pembatalan pemberhentian sementara.

AN VR R W w4 AR AN AR AT WAY T AT AR A YRS LU A 30 e P SS& 1 l 2 A S VA SR A A W SRS A SV A S A S e
Dipersamakan dengan Keputusan, adalah kKeputusan vang

diambil di luar Kongres Jdengan syaral zssss s o

Pangurus. Fusat mempersiapkan rencana Keputusan
tersebut untuk selanjutnva dikirim dengan surat
tercatat Kepada seluruh anggota Persatuan melalui
Pengurus - Wilayah dan Pengurus Cabang: bilamana
diperlukan akan  disertal dengan penjelazan dari
Mengurus Wilayvah dalam waktu 3 (tiga) hari setelah
diterimanya mengirim ke Pengurus Cabang, Pengurus

Cabang dalam waktu 3 (tiga) hari mengirim ke anggota

2
£
H
3
2
E
H

~Angdota bilasa tiap~tiap cabang sudah harus memberi
Jawaban - "va" atau "tidak" pada rencana kKeputusan
tersebut Kepads Penguirius Cab@ng . = e s s o ww w wwm wow w
~S@lambat~lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanva
Pengurus  Cabang harus swudah mengirimkan Jawaban
pernyataan tertulis dari pars anggota biasa untuk
menglrimkannva Ke Pengurus Wilavah secara tertutup
vanyg kKemudian mengirimkannya selambat-lambatnya 7
(Luduh) harl Ke PernQuirus FHEsEE . e w s o s w w w oow w w
Rancangan keputusan menjadi KkKeputusan yang =ah,

apabila 2/3% (dua pertiga) dari jumlah anggota Liasa
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1

3

3

Persatuan menyatakan persetujuan secars tertulis
atas rancangan Keputusan yang dimaksud, = s s

Pengurus Pusat harus menvampaikan hasil Keputusan di

{ luar rongres  tersebut  Kepada sRgEnap anggota

Persatuan melalul  Pengurus Wilavah dan Pengurus
Cabang selambatnya<lambatnya - dalam tempo 20
(seémbilanpuluh) hari =sejak pengiriman Fencana

; k’ &L t US &N t RS b it LV S A i AT S A WA VS A Yk o S8 A S A A ¢ 8 9 i S T s e

ST L7 A LA A ST BN S8 TV AN 08¢ 304 A8 S8 1 A A M U S ".{’ i:}‘ b,} f:_\‘ R fﬁt }“’ W I L ﬁ ".l"‘ f:}i ’.’ AR AN AT S AN S A AV M B A A AT AT A 34 s

AN AN SR W VA A A S Y e e e e S AN A A e e e p a5 1 1 3 AT A W N A KA A A Y TS AR A Bt e s A A 3% S e et e At

Musyawarah Wilayah adalah rapat para anggota  dari
sggenap cabang Paerszatuan dalam wiiayah Kepengurusan
Pergurus .W ilayah YANY DEPSE TG LT E Y o v e e v s v s s s s s e
Musyawarah Wilayvah diselenggarakan oleh Fengurus
Wilavah bersama Panitia Pelaksana Musyvdawarah vang

d I b @ nt {1 K ) 1 & h 4 ,l:! & ng urus t‘" i 1 a y & h L AN S W Sk s vt s v S 0 A e Yt o i i e S

Panitia Pelaksana Musyawarah Wilavah bertanggung
Jawab Kepada  Pengurus  Wilavah mengenai teknis
pelaksanaan dari Musyawarah Wilayah . s e o oo oo
Dalam  Musvawarah Wilayah' akan  dibicarakan dan

tj 'i ':’ 3] 't us k_ &1 “t &T i' a rr,g IS A 10 05t a1t G A A AR U RS B B S AR A5 SAES AT AT RN VI AT SRR A AR A S At A 10

a. Penilaian  atas  pertanggung Jawalban YT
disampaikan Peéngurus Wilavah dan Dewan raehormatan
mengenal pelaksanaan tugasnya masing-mazing

selama masa jabatannva serts atas perhitungan «dsn

pertanggung - Jawaban mengenai Keuangan oleh

‘\~g§~\‘\\~\\
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Ran gurus lﬁ} i 1 aya h 1o SN O W A W Y AW A AV S AT SR Y A AT WA S, St A AT A WA S W i S e
b. Program kerja untuk wilavahnya -vang merupakan
penjabaran program Kerja vang disesuaikan dengan

) k o nd i 5 i = @t &I D 2 t LN T WA A W A A A N WY RS WS Y R A e W S AT AR A Y e 4 s

G. Usul-usul. Pengurus Wilavah/Pengurus  Cabang dan
lhalwhal vang diaﬁggap_p@ﬁtingnWWMWWWVMWM4MWMWWMMW
Musyawarah Wilavah harus diadakan untuk paertams
kalinva selambat~lambatnva 90 (sembilanpuluh) hari

~terhitung sejak selesainva Kongres dan acara pokok

Familihan ~dan Pengangkatan Pengurus Wilavah serta

Dewan Kehormatan Wila 25 TR RN A S 5 A B e
Musyawarah . Wilayah W dapat diadakan. sewakKtu-waktu
dianggap perlu oleh Pengurus Wilavah atau atas usul
Pengurus - -Pusat: atau Pengurus Cabang vang telah
mendapat persetujuan sedikitnya oleh 1/2 (setengah)
‘Jumlah Pengurus Cabang wang ada dalam Propinsi vang
bersangkutan, - untuk membicaraskan masalah VaETIg
mendesak dan penting, :vang ‘penanganannyva tidak
dapat ditunda @ sehingga Muswawarabh Wilavah yang
berikutn By o S S e S S 4 e e 2 5 S e e
Undangan untuk menghadiri Mugsyawarah Wilavah
Pengurus  sudah disampaikan.ﬁﬁcara tertulis oleh
Pengurus Wilayah, melalul Pengurus Cabang Kepada
setiap. anggota, dengan menvebutkan f@mpat, walktu
dan - acara Musyswarah, selambat-lambatnva 1 (satu)

bulan sebelum Musyvawarah Wilavah diadalam. =

.\\\~
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Setiap anggota Persatuan berhak untuk hadir dalam
Musyvawarah - Wilavah dan mengeluarkan pendapat,
mengajukan usul-dsul setisp anggota bilasa  berhak
memberikan zatu suara  untuk dirinya sendiri
dizsamping suara wvang dikeluarkan sebagal Kuasa.-—wse
Manva anggota biasa wvang berhak mendapat Kuasa dari
FLPTCIGIOTE T B 1. oo ion b s o s s s 5 5 5 0 0 0
Fimpinan Musvawarah Wilayvah terdiri dari Ketua«
Kétua’ﬁabang dan berbentuk Fresidium dan mengangkat
diantara mereka Ketusa dan Sekr@bar 1S . e oo o

Tata tertib ditetapkan oleh RPanitia Pelaksansaan

Musyvawarah Wilayvah untuk disahkan oleh Musvawarah

W i 1 & 5 2] h “ A B A e e A
Musyvawarah Wilavah adalah sah apabila dihadiri oleh
lebih  dari 1/2 (getengah) anggota bissa RPersatuan

vang berada dalam cabang-cabang dari Wilavah wvang

bersangkutan. =
fAoabila Korum vang ditetapkan sudah tercapail, maksa
musyawarah diundur untuk selama 24 (duapuluh empat)
Jam dan apabila sesudah pengunduran itu Korum belum
Juga tercapal Musvawsrah dianggsp sah  dan dapat
mengamoil kKeputusan~Keputusan vang =ah, asal saja
anggots vang hadir semula tetap hadip. e e
Semua Keputusan dslam Musvawarah Wilavah dilakukan

dengan  cara musyvawarsah dan  apabila dengan cara

tersebut tidak dapat diambil Keputusan, maka

\
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diadakan pemungutan suars - berdasarkan SUSTS,

terbanyak blasa. e

At AL ATAT AN T P W T A VT A ah Rt ST VW e Yt 3 s e ¢ R 'C‘ F‘] Q T 'L‘}‘ N G G O T f'A'i S W A A L T S A S e
B D S B I I T T N
1. Rapat anggota adalah rapat ahggota- cabang vang

.bézﬁangkutan"MwmmMMWWwwwvwwwwwwwmmwwwwwwwMWWmewwww
2. Rapat - anggota - diselenggarakan - oleh FPangurus

[ & b Gl TTHTE L v o7 v o s e e s s i i AR M T AN A N S R S A S AR Y s T S AT VAT WAL A N Y Vst T e e W e
o T (= a3 w0 L T

B

Pty
ot
=
L
@
(5]
@
oy
]
ek
e

%. Rapat anggota diadakan omech Wit-dii
dalam i'(Satu) B I L v e s o s o o i o o S i i i
4. Rapat anggota dapat Jjugadiadakan sewaktu-waktu,
“apabila dianggap perlu ocleh Pengurus  Cabang atau
atas permintaan sedikitnva 1/2 (setengah) dari
anggota cabang vang bersangluban g s s s oo w o o e o

Undangan untuk menghadiri Rapat anggota harus sudah

o

disampaikan secara tertulis oleh Pengurus cabang
kepada =setlap anggota, dengan menvebutkan tempat,
waktu dan acara rapat selambat~lambatnva 7 (tujuh)
hari sebelum PaDET . T B CE IR T L s s s s s s s s s s s s s o v s
&.  Setiap anggota Persatuan berhak untuk hadir dalam
rapat anggota dan mengeluarkan pendapat, mengajukan
usul-usul; setiap anggota biasa berhak memberikan
- suatu suara untuk Jdirinva sendici, disamping suara
vang d ikeluarkan sebs ga T LB L o v o o v v o oo o o s e s
Manyva anggota blasa wvang berhak mendapat kuasa dari

Ve e e A Y A

anggota bilasa. -

\\
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Rapét dipimpin oleh Ketua Cabang vang bersangkutan
GUELALL WAL BT LIy B o o o s o o e S 0
Rapat anggota adalah ~=ah  apabila dihadiri
sedikitnya setengah Jdari jumlah anggota cabang vang
ppabila korum vang ditetapkan tidak tercapai., maka
rapat diundur 1 (satu) jam dan apabila masih Juga
tidak memenuhi Korum tersebut, rapat dianggap sah
asal saja ahyggota vang hadir semula tetap hadir,w@;
Pemungutan suara dalam rapat dilakukan dengan caré
musyvawarah, apabila dengan céara t@rsebut tiddak
Japat  diambil Keputusan, maka diadakan pemungutan
suara berdasarkan suara terbaﬁyak I ABA L o ar e
Dengan Tapat anggota dibicarakan dan diputuskan
CE PTGIELTY 5 v o s B G A 6 6 5 0 A 5 6

&. Renilaian atas pertanggung-jswaban Y E NG

@

sampaikan = oleh Psngurus Cabang mengenai
Pelaksanaan  tugasnyva  selams  masa jabatannya

sertae gtas - perhitungari partanggunglawaban

mengenal Keuangan oleh Pemgurus Cabaing . e s e oo
L. Membicarakan usul-usul anggets dan hal-hal lain

wang OLRNGOED DEITE L RIG .~ e oo i o s s s o s v
¢. Pengangkatan perguris el . s e o oo o s o

v o vt v s v v ves e v () E‘ Wik K E H 0 R M ‘,Cr‘- T (_'-1 N o N A S s A VA A A S S WS VAT VA S0 SRS AN WY AW

1nt S vt e S 18 B e s s e e s ‘F) A ] l 5

’

atuan mempunvai Dewan Kehormatan pada tingkat
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Pusat dan sedapat-dapatnva pada  tingkat Wilayah,
masing-masing disebut Dewan Kehormatan Pusat dan .
Dewarn Kehormatanm Wi Tayah . s o o w wow  wom o sows
Dewan Xehormatan adalah alat perlengkapan Persatuan
vang berdiri $éndiri,-dalam arti tidak ada dibawah
“tetapl  Juga tidak diatas Pengurus Pusat dan VAT
mempunyal - tugas  untuk: membimbing . dan mengwasi
pelaksanaan Kode - Etik  MNotaris dan lain~lainnva

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat &

= Ei I'l g g 8 ‘{" a r‘i d a S a r‘ AW san v VAT AN Pt A A A0 RN M I AT SN T VA A WA SRR AW A MRS A A A AT N A A Y e e

Dewan Kehormatan merupakan badan vang bersifat
otonom didalam mengambil Keputusan~keputusan pada
tingkat masing-masing, tetapi dalam lain-lain hal
harus bekerjasama dengan Pengurus RPersabuai . « -
Dewan  Kehormatan Pusat atas pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawap kepada Kongres, sedang Dewan
Kehormatan Wilayah: - bertanggung . Jjawab kepada
Musyvawarah Wilayah“wwwwwwwwwwwwwmwmmwwWWMfWWWWWWMMW
Rara anggota Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh
Kongres, sedang para atggota . Dewan kehormatan
Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilavah dari paira
Motaris vang bertempat kedudukan dan parda  mantan
notaris vang bertempat tinggal di wilayvah Persatuan
WETIG DB BETIGHR LT 17 o s s s e s s i s s s s i a4 s 5 4 < s o s ot s e
Motaris yang dapat dipilib sebagai Dewan Kehormatarn

lalah Motaris vang =zelama memanglku jabatan sebagai

*\\\\\\\
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anggota Dewan Kehormatan tidak akan berahir masa’

j ] b & t annya - = eb AR :i Mot AP i R e v e A S S e M P S A S

S Dewan Xehormatan Pusat mempunvai 5 - (lima) orang

anggota, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil
Ketua, seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang
LTI GHOIEL L e o s S 5 0
Dawan - Kehormatan Wilavah, tergantung «dari  Jumlah
- anggota RPersatuan dalam wilavahnyva tertentu,
‘m@ﬁpunyai paling sedikit & (tiga) orang anggota
'paling banyvak 7 (tujuh) orang anggota, vang terdiri

dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan  seorang

ANggota . v
apabila Dawan Kehormatan. Wilavah mempunyai 4
(empat) - orang anggota atau lebih, maka Dewarn
tersebut mempunyal seorang Wakil Hetua.wwwwwwwwwww?
2 (dua) orang anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah
Hotaris, sedang selebihnya adalah Mantan Motaris.-w
apabila Dewan Kehormatan Wilavah mempunvai 5 {(lima)
orang anggota atau lebih, maka 2 (dua) orang
diantaranya adalah Motaris selebihnva adalah Mantan

-
r,'! I} i— S E LI L S o e i 1 et 403 AT R 38 A £ SRR AR A SRR 10 SR 418 AR T AR ST AN AR S 2 8T Y 1S e e e e s

Masa  Jabatan para énggota Dewan Kehormatan Pusat
ialah sama dengan masa jabatan Pengurus pusat  dan
masa jabatan Uewan Kehormatan Wilavah adalabh =sama

dengan masa Jjabatan Pengurus WL Layahn. s s oo

Seorang anggota Dewan Kehormatan dapat dipilih/

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH Ul, 2008
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“diangkat Kembali sebanyak sa tu (1) kali sebagai
anggota Dewan Kehormatan, terkecuali dengan sudah
terpilihnva mereka sebagal anggota Dewan Kehormatan
sebanyak 2 (dua) kali, Jjabatan anggota DewaEn
Kehormatan menjadi lowong atau kurang dari 2 (tigs)
(017 81 . v S v s 2 s S 5 S 0 S S e 5 4
Menyimpang daril apa wvang ditentukan dalam avat 7
pasal  ini ‘maka sampal diangkat anggota Dewan
Rehormatan Pusat, atau anggota Dewan Kehormatan
Wilayah baru, keseluruhan anggota Dewan Xehormatan
Pusat atau Dewan Kehormatan Wilavah vang masih  ada,
merugakan - Dewan - Kehormatan Pusat atau Dewan
Kehormatan Wilayvah wyang =ah, walaupun jumlah
angootanya kKurang dari apa vang ditentukan diatas.-
Seorang anggota Dewan Kehormatan tidak baleh
merangkap sesuatu jabatan K&puﬂjﬂfu;dr Rersatusan.~
Dalam rangka menjalankan dan melaksanakan tugasnya,
Dewan Kehormatan Wilavah berwenang untuk fwwwwwwmww

a. memberikan dan menyvampaikan usul-usul dan sarans

saran vang ada hubungannya dengan masalah Kode
Etik Motaris t@rmaguk tentanyg mazalah  Keluhuran
martabat dan jabatan Motaris, kepada Pengurus
Wilavah dan/atau Pengurus Pusat, baik diminta

MEURUnN i i dak o i minta S

Ib. Memberikan peringstan atau tegoran, baik secaras

tertulis atau dengan lisan Kepada anggaota

*~\\\\\~
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Persatuan vang melakukan pelanggaran atau
melakukan  perbustan vang tidak sesuai dengan
kode etik S 5 S S S e 91 < e e
C. M@ngugulkan Kepada Fangurus '@uﬁaﬁ unt ik
memberhentikan sementara anggota Rersatuan vang
maelakukan pelanggaran terhadap  Kode Ftik,

‘-S@bagai~aﬁggotﬁ p@rﬂﬁtuan“wwawmmwwwamwmmmeWW.

Dewan Kehormatan Wilayah mengambil tindakan atas

prakarsa sendiri atau setelah mEnerima pengaduan

darl seseordang atau sesuati pihak vang Jelas-

Jelas menvampaikan secara tertulis ataupun =secara
lisan penjelasan tentang bentuk, sifat dan/atau
R@teranganwkateraﬁgan lain mengenai D3 YENY
dianggapnya sebagai pelanggaran Kode Ftik VG

dilakukan atau tidak dilakukan cleh seorang anggota

":’;’J Srsa -t AN By Y VAT A e s v S e S35 S AR S A A A0SR e s S Tt B e o e A AR VA v e e e

. apabila laporan disampaikan secara lisan, maka
anggota Dewan wang menerima laporan membuat
Rizalah sBelengkap~lengkapnya dan membubuhkan

haril, tangasl dan Jam  terimanya  laporan  dan

tandatangannva bila mungkin, Jjugd tands tangsn

p [ 1 & ;‘_) THI™ YA Y e v e vt e e e vt s A e v s e s s VAN MAT U0 MY AT AT K Y TS A e e e o

. Dewan Kehormatan Wilavah atas prakarsanva
atau setelah menerima laporan
sebagaimana tersebut diatas waljilb mengadakan

pengumpulan Jdata maupun fakta mengenal peristiwa

*ﬂ&\\\\\\\
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a.

yang dikKetahuinya, baik dengan cara memanggil

atau mengunjungi /mendatangi anggota W& g

) b &R g I:\’_ 9 t I FT] o Y N R St s e v W e W S A s T3 W I A AT AT VIR S e YA A4 S o A e S S s i

Pertemuan dengan anggota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat 14b diatas dihadiri oleh
paling sedikit 2 (dua) orang -anggota Dewan
Kehormatar Wilas B B FE L, 5 o ot s o S S B 4 o e e
Dalam - Keadaan luar biasa pertemusn dangan
anggota tersebut dapat dilakukan oleh 1 satu)

orang anggota Dewan Kehormatan. = oo e

Dari pertemuan termaksud distas ini oleh Oeswan

rKehormatan Wilayah: dibust rizalah Vang

ditandatangani oleh Dewan Kehormatan Wilawvah dan

-sedapat  mungKin o oleh  anggota Persatuan WETY

By 155 BT I LI 1Y L oo s v s s b s s s e B
apabila  anggota tersebut tidak bersedia, baik
secdra  tegas-tegas, maupun secara Jiam~diam,
mendtdatangani risalah tersebut,. maka perihal

tidak Kesediaannya itu dicatat dalam risalah. e

15, Dalam menangani atsu menyelesaikan suaty kasus,

S

1 G T Kt D(:;! W& K & h Grma 't &N }-' B I A R

Tetap menghormati dan menjuniung tinggl
martabat anggota vang bersarnghufar, s s s w
Salalu menjaga  suaszana  Kekeluargaan dengan
anggota yvang bﬂrﬁﬁﬁgkutaﬂ’WMWWWWMMQWWWWWMMMWWWWW

Merahasiakan segala apa vang diketahui dan

*~\\\\\\
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| dilakukannya, terkecuali perbuatan tindak pidana
yvang dilakukan anggota baik tindak pidana LML,
maupun tindak pidana khusus seperti korupsi dan

1

e

lain~lain dan  sak:

a

~Kali anggota Dewan
Rehormatan tidak Doleh maemperlakukan atau
menggunakan Cauatu Kasus sebagai bahan
pengunjingan  atau ISGbagai bahan pemnbicaraan
apalagl  pembicaraan resmi  dengan pinak~pihak

’}/ & il Q t i d o "\ b QW& NS g Lo S S I G Gt s S 0 A e S SANE TR SN Y R S S S A Y T T A A aaee

llﬁ. Dalam menjalankan TUGEE AE 2 o o s v o e s s s i e s e v
,a. Cewan Kehormatan Wilavah mengadakan hubungan o

a.l. di Wilayahnva sendiri s-—-

L,

BECArA langsung dengan  Pengurus  Wilavah,
Pengurus Cabang dan RPengadilan Megeri, e

~y

a.2. di luar Wilayahnya :ewseom

7

[£3]
P
*
7

i langsung dengan Rengurus

Wb e SECETC

13

:wilayah Dewan Kehormatan FPusat dan
Pengurus FPLIS AT L o0 o e v v s o s v s v v v v s s s
&.2.2. Melalui Dewan Kehormatarn Wilavah
dari lain Wilavah itu, dengan

Pengadilan Megeri dilain Wilayvah.w~-

)
el

Melalul Dewan HKehormatan Pusat
dengan  Departemen Kehakiman atea
Mahkamah Agung dan/atau Instansil

Manapun diluar PErsahuan . e o

dalam dan di luar wilavahnya, dengan
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pihak vang berkaitan dengan Kasus

| vang sedng ditanganinya. s

b Dewan Kehormatan Pusat mengadakan hubungan o

; b.ol. lan S UNG den TTIERTY 2 o v o v o S o s s i S

v.l.1. Semua tingkatan DENYGUNUS o
lingkKungan - Parsatuan S dengan
sepengetahuan pENgUrus  vang adda
diatazs pihak yang dihubungl.—=wsewew

b.l.2. Tingkat Pusat dari semua instansi

]

e ik instansi

—~—

diluar Persatuan:
Pemerintah Sipil/Departemen~departe-
me i Ma up L HMiliter dengan
sepengetahuan Renguirus Fusat

'{,D Pt ey | -L TG T o o o oo sase v ans i AT Y A A SR S S A s Ve

~x

b.Z. Melalul Fengurus - Pusat instansi YA
cersangkutan dengan Rengurus Wilavah

instansi tersebut dengan sepangetahuan

Mengurus Pusalt Persatiuan. e

R & e t‘ w l’.‘lp Pt t ’.:;I i & ,‘:j a !", an o 1 @ }-, 55 100480 A1 a8 S8 NS A 190 RS A 14 ST AR 1A AR SO S 488 S 2

a. Uewan Kehormatan Pusat dilingkungannva sendiri -

n

a.1. apsbila Jdipandang perlu oleh Ketua Deswan
rehormatan Pusat dan stau =zalah seorang
Ketua Pengurus Puzat, dapat diadakan rapat
gabungan antara Dewan Kehormatan Pusat,

RPengurus Pusat dan Pengurus Wilayah., ssesesoee

a4.2. Dewan Kehormatan Wilayah dilingkungannva
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a.3. Apabila dipandang perlu oleh YXetus Dewan
Kehormatan Wilavah dan atau Xetua Rengurus
Wilayah - dapat diadakan rapat rapat

gabungan antara Dewan Kehormatan Wilavah

HAnm Don
SH =0

b. Semua rapat-rapat hanya sah apabila dihadiri

IS EE N T
WA el

oleh lebih dari 1/2 (seperdua) 3Jumlah anggota
ODewan dan bagl rapat gabungan apabila oleh lebih
dari 1/2 (seperdus) jumlah masing-masing anggota

Deew FLTTE ., o v v e e

Rapat-rapat intern Dewan Jdiketuai oleh Hetua

9]

atau  Wakil Ketua dan bagi Dewan wang tidak
- mempUnyal Wakil Fetus olen ketua atau
S* & k P t & i BT, U VA LU G G WA Y A 8 I L 1 T S AT ST A" 16 i AT TS AV S0 AR A A v 1 At S At 1 e S e
d. Hapat-rapat  gabungan antara Dewan dan RPengurus
dipimpin secara ganti oerganti oleh Yetua Dawan
atau  Ketua Pengurus, untuk pertama  kali olah
Ketua Fengurus  atay  Ketua Dewan, demikian
DB TR I LIS YW B, 3 v v o vir s s o s i s i 2 3 S s w40 5 2 5 e 2 o st o e s

»

&. Dalam =emus rapat-rapat Dewan, masing-masing

py

anggota berhak mengeluarkan gsatu. [1) suara. e

£,

f. Apabila suwatu  rapat tak dapat dicapail Korum,
&k a diadakan rapat untuk kedua kalinva,

sedikit-dikitnva lima (&%) hari saebanya k-

-J banvaknya tujuh (7) hari setelah rapat pertams. -

\
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| dpablla rapat Kedus tidak mencapal korum, maka
| rapat Kedus ini o dilangsungkan tanpa

memperhatikan Jumlah yang Radir ., e w.

o]
x

Dari =semua rapat-rapat ~dibuat  riszalah YaENG

ditandatangani oleh Ketua REpat. =

Dewan Kehormatan Wilavah harus memberikan kKeputusan
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh)  hari zaesudak

pengaduan ditar Ima ., s = s i v oo o o o wow s

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan,
semua  data,  fakta dan bokti-bukti dan setelah
mendengar pihak-pihak yang berhubungan dengan Kasus
vang  bersangkutan, maka Dewan  Kehormatan Wilavah
m@ngamﬁil Keputusan, vang dapat DEerupa &
El TETVO DGR U AL oo s e s e o s i s s i s s 0 e o ot st o s 95 50 e
b. menerima pengaduan dan  kemudisn menge lusrkan
pernyataan-pernyataan, bahwa suatu pelanggaran
telah terjadi atau tidak terjadi pesesemwmmemewmne
c. mengeluarkan peringatan atau tegoran kKepadsa
| anggots vang bersan gkutan 3 s o o A B 2 S
2. mengusulkan Kepada Pengurus Pusat dengan
tembusan  Kepada Dewan Kehormatan Pusat  untuk
mengamoll tindakan terhadap anggota YA
melakukan = pelanggaran Kode Ftik @ us
pemberhentian sementara sebagail anggota PERNORI:
@. usul pemberhentian sementara harus  memuat o

Jangka waktu lamanya pemberhentian sementara :w-

\.V\
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«2

pengurus Ruzat berhak menolak Ll Déwaﬂ
vehormatan " Wilayah tetapi seketika itu Juga
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
menerima  usul  dari  Dewan Xehormatan Wilavah
Pengurus Fusat wajib memberi kKeputusan sendiri,
atas’ pertimbangan Pengurus Pusat sendiri lepas
dari apa vang diusulkan oleh Dewan KRehormatan

VT MM VAR AT BT 10 IRV VA S I AT S S0 e T At A N S T W W W e s T s e

Wilayah dan sweeww
Apabila Pengurus PUSET MENerima usul &
g.1l. Femberhentian sementara, baik dengan  atau
tanpa menetapkan sendiri  jangka wa ket
pemberhentian sementarsa 1tu, maka Pengurus

Vg rn e A ; < [, 2 Sa3e a3ty 4 454 A0 AL LAY MR £90 AN AL BT AN ARES B4 AN Aa1e AAaE ane 3880 4ane
RENEE L 811 AT I AL AL UI00 I IAR AR LI TR M AR S50 1880 AR AR WA B0 oA A AT A5 08 AR A5 e aa Sane 440 San
Pusat We J10 3

g.1. 1. mencabut kembali pamberhentian

sementara ity pada  akhir masanva
atau sebelum akhir masanya apabila
menurut pertimbangan Fengurus Pusat
angsota Yang bersangkutan sudah
menunjukkan perbaikan =1ikap s
G120 memperpanjang masa pembarhentian
sementara, apabila  anggota YE T
berzangkutan el um menunl ulkkan

perbalikan sika [T e v o e e

lgglus. merubah Keputusan pemberhentian
sementara  1tu menjadi usul  Kepada

kKongres Coyang  akan datang artuk

\.\

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH Ul, 2008



20.

b

.

4

~

1 intinva

1 memecat  anggota vang bersangkutan

apabila ia tidak menunjukkan gejala~
Cgelala Keairah pemberhentian

ALK TR WA 5w v e o v v —

g.2. pemberhentian sementara, maka surat
Keputusan tentang pemberhnentian sementara
itu . harus @ memuat kemungklnan~-kKemungklnan

-E@bagaimana vatg dimaksud dalam ¢.1. di

ks t S BN AR S S S SR s 18 e AN LRS5BT AL LR A0 1887 ARAL AR ALY AR B4R ST AN SN TN 10 WA SV SR S8V 08 ek Rt e
PR o ?

Pengurus Pusat wajit membetritahukan Keputusan
termaksud dalam sub T dan sub g odi atas kKepada

Dewan - Kehormatan - RPusat, Dewan Kehormatan

‘Wilavah, Rengurus Wilavah dan Kepada anggota

vang bersangkutan dalam walktu paling lama 7
(tujuh} hari setelsh surat Keputusan o
LB TR T TIGIE T o o e o o s i S 4 5 8
Apabila - Dawarr - Kehormatan ‘ Wilavah tidak
mengajukan  usul (Kepada RPengurus Pusat), maka
keputusan yvarng diambil harus disampaikan secara
tertulis kepada  anggota  vang diadukan dan
keputusan - tersebut pun dilﬁpquan kepada Dewan
vehormatan Pusat dengan tembusan Kepada Pengurus
AT T L o o 5 S
Kepada pihak luar yvang mengajukan pesngaduan atau
laparam harus diberi jawsban dengan singkat vang

berisikan apa wvang telah diputuskan
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[

ngEgo ta vang bersang Kutan e s e e s e

{‘.l

apacila anggota: yang bersangkutan tidak mengajukan
naik “banding ke Dewan Kehormatan Pusat, maka
Pengurus  Pusat berhak memberitahukan Keputusan
berupa pemberhentian sementara sebagai anggota
PERMORT vang diambilnya itu Kepada Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan  atau

Menter i Yerhaki FTEER 177, o oo oo s o st w0 A0 o o 0 s S e v v e i

Dari semua laporan vang diterima Dewarn £$h§rmaldn
Pusat dari Dewan Kehormatan Wilavah, ol@h‘ Dewan
Kehormatan Pusat dibuat ikhtisar dan sekali dalam
waktu - 1 (satu) bulan disampaikan Kepada Rengurus
Rengurus - Pusat berhak meminta Kenada Dawan
Rehormatan - Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat  wajib
suatu

-memberi laporan kepada RPengurus RPusat t ntan

("

¢

- LT ]

Kasus, di samping laporan termaksud dalam avat 272.-
Seoranyg anggota Persatuan yvang menerima kKeputusan
Dewan Kehormatan Wilayvah baik berupa peringatan
atau tegoran dengan atau tanpa dizertai s
pembarhentian fementara kepada FPangurus Pusat,
berhak mengajukan banding Kepada Dewan Yehormatan
Permintaan banding diajukan secara ter rtulis  Kepada
Dewan Kehormatan Pusat dengan tembuzan kepada Dewan

rehormatan Wilavah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

\
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s '/'l
<% -

setelah diambilnya Keputusan. oleh Dewan Yehormatarn

AT L WP EUET L s oo s s s 2 s S e i S S b s ot s s s
Setelah lewat 30 (tiga puluh) hari tidak dapat
oA j ukan bandin ] S S S S 5 S 0 e v e
Tembusan/copy  surat permintaan banding tersebut
oleh Dewan Kehormatan Wilavah dizampaikan H@paéa
Fengurus  Wilayvah, tempat Oewan Kehormatan Wilawah
b &ar k @ d u.d Lt i,\ G TTH L. S5 Y A AR e ey A AN S AT VA Y A AW SR AT oA e S WS Vi AR A SRS AR YA WS AT VAS WA S5 e e
Dewan Kehormatan Wilavabh dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari - setelah meherima - tembusan/copy
permintaan banding, wajib menyampaikan kKepada Dewar
Kehormatan PRusat, seluruh berkas vang berhubungan
dengan peristiwa vanyg bersanghkutan: dengan surat
tercatat atau surat Kilat kKhusus a&atau dengan
KU oo B N A W . ...
T@mbusan/copyisurat-p@ngiriman tersebut oleh Dewan
Kehormatan Wilayah disampaikan Kepada Rengurus
Wila vah maupun RPen GUTUS RS AT L oo v s s o s s s s e s o e s v
Berdasarkan berkas vang dJditerimanva dari ODewan
Kehormatan Wilayvah, Dewan Kehormatan Pusat dalam
waktu 2 (dua) minggu =setelah menerima beras
tersebut mengambil keputusan di  tingkat banding,
a. membatalkan sebagian atau seluruh keputusan
Dewan Kehormatan Wil AYAN e i e e o 33 a1 v e e 20

merulzah atau mengganti Keputusan Dewan
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x

5

ey
P ira
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Kehormatan Wilayvah dengan atau tanpa usul Kepada
Rengurus Pusat untuk pengenaan sanksi vang lebih

i i i g{ & .'["‘ & t &Lt 1 ‘t;} %:) i }'l li:) [aiai=] t’ AN AN At HAT M e St AR e S T S S S Y

ﬁéputusan UDewan Kehomatan Pusat, disampailkan kepada
Pangurus Pusat, Pengurus Wilavah, Dewan Kehormatan
Wilayah dan kKepada anggota vang bersangkutam. e
Apabila suatu peristiwa menvangkut seorang Hotaris
tetapi meliputi 2 (dua) wilavah  Dewan Xehormatan
Wilayvah atau menvangkuot 2 (dua) orang Motaris atau
lebih  vang masing-masing berkedudukan di 2 (dus)
tempat  Kedudukan atau lebih, maks penanganan  dan
penvelegaidan masalah tersebut dilakukan oleh  Oswan
Kehormatan Fusat, bersams~sama dengan Dewar
Rehormatan Wilavah, Dewan Kehormatan Wilavah dari
(D ara ) Motaris Y& NG bersa g BT Y L o v o s s s s oo s e s e s
Calam hal demikian, Keputusan mengenal peristiwa
ity diambil  oleh dan mgrupah&n Keputusan Dewan
Kehormatan FUILES BT L o o v v aaor o v v e v s e i s e ot s 4 . A Y A R T S A8
Terhadap Reputusan Dewan Kehormatan Pusat, mengenai

peristiwa sebagaimana dimaksud dalam avat 30 tidak

Dari - tlap~tiap HKasus dibuat suatu berkas vang

Cikhtisar singkat mengenal kKazsus yang

bersangkutan, namasnama mereka Yarng terkalt

dengan Kasus disebut secara lengkap -
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b. segala macam dokumen vang diperoleh dari manapun
yvang mengenad suatu Kasus tertentu je-swsessswws o

El

C. tembusan surat-surat Kelusr dan surat-surat

. - - o . .
n 5{ S }r\ BT A AT AR A WA AT BRAS BS IAT AT AR A SR TN TARS AT AR AT AT M VAT VAT Y A S ST AT YA TS AR VRt W1 A AT SR s A A e A
s 9 :

d. risalah pertemuan dengan anggota atau pelapor -
e. catatan~catatan - mengenal  pertemuan-pertemuan

|d@ngﬁn DI NAK  ME DRI 5 o s o s s s s s s 40 55 0 o
. semua Pigalahwrisalah rapat dipetik bagian wvang

Khusus mengenal masalah tertenfu. s o

Semua dokumen termaksud dalam svat 372 bersifat
rahasia dalam arti bahwa dokumen-dokumen itu tidak
boleh dibaca oleh atau jatuh ditangsan pihak-pihak
Yarg tidalk b@rkgpgﬁtingﬁn_wwwwmeMMWNWMMWWWMMwWW“A.
Penata~usahaan - segala sesuatu wang mengenai Dewan
Kehormatan diselenggarakan dengan te P*Jb dan  rapih
oleh Serretaris Dewan Kehormatan Husat stau
Sekretaris Dewan Kehormatan Wilayvah dan berkas-
perkas, - dokKumen-dokumen itu adalah milik PERNORI
dan - kKarenanva harus  ditimbang-terimakan kepads
p@néru$ pemegang  Jabatan dalam Dewan Yehormatan
VANG NADTE MESE  JABETEIITYEL . o oo e o s s s o e s o s
Tidak seorangpun anggota PERMORI termasuk anggota
lusr blasa dan anggota Kehormatan diperbolehkan
membarikan bahan pembsritaan kepada aparat media
cetak dan atauw media elektroniksa manapun, mengenal

h & l \5\-»1 h WL 1 B A A AT AR A VAT SRS SN A AT AT AR S S S AT WY S 6 AT AN S S A S S S 5

\
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| &a. rekan anggota, anggota luar biasa atay anggots

k: 2] h armatan T s s e A A A AN A AW o S S S 8 B S

b. sesuatu Kasus, balk sebagian maupun seluruhmda

balk Kasus itu sudah atau belum diputuskan. oleh
Dewan Kehormatan, terkecuali :-eesswivasmmm e

1. Motari anggota PERNORI  tersebut melakukan

A

tindak Pildana, seperti membuat akta dalam
jumlah  yarg berlebihan, menurut rakal  sehat
dan Kewajaran vang bertentangah dengan Fasal

28 Peraturan Jabatan MNotaris jwessewemmme oo

2. Jika kewaliban untuk mesrahasiakan perbuatan
rekan notaris tersebut  bertentangan dengan
Pératuran Rerundangsn  vang lebih tinggi
seperti  antara lain seorang anggota  PERNORI

melakukan penggelapan pajak, melakukan kKolusi

BT FOT LU T o s s s s s s o i i s 0 i o

Yang berwenang untuk mengeluarkan bahan berita

Kepads media cetak dan atau media elektranika ialah

hanyva Ketua umum PERMORI atau searang  Ketua vang
ditunjuk oleh Ketua Umum dan atau anggota  vang
menguasal - benar-benar  kKasus  vang ersangkutan,

o

terkecualil apa wvang diatur dalam Pasal 15,35

Swlain Ketua Umum PERNORI tidak seorandgpun anggota

CRERMORI termasuk  anggota loar dan anggota

Q

kehormatan diperbolehkan membuat press release

‘\\\\\\\\\

-9
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Wawancara  atau - -tatap muka dengan wartawan atau
instansi  manapun untuk memblcarakan a&tau memberi
Keterangan mengenail sesuatu kKasus Wang menvangkut
anggota, terkecuall sebagaimana sudah diatur dalam

2 ama ] 1 5. 3 5 d i & t G L TN A I G e e St 2 3 118 19 AL G 188 1A Y Y% Y YA e S 8 A Sh 1 St s e st

(o
&

~ Untuk berbagl pengalaman dan pengajaran antar
anggota, maka @ psmuatan suasty  Kasus dalam Media
Motariat hanva  diperbolehkan dmrigan ketentuan-

k atan tuan R b Yo iz ] i b & i R LEED 5 o v s it s e e v e w38 a8 e 4 v e e

a. Dewan Kehormatan Pusat maupun  setiap  Dewan
Kehormatan Wilayvah, boleh memuat swatyu Kesus
dalam Media Notar iat 2 N A 0 A o S AR e e e
b yaﬁg dimuat hanyalah kKasusnya saja, itupun hanva

vang sudah ada kKeputusan baik tingkat pertama/

terakhir maupun tingkat banding

B e
b

C. apa  vyang dimuat dslam Media Hotariat tersebut

hendaknya  mengandung saran atau palajaran wang
poasitip bagli - rekan-rekan anggota Var

memiacanys,  terkecuali sebagaimana varg  diatur

A& j_ am Pa =8 1 15, % 5= o j_ G S L o v v s s s v o e v A s s o v s

A

¢
b,

< Menyimpang dari apa vang Jditentukan dalam ayat~avat
terdahuluy  dari pasal ini, maka Fengurus  Pusat

berhak dan wajib  memuat dalam Madia Motariat

a. pemberhentian zementara sebagai anggots PERMORIT

MEUDUN paengakhiran pembearhentian sementara
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t SRE b ut 0 0 A S i S
{ b, usul Kepada Hongres untuk memscal anggota yang
| bersangkutan sebagal anggota PERMORI e

¢. pemberhentian @ seorang anggota  PERNORI ebagal

{f

Motaris oleh Menteril Kehakiman menurout peraturan

perundang-undangan yang Derlakiu . s e oo

w

40. Mal~hal lain mengenai Dewan Kehormatan vang tidak
atay tidak cukup diatur dalam Pazal 1% Anggaran
Rumah Tangga ini, diatur dan diputuskan bersama

oleh Dewan Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat.-»-e--

A% AR 3 AL 3300 645 AL A5 88 IR 18T SHA A1 B A AT 19AS BN AN AN ARt W e A ’-.;" E }{ Q ‘,!' (}‘ '(_'){ i‘.‘! Aaa* e AT 2 TR S8 A% YAV W AU TR SART 1AM AR BT TR AR I8 AN R3S b
- e s e e s s e e W oo oo woeve RRATR 1 TG e e o o s s s s s e

1. BRBesarnyva uvang pangkal dan uang iuran bulanan  untuk
setiap anggota di - suatu - Wilavahn ditetapkan
berdasarkan kKeputusan Hu&yéwar&h Wi layah. s oo
2. Pengurus Cabang diwajibkan untuk menysrahkan kKepada
Pengurus  Pusat dan Pengurus Wilavah masing-masing
sebanvak 20 % (duapuluh persen) dari Jumlah uang
pangkal dan uang iuran bulanan vang Jditerimanya. -
Oemikiarn pula  sumbangan-sumbangan YA tidak
menglkat dan pendapatanspendapatan daril usaha-usaha

y & C! (4l }‘! L4 N AT AN b e S S A A S 8% e A AT MR AR WS MAT SN SN A MRS AT SRS A S St At A B AR AN S S S 0 S S0

LAMBOMNGEG RERSATUAM o oo s v v e s e e s e s v o
AN AR AT WA IR AT W AT VAT YA S AV AT AT W AR AT W WAt AR SR YT A p asa 1 l 7’ rre s A A G AN WA B WA R S AT A AT TS AR ST S Tt e Vi

Perzatuan mempunyal Lambang, vang merupakan SUSTU

Lififiifan sehingga menjadl suatu Kesatuan darl  unsur-
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unsur dan:atribut Kenotariatan maupun yang berhubungan
langsung . maupun tidak langsung dengan itu, vang akan

disahkan. pada kongrnes vang pertama dari organisasi ini.

s oo s s e s DERUBAMAN AMGEARAN DESAR o e s e

Rancangan perubahan fAnggaran Dazar diajukan oleh Rapat
Rleno Diperluas atas wusul  Pengurus Pusat dan
dizampaikan Kepada semua Cabang Persatusn satu  bulan
sebelum diadakan Kongres wvang dimaksud diabas. s
A AR WS AT A T A A AN AU MY oA 235 B s St A e e e e p r’ 7 E‘ U B {:‘1 R Q N VTR A B S e s AT S ANV AR AT WS A A A W Yt AT W

fApabila Persatuan dibubarkan, maka Ketentuan-Ketentuan

Fersatuan dan  anggsran Rumah

dalam Anggaran  Das
Tangga -inl atau mungkin dengan perubahan-perubahannya
tetap berlaku hingge selesainva dilakukan likwidasi dan

diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya oleh

Rapat Pleno Diperluas Kepada (para) LikKwidatur. ssessees

s e RERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA - =
AT S LI A I AR I3 A BT BV B 1T 0% 45 ST 3380 A0 AV AL SE St St p &5 ]_ T o e e G b G e B A e e

Y &g dimaksud dengan rapat gabungan sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 19 avat 2 angaran Dasar untuk
merubah  Anggaran  Rumah - Tangga, adalah Rapat Rleno

r) 1 ;) @ ] JEER IR, v % 4% o I A 108 AR AL S S A 185 MG 1A M S8 A0 AN B4R AN AL 4090 S804 S8R SRS VAT SRS HAES ARRS S5 AR B8RS 1 B S S0 it AR A8 A

. . . e
AN A AN A e T et e i VAT AR Yl S M AN W AR s vt AT L '{_‘% I r,! - L . {:'( I r«,! e s AN WA WS R SRS A AR NS A A AT SO R S A AN A AT Ve AT e
At T A8 A AR 51 1707 A3 AR SAI0 3R AR 1AL 1051 A AT ST AR A4 et - F) 5 1 ,’J AL AN AN AR AE S50 SR 33 48T DI SAEF A AT 398 AN ABAS 4387 1AAY B a3 AAN AN 101

Lo Brwe Y o e PO

Hal-~hal wang belum atau masih Kuranu Jelas diastur dalam

“4\\\\\\\\\\
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.r;;g;;;an Dasar Rumah Tangga ini akan diputuskan oleh
Rapat Pleno Diperluas dalam Pe returdn~peraturan  atau
Cketeantuan-ketentuan tersendiri asal tidak bertentangan
ﬁnggaran Dagar dan Anggaran Rumah Tangga serta
Feraturan P@rundangwundangan yang berlakuy di Megara

:

@aRatt iEn R o b 1 i lr< I n ,jc, e i G, N A AT A S Y W YA LA XA R S i e WA W S e Y A e e

~Semnua pembukaan rekening di  bank, termasuk tetapi
tidak terbatas pada penandatangganan cek (c%@qﬁ@) dan
giro dan semua surat-surat lainva Yardg b@rurﬁaaﬁ dengan
banlk, tidak ada satupun vang dikecualikan sampai dengan
tanggal 01-04+2011 (satu april duaribuy sebelas)
dilakukan oleh Ketua Umum wvaitu tuan Doktor Maji
MUMAMMAD  RIDMWAM  INDR& ROMED AMADIAN  Sarjana  Hukum,
Magister Manajeman, Notaris di Be rKasi, tersebuf. - weew
VRS ST AW 3 S a4 S W A St mAa v o S e e A S e 'r{ U N G }‘I\t E S: A VA AT AR N VAT Ve et Tt e vy aaes ;w i T VA e s e o s e A
rongres pertama dari Persatuan rencananya akan diadaskan
selambat~lambatnyva bulan Desember 2003 (duaribu tiga).~
Sebelum diadakan Rongres, Fengurus Pusat Aapat e
a. Mengubah suzunan Pengurus bBaik Musat, Wilavah maupun

L. Sebelum  cukup banyaknya anggota baik di Pusat,

Wilavah dan Cabang, maka i imungkinkan adanya jabatan

rangkap baik didalam Persatuan maupun Jdi organisasi

} k] i PIEVY/ B, v 55 i e v o v s s s e e
L .

Fara Pengurus  Wilayvah dan Cabang untuk sementara
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Para . pendiri

| (PERNORTY,

adalah

1. Doktor HMaji

o =

Jarjana Hukum,

. B & Iﬂ: 53 i . ; Wat AW s s e e i

FRIMA CIRPTA BUDI

di- Kabupaten Mal
7L BLFURQOMSY &AM,
“Untuk pertama Kalil
diangkat oleh para

KETUA UMUM

KETUA i

SERRETARIS UMLIM

BEMD&M&RA

¥~\‘\\\\

UmMUM

"

Persatuan Motaris

-

MUHAMMAD RIDHWAN

Yo e Y vy A

2. Insinyur BaGIO
Mumaniora, MNotar
3.

- SHFARUDDIN Sarjana- Mukum,

PRy g Lo

HASAN; [arjana Mulkum, Xandidat Notaris

D

Hukum,

S FATHMAWST T

dapat berdomisili diluar wilayah dan cabang. s

Reformasi Indonesia

A NAR SN AN VS S N RS VS AT AN VAN AR VAT ARAT LAY STAS SRGS AT AT ARAT ABAT TANS AT TS TASY AW RA TR

IMORA ROMEOC  AMADIARM

Magister Manajemen, MNotaris ddi

WA AN AN S AT TR A WY AT AW A St e

ATMATA, Sarjana  Mukum, Magister

An AR AT WA AN S A A T S L A

is di Surabaya ;-

FaTHAWATI SYaM Sarjana Mukum, Motaris Jdi Bekasipw

notaris di BeskKasi ;-

IAMTOS0, Sarjana Mukum,  notari:

M AT WAS AT A LAY VIR VAT AN BAT ST AV S A Ve A it GRS AW AT AT I R A M e T

; e v Ay peve)
Sarjana Mukum, Kandidat Motaris -

sebagal pengurus  Fusat  FPERMORI

B e i e A A VA S T N A AN AT AT A Wi R ST WA AT TR S T AN
i

pendiri

Oaktar Maji MUMAMMAD RIDMWAM

R

A- ROMEO ABDIAN Sarjana

Muk uin, Magiater Man&j@m@m,

notaris

Insinyur BaGIQ aATMals, Sarjana

Mumaniora,

Motaris odi Surabswva

SYaM Sarjana Mubium,

Motarizs o1 Bekasi

-
b

fo

SHEFARUDDIN Sarjana Mukum, notaris

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH Ul, 2008



1

$

aw

T

,:i 'i B & H as i ; S S A AL W% e Vit W WY Y S AN Y AR AW AR A4 e et A St bR
| PEMBANTU UkLiM » PRIMA CIRTA BUDI SanNTOs 30, Sarjana
| Mukum, = notaris di Kabupaten
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Sedangkan Dewan Kehormatan Fusat, para Pangurus

Wilayah dan Dewan Kehormatarn Wilayah, para Pengurus
Cabang. dan Dewan Kehormatan Cabang PERNORI akan

-

dibentuk kemudian, pada saat dimungllnkKa .« e e o
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“Fenghadap  dalam Kedudukannva untuk Jdiri sendirli  dan

dalam Kedudukannys sebagaimana tersebut dia itas dengan
ini  menerangkan dan menegaskan, Jjika dikemudian hari
akta ini terjadi suaty masalah atau masalah-maszalah

serta  sengketa atau sengketa~sengketa Karena sebab

apapun  juga, maka penghadap aE ) &8m
Keudukannya seperti  tersebut distas zepakat akan
membebaskan saya, Motaris, baik dalam Kedudukan saya

sebagal Notaris, sebagai pribadi, sebagai Pejabat

Fembuat Akta  Tanah, maupun  dalam  kedudukan BEAYA

sebagal apapun,

yandg menvaksikan dan

menandatangani  akta ini baik dalam kedudukan mereks

i}’J
;_,x
5‘1
s

sebagal  smaksi- maupun  dalam  Kedudukan meraka

sebagal  apapun dari segala  tuntutan hukum, bailk
Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Megara, termasul

tetapl tidak terbastas pada tuntutan vang  Jdilakukan

melalui  Advokat atau Fengacara dan atau pihak Ketiga
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A lainnva, berkenaan -dengan dibuatnva akta ini  dan
;g@mua akta~akta yang berhubungan-dengan akta inl.—w—e-
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~Oibuat sebagal minuta dan dilangsungkan di  Jakarta,
ﬁada harl dan tanggal tersebut dalam k@pala'ahté ini
dengan dihadiri tuan ABDUL HARIS, dan  twuan GCHDIANUR,
Bachslor of sains, Kkedusanva pegawai Kantor Notaris

vang saya, Motaris kenal sebagal saksiw
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~Segera setelah akta ini saya, Motaris bacakan Kepads
para penghadap dan saksi-saksi dan setelah itu menurut

aca kembali oleh penghadap,

keterangan penghadap dib
maka alkta ini ditanda tangani olsh penghadap, sahsi
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=Dilangsungkan tanpa PerubEREn D L. s s oo e ww wwww

~Minuta akta ini telah ditandstangani dengan BEMPUNTIE .

«Diberikan sebagal salinan vang Sama DU nya . e e

Motairis i Jakarta,

METERAI
TEMPEL

Tgl's0 200% '

DR.H.TEDDY ANKAR, S_H.

Pada Hari ini \[72‘//}7 ld/ ol ? /2 ~ °20072“

Akta / a"ggaran [)-'uvn' ini telah didefinctan nd dom buku l),nfl.tr
:\u Pengaditan “Negeri Bekasi di bawaA
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" DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
' - REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL _
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 9 Pebruari 2007.
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Nemor  : C,HT,03,10 - 04 Kepada Yth.

Lampiran : Muhammad Ridhwan Indra
Perihal ~ : Permohonan sebagai fasilitator -~ Romeo Ahadian.
Pembentukan Federasi atau Perhimpunan Pengurus Pusat Persatuan
Notaris Indonesia, seperti halnya PERADI Notaris Reformasi Indonesia
yang berisikan Organisasi-Organisasi (PERNORI).
Advokat. Bekasi Plaza Blok. B. 19
JIn.Jr.H.Djuanda No.81.
Bekasi.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: VEXT/XII/2006 tanggal
11 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini
diberitahukan sebagai berikut.

1. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, menetapkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah
& Organisasi Notaris.

V2. Bahwa untuk merealisasi ketentuan tersebut, pada prinsipnya kami tidak
~ berkeberatan untuk menjadi fasilitator sepanjang inisiatif pembentukan

oo wadah tersebut berasal dari kalangan Organisasi Notaris.

Demikian mohon menjadi maklum.

WMANAN SINAGA, SH. MH.
AP, 040039881
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Tembusan disampaikan kepada Yth.
‘Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.L (sebagai laporan)
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